
REKAP 1: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

KODE PRIORITAS NASIONAL
ALOKASI 2026

(RIBU)

03 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi

532.320.369,0

08 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat
yang Adil dan Makmur

0,0

Total 532.320.369,0

KODE SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L TARGET 2026 ALOKASI 2026 (RIBU)

01 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan 0,0

01.01 Indeks kepuasan masyarakat 85,67

02 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan 62.139.974,0

02.01 Waktu tanggap pencarian dan pertolongan 25

02.02 Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan 100

03 Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan 502.542.114,0

03.01 Tingkat pemenuhan kebutuhan mínimum sumber daya pencarian dan pertolongan 74,34

03.02 Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan 93,91

03.03 Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat 100

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN SAR NASIONAL

:2. VISI Terwujudnya pencarian dan pertolongan yang andal dan efektif dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia
yang Maju, Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

:3. MISI 1. Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman
bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia

2. Menguatkan sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta
sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan

4. PRIORITAS NASIONAL

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L



KODE SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L TARGET 2026 ALOKASI 2026 (RIBU)

04 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 844.993.881,0

04.01 Nilai indeks Reformasi Birokrasi 76

Total 1.409.675.969,0

KODE PROGRAM

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL 2027 2028 2029

107.BM Program Pencarian dan Pertolongan
pada Kecelakaan dan Bencana

563.738.248,0 943.840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 564.682.088,0 1.659.374.050,0 2.933.928.236,0 2.048.355.643,0

107.WA Program Dukungan Manajemen 844.993.881,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 844.993.881,0 1.340.090.586,0 1.358.088.631,0 1.400.032.616,0

Total 1.408.732.129,0 943.840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.409.675.969,0 2.999.464.636,0 4.292.016.867,0 3.448.388.259,0

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

Jakarta, 01 Agustus 2025
Sekretaris Utama

Dr. ABDUL HARIS ACHADI S.H., DESS.
NIP. 196609241992031001



REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

KODE PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS
ALOKASI 2026

(RIBU)

03 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta

Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi

532.320.369,0

03.01 Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda 532.320.369,0

08 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat

yang Adil dan Makmur

0,0

08.04 Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna 0,0

Total 532.320.369,0

KODE SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)
TARGET

2026

ALOKASI 2026

(RIBU)

01 Meningkatnya kualitas SDM tenaga pencarian dan pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 18.362.657,0

01.01 Persentase peningkatan pembinaan tenaga, sertifikasi, dan pengelolaan jabatan fungsional 95

02 Meningkatnya kualitas SDM potensi pencarian dan pertolongan 1.034.037,0

02.01 Persentase kenaikan jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan 100

02.02 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat Pencarian dan Pertolongan 88

03 Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan 420.006.139,0

03.01 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan yang sesuai perencanaan dan standar 35,59

03.02 Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan dalam menunjang operasi Pencarian dan Pertolongan 95

03.03 Persentase kesiapan sarana dan prasarana dalam menunjang keberhasilan tugas pencarian dan pertolongan 92,44

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN SAR NASIONAL

:2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG 02 - Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
03 - Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan

:3. PROGRAM Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana

4. PRIORITAS NASIONAL

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)



KODE SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)
TARGET

2026

ALOKASI 2026

(RIBU)

04 Meningkatnya keandalan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan 63.139.281,0

04.01 Persentase pemenuhan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan yang sesuai perencanaan dan standar 51,70

04.02 Persentase pemenuhan dukungan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan serta pemenuhan pelaksanaan sertifikasi pemancar sinyal marabahaya

dalam menunjang operasi pencarian dan pertolongan

100

04.03 Persentase kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan 92

04.04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya (Beacon) 84

05 Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan 11.811.750,0

05.01 Indeks siaga pencarian dan pertolongan 85

05.02 Indeks pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan 74

05.03 Waktu tanggap (response time) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan 25

06 Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan 50.328.224,0

06.01 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan operasi pencarian dan pertolongan 88

06.02 Waktu tempuh (deployment time) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan 150

06.03 Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan 100

Total 564.682.088,0

KODE OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM ALOKASI 2026 (RIBU)

Total 0,0

KODE PROGRAM

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL 2027 2028 2029

3946 Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR 420.006.139,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420.006.139,0 1.082.050.748,0 2.185.843.219,0 1.469.830.554,0

3947 Pembinaan Tenaga SAR 9.251.552,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.251.552,0 75.405.338,0 77.879.733,0 81.553.473,0

3948 Pengelolaan Operasi SAR 50.328.224,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50.328.224,0 100.196.458,0 100.327.542,0 103.080.769,0

3949 Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR 51.266.251,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51.266.251,0 139.515.000,0 241.482.000,0 112.979.500,0

3971 Pembinaan Potensi SAR 1.034.037,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.034.037,0 22.384.135,0 26.444.985,0 24.461.345,0

3972 Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR 11.811.750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.811.750,0 79.346.730,0 78.803.503,0 84.106.048,0

6931 Pengelolaan Diklat SAR 8.167.265,0 943.840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.111.105,0 86.545.683,0 114.935.043,0 121.660.304,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN



KODE PROGRAM

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL 2027 2028 2029

7065 Pengelolaan Teknologi Informasi SAR 11.873.030,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.873.030,0 73.929.958,0 108.212.211,0 50.683.650,0

Total 563.738.248,0 943.840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 564.682.088,0 1.659.374.050,0 2.933.928.236,0 2.048.355.643,0

Jakarta, 01 Agustus 2025
Sekretaris Utama

Dr. ABDUL HARIS ACHADI S.H., DESS.
NIP. 196609241992031001



REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

KODE PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS ALOKASI 2026 (RIBU)

Total 0,0

KODE SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) TARGET 2026 ALOKASI 2026 (RIBU)

01 Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 3.661.399,0

01.01 Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 0,71

02 Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 828.892.997,0

02.01 Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN 100

02.02 Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan WTP

03 Meningkatnya kualitas teknologi informasi, pengelolaan data, dan informasi publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 4.677.086,0

03.01 Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Menuju informatif

03.02 Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Baik (>=2,6)

04 Meningkatnya efektivitas regulasi dan kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan 2.377.828,0

04.01 Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan 100

04.02 Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang pencarian dan pertolongan 100

05 Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 4.225.562,0

05.01 Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan BB

05.02 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi 76

05.03 Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 75

06 Meningkatnya kualitas pengawasan intern 1.159.009,0

06.01 Tingkat kapabilitas APIP Level 3

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN SAR NASIONAL

:2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG 04 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

:3. PROGRAM Program Dukungan Manajemen

4. PRIORITAS NASIONAL

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)



KODE SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) TARGET 2026 ALOKASI 2026 (RIBU)

06.02 Tingkat kepuasan layanan terhadap pelayanan inspektorat Skala 5

Total 844.993.881,0

KODE OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM ALOKASI 2026 (RIBU)

Total 0,0

KODE PROGRAM

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL 2027 2028 2029

3941 Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan
dan Pengelolaan Keuangan

588.929.581,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 588.929.581,0 837.566.412,0 878.816.988,0 913.745.904,0

3942 Penyusunan Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan
Kepegawaian

1.573.962,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.573.962,0 11.446.000,0 12.658.000,0 14.739.000,0

3943 Pengelolaan Administrasi, Perlengkapan, Kehumasan
dan Protokol

247.544.471,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 247.544.471,0 290.070.187,0 281.022.077,0 279.471.620,0

3944 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 147.705.901,0 126.252.196,0 126.305.552,0

3945 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi 932.231,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 932.231,0 5.706.029,0 5.819.055,0 5.932.343,0

4021 Pengawasan dan Pembinaan Internal 1.159.009,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.159.009,0 9.055.000,0 10.055.000,0 11.055.000,0

6932 Pengelolaan Diklat Aparatur 2.476.799,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.476.799,0 7.712.774,0 8.012.774,0 8.012.774,0

6933 Penyusunan Produk Hukum dan Kerja Sama 2.377.828,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.377.828,0 30.828.283,0 35.452.541,0 40.770.423,0

Total 844.993.881,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 844.993.881,0 1.340.090.586,0 1.358.088.631,0 1.400.032.616,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

Jakarta, 01 Agustus 2025
Sekretaris Utama

Dr. ABDUL HARIS ACHADI S.H., DESS.
NIP. 196609241992031001



REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2026 ALOKASI 2026 (RIBU)

01 Meningkatnya perencanaan dan standardisasi sarana dan prasarana yang berkualitas 140.000,0

01.01 Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan darat 41,0

01.02 Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan laut 41,0

01.03 Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan udara 29,1

01.04 Persentase pemenuhan peralatan pencarian dan pertolongan 44,1

01.05 Persentase pemenuhan prasarana pencarian dan pertolongan 36,1

01.06 Jumlah dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana 2

01.07 Jumlah norma/ standar/ prosedur sarana dan prasarana yang telah disahkan 2

02 Meningkatnya kualitas dukungan sarana dan prasarana 358.275,0

02.01 Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana 95

02.02 Persentase penerapan materi pembinaan teknis 95

02.03 Jumlah pelaksanaan pengujian sarana 8

02.04 Persentase pemenuhan dukungan perbekalan 95

03 Meningkatnya keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan 419.507.864,0

03.01 Persentase kesiapan sarana pencarian dan pertolongan darat 96,1

03.02 Persentase kesiapan sarana pencarian dan pertolongan laut 89,0

03.03 Persentase kesiapan sarana pencarian dan pertolongan udara 82,7

03.04 Persentase kesiapan peralatan pencarian dan pertolongan 96,1

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN SAR NASIONAL

:2. PROGRAM BM - Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana

:3. SASARAN PROGRAM 03 - Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan

:4. KEGIATAN 3946 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) 05 - Direktorat Sarana dan Prasarana

6. SASARAN KEGIATAN



KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2026 ALOKASI 2026 (RIBU)

03.05 Persentase kesiapan prasarana pencarian dan pertolongan 100

03.06 Persentase pemutakhiran data inventarisasi sarana dan prasarana 100

Total 420.006.139,0

KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

01 Meningkatnya

perencanaan dan

standardisasi sarana dan

prasarana yang

berkualitas

140.000,0

01.AFA Norma, Standard,

Prosedur dan Kriteria

50.000,0

01.AFA.001 Perencanaan dan

Standardisasi Sarana

dan Prasarana SAR

000 - Bukan
Tematik

50.000,0

211 - Penyusunan

Rencana dan

Pengembangan

Sarana dan

Prasarana SAR

0,0

Pusat Pusat 0,0

212 - Penyusunan

Standardisasi Sarana

dan Prasarana SAR

50.000,0

Pusat Pusat 50.000,0

01.CAP Sarana Bidang Pencarian,

Pertolongan, dan

Penanganan Bencana

90.000,0

01.CAP.001 Sarana SAR Lainnya 000 - Bukan
Tematik

0,0

211 - Pengadaan

Sarana SAR Lainnya

0,0

Pusat Pusat 0,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota Medan 0,0

Provinsi
Lampung

Kota Bandar
Lampung

0,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kota
Semarang

0,0

Provinsi
Jawa Timur

Kota
Surabaya

0,0

Provinsi Bali Kota
Denpasar

0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kota
Mataram

0,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

0,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

0,0

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kota Palu 0,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota
Makassar

0,0

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju 0,0

Provinsi
Papua Barat

Kab.
Manokwari

0,0

Provinsi
Papua

Kab. Biak
Numfor

0,0

01.CAP.002 Peralatan SAR Lainnya 000 - Bukan
Tematik

90.000,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

212 - Pengadaan

Peralatan SAR

Lainnya

90.000,0

Pusat Pusat 90.000,0

Provinsi
Aceh

Kota Banda
Aceh

0,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota Medan 0,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota
Gunungsitoli

0,0

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab.
Kepulauan
Mentawai

0,0

Provinsi
Sumatera
Barat

Kota Padang 0,0

Provinsi
Riau

Kota
Pekanbaru

0,0

Provinsi
Jambi

Kota Jambi 0,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota
Palembang

0,0

Provinsi
Bengkulu

Kota
Bengkulu

0,0

Provinsi
Lampung

Kota Bandar
Lampung

0,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung

Kota Pangkal
Pinang

0,0

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Natuna 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kota Tanjung
Pinang

0,0

Provinsi
Jawa Barat

Kota
Bandung

0,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kab. Cilacap 0,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kota
Semarang

0,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Kota
Yogyakarta

0,0

Provinsi
Jawa Timur

Kota
Surabaya

0,0

Provinsi
Banten

Kab. Serang 0,0

Provinsi
Banten

Kota
Tangerang

0,0

Provinsi Bali Kota
Denpasar

0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kota
Mataram

0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Sikka 0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kota Kupang 0,0

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kota
Pontianak

0,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kota
Palangkaraya

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

0,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

0,0

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kota Tarakan 0,0

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kota Manado 0,0

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kota Palu 0,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota
Makassar

0,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 0,0

Provinsi
Gorontalo

Kota
Gorontalo

0,0

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju 0,0

Provinsi
Maluku

Kota Ambon 0,0

Provinsi
Maluku
Utara

Kota Ternate 0,0

Provinsi
Papua Barat

Kab.
Manokwari

0,0

Provinsi
Papua

Kab. Biak
Numfor

0,0

Provinsi
Papua

Kota Jayapura 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0

01.EBA Layanan Dukungan

Manajemen Internal

0,0

01.EBA.962 Layanan Umum 000 - Bukan
Tematik

0,0

211 - Penatakelolaan

Direktorat Sarana

dan Prasarana

0,0

Pusat Pusat 0,0

01.RAP Sarana Bidang Pencarian,

Pertolongan, dan

Penanganan Bencana

0,0

01.RAP.001 Sarana SAR Helikopter

(Prioritas Nasional)

Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan Lapangan Kerja
yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri
Kreatif serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra
Produksi melalui Peran Aktif
Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

0,0

211 - Pengadaan

Sarana SAR

Helikopter (Prioritas

Nasional) - RM

0,0

Pusat Pusat 0,0

212 - Pengadaan

Sarana SAR

Helikopter (Prioritas

Nasional) - RMP

0,0

Pusat Pusat 0,0

213 - Pengadaan

Sarana SAR

Helikopter (Prioritas

Nasional) - PLN

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Pusat Pusat 0,0

01.RAP.002 Sarana SAR Kapal Kelas

II (Prioritas Nasional)

Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan Lapangan Kerja
yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri
Kreatif serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra
Produksi melalui Peran Aktif
Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

0,0

214 - Pengadaan

Sarana SAR Kapal

Kelas II (Prioritas

Nasional)

0,0

Pusat Pusat 0,0

01.RAP.003 Sarana SAR Kapal Kelas

V (Prioritas Nasional)

Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan Lapangan Kerja
yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri
Kreatif serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra
Produksi melalui Peran Aktif
Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

0,0

215 - Pengadaan

Sarana SAR Kapal

Kelas V (Prioritas

Nasional) - RM

0,0

Pusat Pusat 0,0

216 - Pengadaan

Sarana SAR Kapal

Kelas V (Prioritas

Nasional) - RMP

0,0

Pusat Pusat 0,0

217 - Pengadaan

Sarana SAR Kapal

Kelas V (Prioritas

Nasional) - PLN

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Pusat Pusat 0,0

01.RAP.004 Sarana SAR Landing

Craft (Prioritas

Nasional)

Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan Lapangan Kerja
yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri
Kreatif serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra
Produksi melalui Peran Aktif
Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

0,0

218 - Pengadaan

Sarana SAR Landing

Craft (Prioritas

Nasional)

0,0

Pusat Pusat 0,0

01.RAP.005 Sarana SAR Rafting

Boat (Prioritas

Nasional)

Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan Lapangan Kerja
yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri
Kreatif serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra
Produksi melalui Peran Aktif
Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

0,0

219 - Pengadaan

Sarana SAR Rafting

Boat (Prioritas

Nasional)

0,0

Pusat Pusat 0,0

01.RAP.006 Sarana SAR Rescue

Water Craft (Prioritas

Nasional)

Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan Lapangan Kerja
yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri
Kreatif serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra
Produksi melalui Peran Aktif
Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

220 - Pengadaan

Sarana SAR Rescue

Water Craft

(Prioritas Nasional)

0,0

Pusat Pusat 0,0

01.RAP.007 Sarana SAR Rescue

Truck Tipe I (Prioritas

Nasional)

Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan Lapangan Kerja
yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri
Kreatif serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra
Produksi melalui Peran Aktif
Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

0,0

221 - Pengadaan

Sarana SAR Rescue

Truck Tipe I

(Prioritas Nasional)

0,0

Pusat Pusat 0,0

01.RAP.008 Sarana SAR Rescue

Truck Tipe II (Prioritas

Nasional)

Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan Lapangan Kerja
yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri
Kreatif serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra
Produksi melalui Peran Aktif
Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

0,0

222 - Pengadaan

Sarana SAR Rescue

Truck Tipe II

(Prioritas Nasional)

0,0

Pusat Pusat 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

01.RAP.009 Sarana SAR Rescue Car

Tipe I (Prioritas

Nasional)

Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan Lapangan Kerja
yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri
Kreatif serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra
Produksi melalui Peran Aktif
Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

0,0

223 - Pengadaan

Sarana SAR Rescue

Car Tipe I (Prioritas

Nasional)

0,0

Pusat Pusat 0,0

01.RAP.010 Sarana SAR Rescue Car

Tipe II (Prioritas

Nasional)

Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan Lapangan Kerja
yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri
Kreatif serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra
Produksi melalui Peran Aktif
Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

0,0

224 - Pengadaan

Sarana SAR Rescue

Car Tipe II (Prioritas

Nasional)

0,0

Pusat Pusat 0,0

01.RAP.011 Peralatan SAR (Prioritas

Nasional)

Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan Lapangan Kerja
yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri
Kreatif serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra
Produksi melalui Peran Aktif
Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

225 - Pengadaan

Peralatan SAR

(Prioritas Nasional)

0,0

Pusat Pusat 0,0

Provinsi
Aceh

Kota Banda
Aceh

0,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota Medan 0,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota
Gunungsitoli

0,0

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab.
Kepulauan
Mentawai

0,0

Provinsi
Sumatera
Barat

Kota Padang 0,0

Provinsi
Riau

Kota
Pekanbaru

0,0

Provinsi
Jambi

Kota Jambi 0,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota
Palembang

0,0

Provinsi
Bengkulu

Kota
Bengkulu

0,0

Provinsi
Lampung

Kota Bandar
Lampung

0,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung

Kota Pangkal
Pinang

0,0

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Natuna 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kota Tanjung
Pinang

0,0

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Bogor 0,0

Provinsi
Jawa Barat

Kota
Bandung

0,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kab. Cilacap 0,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kota
Semarang

0,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Kota
Yogyakarta

0,0

Provinsi
Jawa Timur

Kota
Surabaya

0,0

Provinsi
Banten

Kab. Serang 0,0

Provinsi
Banten

Kota
Tangerang

0,0

Provinsi Bali Kota
Denpasar

0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kota
Mataram

0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Sikka 0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kota Kupang 0,0

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kota
Pontianak

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kota
Palangkaraya

0,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

0,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

0,0

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kota Tarakan 0,0

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kota Manado 0,0

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kota Palu 0,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota
Makassar

0,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 0,0

Provinsi
Gorontalo

Kota
Gorontalo

0,0

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju 0,0

Provinsi
Maluku

Kota Ambon 0,0

Provinsi
Maluku
Utara

Kota Ternate 0,0

Provinsi
Papua Barat

Kab.
Manokwari

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Papua

Kab. Jayapura 0,0

Provinsi
Papua

Kab. Biak
Numfor

0,0

Provinsi
Papua
Selatan

Kab. Merauke 0,0

Provinsi
Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0

Provinsi
Papua Barat
Daya

Kota Sorong 0,0

01.RAP.012 Sarana SAR Kapal Kelas

I (Prioritas Nasional)

Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan Lapangan Kerja
yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri
Kreatif serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra
Produksi melalui Peran Aktif
Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

0,0

226 - Pengadaan

Sarana SAR Kapal

Kelas I (Prioritas

Nasional) - RM

0,0

Pusat Pusat 0,0

227 - Pengadaan

Sarana SAR Kapal

Kelas I (Prioritas

Nasional) - RMP

0,0

Pusat Pusat 0,0

228 - Pengadaan

Sarana SAR Kapal

Kelas I (Prioritas

Nasional) - PLN

0,0

Pusat Pusat 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

01.RBH Prasarana Bidang

Pencarian, Pertolongan,

dan Penanganan Bencana

0,0

01.RBH.001 Prasarana SAR

(Prioritas Nasional)

Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan Lapangan Kerja
yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri
Kreatif serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra
Produksi melalui Peran Aktif
Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

0,0

211 - Pengadaan

Prasarana SAR

(Prioritas Nasional)

0,0

Provinsi
Aceh

Kota Banda
Aceh

0,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota Medan 0,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota
Gunungsitoli

0,0

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab.
Kepulauan
Mentawai

0,0

Provinsi
Sumatera
Barat

Kota Padang 0,0

Provinsi
Jambi

Kota Jambi 0,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota
Palembang

0,0

Provinsi
Bengkulu

Kota
Bengkulu

0,0

Provinsi
Lampung

Kota Bandar
Lampung

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung

Kota Pangkal
Pinang

0,0

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Natuna 0,0

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Bogor 0,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kab. Cilacap 0,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Kota
Yogyakarta

0,0

Provinsi
Banten

Kab. Serang 0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kota
Mataram

0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Sikka 0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kota Kupang 0,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

0,0

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kota Manado 0,0

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kota Palu 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota
Makassar

0,0

Provinsi
Gorontalo

Kota
Gorontalo

0,0

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju 0,0

Provinsi
Maluku

Kota Ambon 0,0

Provinsi
Papua

Kab. Biak
Numfor

0,0

Provinsi
Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0

Provinsi
Papua Barat
Daya

Kota Sorong 0,0

212 - Pembangunan

Prasarana SAR

(Prioritas Nasional)

0,0

Pusat Pusat 0,0

Provinsi
Aceh

Kota Banda
Aceh

0,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota Medan 0,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota
Gunungsitoli

0,0

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab.
Kepulauan
Mentawai

0,0

Provinsi
Sumatera
Barat

Kota Padang 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Jambi

Kota Jambi 0,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota
Palembang

0,0

Provinsi
Bengkulu

Kota
Bengkulu

0,0

Provinsi
Lampung

Kota Bandar
Lampung

0,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung

Kota Pangkal
Pinang

0,0

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Natuna 0,0

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Bogor 0,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kab. Cilacap 0,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Kota
Yogyakarta

0,0

Provinsi
Banten

Kab. Serang 0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kota
Mataram

0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Sikka 0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kota Kupang 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

0,0

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kota Manado 0,0

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kota Palu 0,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota
Makassar

0,0

Provinsi
Gorontalo

Kota
Gorontalo

0,0

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju 0,0

Provinsi
Maluku

Kota Ambon 0,0

Provinsi
Papua

Kab. Biak
Numfor

0,0

Provinsi
Papua
Selatan

Kab. Merauke 0,0

Provinsi
Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0

Provinsi
Papua Barat
Daya

Kota Sorong 0,0

02 Meningkatnya kualitas

dukungan sarana dan

prasarana

358.275,0

02.AEA Koordinasi 358.275,0

02.AEA.001 Dukungan Sarana dan

Prasarana SAR

000 - Bukan
Tematik

358.275,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

211 - Pelaksanaan

Dukungan

Perbekalan SAR

158.275,0

Pusat Pusat 158.275,0

212 - Pelaksanaan

Dukungan Sarana

dan Prasarana SAR

200.000,0

Pusat Pusat 200.000,0

03 Meningkatnya keakuratan

data inventarisasi dan

kualitas pemeliharaan

419.507.864,0

03.RCM OM Sarana Bidang

Pencarian, Pertolongan,

dan Penanganan Bencana

416.329.887,0

03.RCM.001 Pemeliharaan Sarana

SAR (Prioritas Nasional)

Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan Lapangan Kerja
yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri
Kreatif serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra
Produksi melalui Peran Aktif
Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

416.329.887,0

005 - Dukungan

Penyelenggaraan

Tugas dan Fungsi

Unit

416.329.887,0

Pusat Pusat 263.025.622,0

Provinsi
Aceh

Kota Banda
Aceh

3.394.824,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota Medan 4.929.478,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota
Gunungsitoli

2.720.824,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab.
Kepulauan
Mentawai

2.100.824,0

Provinsi
Sumatera
Barat

Kota Padang 2.934.824,0

Provinsi
Riau

Kota
Pekanbaru

3.753.368,0

Provinsi
Jambi

Kota Jambi 2.445.982,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota
Palembang

2.830.868,0

Provinsi
Bengkulu

Kota
Bengkulu

2.615.368,0

Provinsi
Lampung

Kota Bandar
Lampung

3.417.324,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung

Kota Pangkal
Pinang

3.818.192,0

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Natuna 2.180.824,0

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kota Tanjung
Pinang

5.786.408,0

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Bogor 1.308.000,0

Provinsi
Jawa Barat

Kota
Bandung

3.592.824,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kab. Cilacap 1.868.500,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kota
Surakarta

196.000,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kota
Semarang

4.500.324,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi DI
Yogyakarta

Kota
Yogyakarta

2.403.000,0

Provinsi
Jawa Timur

Kab.
Banyuwangi

196.000,0

Provinsi
Jawa Timur

Kota
Surabaya

6.225.148,0

Provinsi
Banten

Kab. Serang 3.267.648,0

Provinsi
Banten

Kota
Tangerang

5.569.884,0

Provinsi Bali Kota
Denpasar

4.200.324,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kota
Mataram

3.747.368,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Sikka 3.364.824,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kota Kupang 2.951.753,0

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kota
Pontianak

4.212.368,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kota
Palangkaraya

2.105.286,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

4.217.121,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

3.354.824,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kota Tarakan 2.530.824,0

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kota Manado 2.709.824,0

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kota Palu 4.379.648,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota
Makassar

5.300.196,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 5.519.337,0

Provinsi
Gorontalo

Kota
Gorontalo

3.718.192,0

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju 1.885.824,0

Provinsi
Maluku

Kota Ambon 5.365.648,0

Provinsi
Maluku
Utara

Kota Ternate 2.836.806,0

Provinsi
Papua Barat

Kab.
Manokwari

2.110.824,0

Provinsi
Papua

Kab. Jayapura 2.711.350,0

Provinsi
Papua

Kab. Biak
Numfor

2.800.824,0

Provinsi
Papua
Selatan

Kab. Merauke 2.963.368,0

Provinsi
Papua
Tengah

Kab. Mimika 3.473.368,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Papua Barat
Daya

Kota Sorong 4.787.928,0

03.RDH OM Prasarana Bidang

Pencarian, Pertolongan,

dan Penanganan Bencana

3.177.977,0

03.RDH.001 Pemeliharaan

Prasarana SAR

(Prioritas Nasional)

Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan Lapangan Kerja
yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri
Kreatif serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra
Produksi melalui Peran Aktif
Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

3.177.977,0

005 - Dukungan

Penyelenggaraan

Tugas dan Fungsi

Unit

3.177.977,0

Pusat Pusat 440.460,0

Provinsi
Aceh

Kota Banda
Aceh

60.000,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota Medan 45.000,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota
Gunungsitoli

45.000,0

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab.
Kepulauan
Mentawai

15.000,0

Provinsi
Sumatera
Barat

Kota Padang 30.000,0

Provinsi
Riau

Kota
Pekanbaru

30.000,0

Provinsi
Jambi

Kota Jambi 30.000,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota
Palembang

115.000,0

Provinsi
Bengkulu

Kota
Bengkulu

40.000,0

Provinsi
Lampung

Kota Bandar
Lampung

15.000,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung

Kota Pangkal
Pinang

50.000,0

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Natuna 15.000,0

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kota Tanjung
Pinang

170.000,0

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Bogor 132.799,0

Provinsi
Jawa Barat

Kota
Bandung

45.000,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kab. Cilacap 15.000,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kota
Surakarta

15.000,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kota
Semarang

45.000,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Kota
Yogyakarta

55.000,0

Provinsi
Jawa Timur

Kota
Surabaya

94.218,0

Provinsi
Banten

Kab. Serang 15.000,0

Provinsi
Banten

Kota
Tangerang

115.000,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi Bali Kota
Denpasar

235.000,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kota
Mataram

45.000,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Sikka 30.000,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kota Kupang 30.000,0

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kota
Pontianak

160.000,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kota
Palangkaraya

48.000,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

117.500,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

30.000,0

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kota Tarakan 30.000,0

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kota Manado 30.000,0

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kota Palu 30.000,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota
Makassar

45.000,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 185.000,0

Provinsi
Gorontalo

Kota
Gorontalo

15.000,0

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju 15.000,0

Provinsi
Maluku

Kota Ambon 75.000,0

Provinsi
Maluku
Utara

Kota Ternate 15.000,0

Provinsi
Papua Barat

Kab.
Manokwari

15.000,0

Provinsi
Papua

Kab. Jayapura 145.000,0

Provinsi
Papua

Kab. Biak
Numfor

45.000,0

Provinsi
Papua
Selatan

Kab. Merauke 30.000,0

Provinsi
Papua
Tengah

Kab. Mimika 130.000,0

Provinsi
Papua Barat
Daya

Kota Sorong 45.000,0

Total 420.006.139,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

01 Meningkatnya perencanaan dan

standardisasi sarana dan prasarana yang

berkualitas

140.000,0 570.104.560,0 1.656.214.109,0 940.789.672,0

01.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria NSPK/ Rancangan
Standar/ Pedoman/
Standar

50.000,0 900.000,0 900.000,0 900.000,0

01.AFA.001 Perencanaan dan Standardisasi

Sarana dan Prasarana SAR

1 NSPK 50.000,0 4 4 4 900.000,0 900.000,0 900.000,0

01.AFA.001.211 Penyusunan Rencana dan

Pengembangan Sarana dan

Prasarana SAR

0,0 NSPK NaN 0,0 2,0 2,0 2,0 600.000,0 600.000,0 600.000,0

01.AFA.001.212 Penyusunan Standardisasi Sarana

dan Prasarana SAR

1,0 NSPK 50.000,0 50.000,0 2,0 2,0 2,0 300.000,0 300.000,0 300.000,0

01.CAP Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan,

dan Penanganan Bencana

Unit 90.000,0 39.033.959,0 37.292.790,0 38.934.580,0

01.CAP.001 Sarana SAR Lainnya 0 Unit 0,0 43 24 33 4.904.089,0 2.694.600,0 2.439.400,0

01.CAP.001.211 Pengadaan Sarana SAR Lainnya 0,0 Unit NaN 0,0 43,0 24,0 33,0 4.904.089,0 2.694.600,0 2.439.400,0

01.CAP.002 Peralatan SAR Lainnya 300 Unit 90.000,0 11226 11554 11454 34.129.870,0 34.598.190,0 36.495.180,0

01.CAP.002.212 Pengadaan Peralatan SAR Lainnya 300,0 Unit 300,0 90.000,0 11.226,0 11.554,0 11.454,0 34.129.870,0 34.598.190,0 36.495.180,0

01.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan/ Laporan/
Dokumen/
Rekomendasi/ Unit

0,0 55.000,0 55.000,0 55.000,0

01.EBA.962 Layanan Umum 0 Layanan 0,0 3 3 3 55.000,0 55.000,0 55.000,0

01.EBA.962.211 Penatakelolaan Direktorat Sarana

dan Prasarana

0,0 Layanan NaN 0,0 3,0 3,0 3,0 55.000,0 55.000,0 55.000,0

01.RAP Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan,

dan Penanganan Bencana

Unit 0,0 495.281.870,0 1.526.999.505,0 794.855.970,0

01.RAP.001 Sarana SAR Helikopter (Prioritas

Nasional)

0 Unit 0,0 0 3 0 0,0 1.020.000.000,0 0,0

01.RAP.001.211 Pengadaan Sarana SAR Helikopter

(Prioritas Nasional) - RM

0,0 Unit NaN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAP.001.212 Pengadaan Sarana SAR Helikopter

(Prioritas Nasional) - RMP

0,0 Unit NaN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

01.RAP.001.213 Pengadaan Sarana SAR Helikopter

(Prioritas Nasional) - PLN

0,0 Unit NaN 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 1.020.000.000,0 0,0

01.RAP.002 Sarana SAR Kapal Kelas II (Prioritas

Nasional)

0 Unit 0,0 2 2 2 129.792.000,0 134.983.680,0 140.383.040,0

01.RAP.002.214 Pengadaan Sarana SAR Kapal

Kelas II (Prioritas Nasional)

0,0 Unit NaN 0,0 2,0 2,0 2,0 129.792.000,0 134.983.680,0 140.383.040,0

01.RAP.003 Sarana SAR Kapal Kelas V (Prioritas

Nasional)

0 Unit 0,0 15 15 15 92.795.900,0 96.507.850,0 100.368.250,0

01.RAP.003.215 Pengadaan Sarana SAR Kapal

Kelas V (Prioritas Nasional) - RM

0,0 Unit NaN 0,0 15,0 15,0 0,0 92.795.900,0 96.507.850,0 0,0

01.RAP.003.216 Pengadaan Sarana SAR Kapal

Kelas V (Prioritas Nasional) - RMP

0,0 Unit NaN 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 27.637.950,0

01.RAP.003.217 Pengadaan Sarana SAR Kapal

Kelas V (Prioritas Nasional) - PLN

0,0 Unit NaN 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 72.730.300,0

01.RAP.004 Sarana SAR Landing Craft (Prioritas

Nasional)

0 Unit 0,0 30 30 30 10.383.600,0 10.799.100,0 11.231.100,0

01.RAP.004.218 Pengadaan Sarana SAR Landing

Craft (Prioritas Nasional)

0,0 Unit NaN 0,0 30,0 30,0 30,0 10.383.600,0 10.799.100,0 11.231.100,0

01.RAP.005 Sarana SAR Rafting Boat (Prioritas

Nasional)

0 Unit 0,0 20 20 20 704.400,0 732.600,0 762.000,0

01.RAP.005.219 Pengadaan Sarana SAR Rafting

Boat (Prioritas Nasional)

0,0 Unit NaN 0,0 20,0 20,0 20,0 704.400,0 732.600,0 762.000,0

01.RAP.006 Sarana SAR Rescue Water Craft

(Prioritas Nasional)

0 Unit 0,0 7 7 7 6.056.960,0 6.299.300,0 6.551.300,0

01.RAP.006.220 Pengadaan Sarana SAR Rescue

Water Craft (Prioritas Nasional)

0,0 Unit NaN 0,0 7,0 7,0 7,0 6.056.960,0 6.299.300,0 6.551.300,0

01.RAP.007 Sarana SAR Rescue Truck Tipe I

(Prioritas Nasional)

0 Unit 0,0 5 5 5 35.584.650,0 37.008.050,0 38.488.400,0

01.RAP.007.221 Pengadaan Sarana SAR Rescue

Truck Tipe I (Prioritas Nasional)

0,0 Unit NaN 0,0 5,0 5,0 5,0 35.584.650,0 37.008.050,0 38.488.400,0

01.RAP.008 Sarana SAR Rescue Truck Tipe II

(Prioritas Nasional)

0 Unit 0,0 10 10 10 23.081.400,0 24.004.700,0 24.964.900,0

01.RAP.008.222 Pengadaan Sarana SAR Rescue

Truck Tipe II (Prioritas Nasional)

0,0 Unit NaN 0,0 10,0 10,0 10,0 23.081.400,0 24.004.700,0 24.964.900,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

01.RAP.009 Sarana SAR Rescue Car Tipe I

(Prioritas Nasional)

0 Unit 0,0 10 10 10 29.385.800,0 30.561.300,0 31.783.800,0

01.RAP.009.223 Pengadaan Sarana SAR Rescue Car

Tipe I (Prioritas Nasional)

0,0 Unit NaN 0,0 10,0 10,0 10,0 29.385.800,0 30.561.300,0 31.783.800,0

01.RAP.010 Sarana SAR Rescue Car Tipe II

(Prioritas Nasional)

0 Unit 0,0 20 26 27 39.446.120,0 44.336.780,0 46.110.350,0

01.RAP.010.224 Pengadaan Sarana SAR Rescue Car

Tipe II (Prioritas Nasional)

0,0 Unit NaN 0,0 26,0 27,0 27,0 39.446.120,0 44.336.780,0 46.110.350,0

01.RAP.011 Peralatan SAR (Prioritas Nasional) 0 Unit 0,0 268 202 176 128.051.040,0 121.766.145,0 124.212.830,0

01.RAP.011.225 Pengadaan Peralatan SAR

(Prioritas Nasional)

0,0 Unit NaN 0,0 268,0 202,0 176,0 128.051.040,0 121.766.145,0 124.212.830,0

01.RAP.012 Sarana SAR Kapal Kelas I (Prioritas

Nasional)

0 Unit 0,0 0 0 1 0,0 0,0 270.000.000,0

01.RAP.012.226 Pengadaan Sarana SAR Kapal

Kelas I (Prioritas Nasional) - RM

0,0 Unit NaN 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 270.000.000,0

01.RAP.012.227 Pengadaan Sarana SAR Kapal

Kelas I (Prioritas Nasional) - RMP

0,0 Unit NaN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAP.012.228 Pengadaan Sarana SAR Kapal

Kelas I (Prioritas Nasional) - PLN

0,0 Unit NaN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RBH Prasarana Bidang Pencarian,

Pertolongan, dan Penanganan Bencana

unit/ Kawasan 0,0 34.833.731,0 90.966.814,0 106.044.122,0

01.RBH.001 Prasarana SAR (Prioritas Nasional) 0 unit 0,0 23 23 27 34.833.731,0 90.966.814,0 106.044.122,0

01.RBH.001.211 Pengadaan Prasarana SAR

(Prioritas Nasional)

0,0 Unit NaN 0,0 2,0 5,0 3,0 17.500.000,0 28.300.000,0 40.575.910,0

01.RBH.001.212 Pembangunan Prasarana SAR

(Prioritas Nasional)

0,0 Unit NaN 0,0 21,0 18,0 24,0 17.333.731,0 62.666.814,0 65.468.212,0

02 Meningkatnya kualitas dukungan sarana

dan prasarana

358.275,0 1.600.000,0 1.600.000,0 1.600.000,0

02.AEA Koordinasi kegiatan 358.275,0 1.600.000,0 1.600.000,0 1.600.000,0

02.AEA.001 Dukungan Sarana dan Prasarana SAR 4 kegiatan 358.275,0 6 6 6 1.600.000,0 1.600.000,0 1.600.000,0

02.AEA.001.211 Pelaksanaan Dukungan

Perbekalan SAR

2,0 Kegiatan 79.137,5 158.275,0 3,0 3,0 3,0 800.000,0 800.000,0 800.000,0

02.AEA.001.212 Pelaksanaan Dukungan Sarana

dan Prasarana SAR

2,0 Kegiatan 100.000,0 200.000,0 3,0 3,0 3,0 800.000,0 800.000,0 800.000,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

03 Meningkatnya keakuratan data

inventarisasi dan kualitas pemeliharaan

419.507.864,0 510.346.188,0 528.029.110,0 527.440.882,0

03.RCM OM Sarana Bidang Pencarian,

Pertolongan, dan Penanganan Bencana

Unit 416.329.887,0 504.997.998,0 522.578.920,0 521.959.692,0

03.RCM.001 Pemeliharaan Sarana SAR (Prioritas

Nasional)

2642 Unit 416.329.887,0 2631 2605 2702 504.997.998,0 522.578.920,0 521.959.692,0

03.RCM.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi Unit

2.645,0 Unit 157.402,6 416.329.887,0 2.631,0 2.605,0 2.702,0 504.997.998,0 522.578.920,0 521.959.692,0

03.RDH OM Prasarana Bidang Pencarian,

Pertolongan, dan Penanganan Bencana

unit/ Pos 3.177.977,0 5.348.190,0 5.450.190,0 5.481.190,0

03.RDH.001 Pemeliharaan Prasarana SAR

(Prioritas Nasional)

120 unit 3.177.977,0 123 128 127 5.348.190,0 5.450.190,0 5.481.190,0

03.RDH.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi Unit

120,0 Unit 26.483,1 3.177.977,0 123,0 128,0 127,0 5.348.190,0 5.450.190,0 5.481.190,0

Total 420.006.139,0 - - - 1.082.050.748,0 2.185.843.219,0 1.469.830.554,0

KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

01 Meningkatnya perencanaan dan standardisasi sarana dan prasarana yang

berkualitas

140.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140.000,0

01.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 50.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50.000,0

01.AFA.001 Perencanaan dan Standardisasi Sarana dan Prasarana SAR 50.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50.000,0

01.AFA.001.211 Penyusunan Rencana dan Pengembangan Sarana dan Prasarana SAR Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.AFA.001.212 Penyusunan Standardisasi Sarana dan Prasarana SAR Utama 50.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50.000,0

01.CAP Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana 90.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90.000,0

01.CAP.001 Sarana SAR Lainnya 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.CAP.001.211 Pengadaan Sarana SAR Lainnya Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.CAP.002 Peralatan SAR Lainnya 90.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90.000,0

01.CAP.002.212 Pengadaan Peralatan SAR Lainnya Utama 90.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90.000,0

01.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C. SUMBER PENDANAAN



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

01.EBA.962 Layanan Umum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.EBA.962.211 Penatakelolaan Direktorat Sarana dan Prasarana Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAP Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAP.001 Sarana SAR Helikopter (Prioritas Nasional) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAP.001.211 Pengadaan Sarana SAR Helikopter (Prioritas Nasional) - RM Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAP.001.212 Pengadaan Sarana SAR Helikopter (Prioritas Nasional) - RMP Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAP.001.213 Pengadaan Sarana SAR Helikopter (Prioritas Nasional) - PLN Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAP.002 Sarana SAR Kapal Kelas II (Prioritas Nasional) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAP.002.214 Pengadaan Sarana SAR Kapal Kelas II (Prioritas Nasional) Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAP.003 Sarana SAR Kapal Kelas V (Prioritas Nasional) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAP.003.215 Pengadaan Sarana SAR Kapal Kelas V (Prioritas Nasional) - RM Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAP.003.216 Pengadaan Sarana SAR Kapal Kelas V (Prioritas Nasional) - RMP Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAP.003.217 Pengadaan Sarana SAR Kapal Kelas V (Prioritas Nasional) - PLN Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAP.004 Sarana SAR Landing Craft (Prioritas Nasional) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAP.004.218 Pengadaan Sarana SAR Landing Craft (Prioritas Nasional) Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAP.005 Sarana SAR Rafting Boat (Prioritas Nasional) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAP.005.219 Pengadaan Sarana SAR Rafting Boat (Prioritas Nasional) Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAP.006 Sarana SAR Rescue Water Craft (Prioritas Nasional) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAP.006.220 Pengadaan Sarana SAR Rescue Water Craft (Prioritas Nasional) Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAP.007 Sarana SAR Rescue Truck Tipe I (Prioritas Nasional) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAP.007.221 Pengadaan Sarana SAR Rescue Truck Tipe I (Prioritas Nasional) Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAP.008 Sarana SAR Rescue Truck Tipe II (Prioritas Nasional) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAP.008.222 Pengadaan Sarana SAR Rescue Truck Tipe II (Prioritas Nasional) Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAP.009 Sarana SAR Rescue Car Tipe I (Prioritas Nasional) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAP.009.223 Pengadaan Sarana SAR Rescue Car Tipe I (Prioritas Nasional) Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAP.010 Sarana SAR Rescue Car Tipe II (Prioritas Nasional) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAP.010.224 Pengadaan Sarana SAR Rescue Car Tipe II (Prioritas Nasional) Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAP.011 Peralatan SAR (Prioritas Nasional) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAP.011.225 Pengadaan Peralatan SAR (Prioritas Nasional) Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAP.012 Sarana SAR Kapal Kelas I (Prioritas Nasional) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

01.RAP.012.226 Pengadaan Sarana SAR Kapal Kelas I (Prioritas Nasional) - RM Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAP.012.227 Pengadaan Sarana SAR Kapal Kelas I (Prioritas Nasional) - RMP Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAP.012.228 Pengadaan Sarana SAR Kapal Kelas I (Prioritas Nasional) - PLN Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RBH Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RBH.001 Prasarana SAR (Prioritas Nasional) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RBH.001.211 Pengadaan Prasarana SAR (Prioritas Nasional) Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RBH.001.212 Pembangunan Prasarana SAR (Prioritas Nasional) Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02 Meningkatnya kualitas dukungan sarana dan prasarana 358.275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 358.275,0

02.AEA Koordinasi 358.275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 358.275,0

02.AEA.001 Dukungan Sarana dan Prasarana SAR 358.275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 358.275,0

02.AEA.001.211 Pelaksanaan Dukungan Perbekalan SAR Utama 158.275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158.275,0

02.AEA.001.212 Pelaksanaan Dukungan Sarana dan Prasarana SAR Utama 200.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200.000,0

03 Meningkatnya keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan 419.507.864,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 419.507.864,0

03.RCM OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana 416.329.887,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 416.329.887,0

03.RCM.001 Pemeliharaan Sarana SAR (Prioritas Nasional) 416.329.887,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 416.329.887,0

03.RCM.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Utama 416.329.887,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 416.329.887,0

03.RDH OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana 3.177.977,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.177.977,0

03.RDH.001 Pemeliharaan Prasarana SAR (Prioritas Nasional) 3.177.977,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.177.977,0

03.RDH.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Utama 3.177.977,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.177.977,0

Total 420.006.139,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420.006.139,0

Jakarta, 01 Agustus 2025
Sekretaris Utama

Dr. ABDUL HARIS ACHADI S.H., DESS.
NIP. 196609241992031001



REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2026 ALOKASI 2026 (RIBU)

01 Terwujudnya peningkatan pembinaan tenaga, sertifikasi dan pengelolaan jabatan fungsional 9.251.552,0

01.01 Persentase tenaga pencarian dan pertolongan yang terbina 95

01.02 Persentase petugas pencarian dan pertolongan yang kompeten dan tersertifikasi 95

01.03 Indeks kepuasan layanan pengelolaan jabatan fungsional pencarian dan pertolongan 90

02 Terwujudnya peningkatan pengembangan dan standardisasi tenaga teknis pencarian dan pertolongan 0,0

02.01 Persentase norma, standar, prosedur dan kriteria tenaga yang ditetapkan 95

02.02 Persentase dokumen rencana, pengembangan dan evaluasi tenaga pencarian dan pertolongan yang disahkan 95

Total 9.251.552,0

KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

01 Terwujudnya

peningkatan pembinaan

tenaga, sertifikasi dan

pengelolaan jabatan

fungsional

9.251.552,0

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN SAR NASIONAL

:2. PROGRAM BM - Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana

:3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya kualitas SDM tenaga pencarian dan pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

:4. KEGIATAN 3947 - Pembinaan Tenaga SAR

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) 06 - Direktorat Bina Tenaga

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

01.BAH Pelayanan Publik

Lainnya

0,0

01.BAH.001 Pelayanan Publik

Bidang Pembinaan

Tenaga SAR

000 - Bukan
Tematik

0,0

311 - Survey IKM

pada Layanan

Pembinaan Tenaga

SAR

0,0

Pusat Pusat 0,0

01.DCK Pelatihan Bidang

Pencarian, Pertolongan,

dan Penanganan

Bencana

9.251.552,0

01.DCK.001 Pembinaan Tenaga

SAR

000 - Bukan
Tematik

9.251.552,0

311 - Pelaksanaan

Penyiapan Tenaga

SAR

7.539.851,0

Pusat Pusat 7.539.851,0

312 - Pelaksanaan

Sertifikasi Tenaga

SAR

1.711.701,0

Pusat Pusat 1.711.701,0

313 - Pengelolaan

Jabatan Fungsional

0,0

Pusat Pusat 0,0

01.SCK Pelatihan Bidang

Penanggulangan

Bencana

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

01.SCK.001 Sertifikasi Tenaga

Awak Laut (Prioritas

Nasional)

Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan Lapangan
Kerja yang Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri
Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri di
Sentra Produksi melalui
Peran Aktif Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Peningkatan
SDM
Pencarian
dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

0,0

311 - Pelaksanaan

Sertifikasi Tenaga

Awak Laut

(Prioritas Nasional)

0,0

Pusat Pusat 0,0

01.SCK.002 Sertifikasi Tenaga

Medis (Prioritas

Nasional)

Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan Lapangan
Kerja yang Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri
Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri di
Sentra Produksi melalui
Peran Aktif Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Peningkatan
SDM
Pencarian
dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

0,0

311 - Pelaksanaan

Sertifikasi Tenaga

Medis (Prioritas

Nasional)

0,0

Pusat Pusat 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

01.SCK.003 Sertifikasi Tenaga

Operator Komunikasi

(Prioritas Nasional)

Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan Lapangan
Kerja yang Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri
Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri di
Sentra Produksi melalui
Peran Aktif Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Peningkatan
SDM
Pencarian
dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

0,0

311 - Pelaksanaan

Sertifikasi Tenaga

Operator

Komunikasi

(Prioritas Nasional)

0,0

Pusat Pusat 0,0

02 Terwujudnya

peningkatan

pengembangan dan

standardisasi tenaga

teknis pencarian dan

pertolongan

0,0

02.AFA Norma, Standard,

Prosedur dan Kriteria

0,0

02.AFA.001 Perencanaan dan

Standardisasi Tenaga

SAR

000 - Bukan
Tematik

0,0

311 - Penyusunan

Rencana dan

Pengembangan

Tenaga SAR

0,0

Pusat Pusat 0,0

312 - Penyusunan

Standardisasi

Tenaga SAR

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Pusat Pusat 0,0

02.DCK Pelatihan Bidang

Pencarian, Pertolongan,

dan Penanganan

Bencana

0,0

02.DCK.U01 Kompetensi Tenaga

SAR yang Dipelihara

000 - Bukan
Tematik

0,0

052 - Pelaksanaan

Kompetensi

Tenaga SAR yang

Dipelihara

0,0

Provinsi
Aceh

Kota Banda
Aceh

0,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota Medan 0,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota
Gunungsitoli

0,0

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab.
Kepulauan
Mentawai

0,0

Provinsi
Sumatera
Barat

Kota Padang 0,0

Provinsi
Riau

Kota
Pekanbaru

0,0

Provinsi
Jambi

Kota Jambi 0,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota
Palembang

0,0

Provinsi
Bengkulu

Kota
Bengkulu

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Lampung

Kota Bandar
Lampung

0,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung

Kota Pangkal
Pinang

0,0

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Natuna 0,0

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kota Tanjung
Pinang

0,0

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Bogor 0,0

Provinsi
Jawa Barat

Kota
Bandung

0,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kab. Cilacap 0,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kota
Semarang

0,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Provinsi DI
Yogyakarta

0,0

Provinsi
Jawa Timur

Kota
Surabaya

0,0

Provinsi
Banten

Kab. Serang 0,0

Provinsi
Banten

Kota
Tangerang

0,0

Provinsi Bali Kota
Denpasar

0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kota
Mataram

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Sikka 0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kota Kupang 0,0

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kota
Pontianak

0,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kota
Palangkaraya

0,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

0,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

0,0

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kota Tarakan 0,0

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kota Manado 0,0

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kota Palu 0,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota
Makassar

0,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Gorontalo

Kota
Gorontalo

0,0

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju 0,0

Provinsi
Maluku

Kota Ambon 0,0

Provinsi
Maluku
Utara

Kota Ternate 0,0

Provinsi
Papua Barat

Kab.
Manokwari

0,0

Provinsi
Papua

Kab. Jayapura 0,0

Provinsi
Papua

Kab. Biak
Numfor

0,0

Provinsi
Papua
Selatan

Kab. Merauke 0,0

Provinsi
Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0

Provinsi
Papua Barat
Daya

Kota Sorong 0,0

02.EBA Layanan Dukungan

Manajemen Internal

0,0

02.EBA.962 Layanan Umum 000 - Bukan
Tematik

0,0

311 -

Penatakelolaan

Direktorat Bina

Tenaga

0,0

Pusat Pusat 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Total 9.251.552,0

KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

01 Terwujudnya peningkatan pembinaan tenaga,

sertifikasi dan pengelolaan jabatan fungsional

9.251.552,0 57.142.742,0 59.472.742,0 62.727.742,0

01.BAH Pelayanan Publik Lainnya layanan 0,0 25.000,0 25.000,0 25.000,0

01.BAH.001 Pelayanan Publik Bidang Pembinaan

Tenaga SAR

0 layanan 0,0 1 1 1 25.000,0 25.000,0 25.000,0

01.BAH.001.311 Survey IKM pada Layanan Pembinaan

Tenaga SAR

0,0 Layanan NaN 0,0 1,0 1,0 1,0 25.000,0 25.000,0 25.000,0

01.DCK Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan,

dan Penanganan Bencana

Orang/ Kegiatan 9.251.552,0 52.486.220,0 54.816.220,0 58.071.220,0

01.DCK.001 Pembinaan Tenaga SAR 6 Kegiatan 9.251.552,0 22 22 22 52.486.220,0 54.816.220,0 58.071.220,0

01.DCK.001.311 Pelaksanaan Penyiapan Tenaga SAR 2,0 Kegiatan 3.769.925,5 7.539.851,0 9,0 11,0 9,0 41.996.220,0 43.346.220,0 44.796.220,0

01.DCK.001.312 Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga SAR 4,0 Kegiatan 427.925,3 1.711.701,0 7,0 7,0 7,0 8.800.000,0 10.100.000,0 11.400.000,0

01.DCK.001.313 Pengelolaan Jabatan Fungsional 0,0 Kegiatan NaN 0,0 6,0 4,0 6,0 1.690.000,0 1.370.000,0 1.875.000,0

01.SCK Pelatihan Bidang Penanggulangan Bencana Orang 0,0 4.631.522,0 4.631.522,0 4.631.522,0

01.SCK.001 Sertifikasi Tenaga Awak Laut (Prioritas

Nasional)

0 Orang 0,0 34 34 34 2.060.242,0 2.060.242,0 2.060.242,0

01.SCK.001.311 Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Awak

Laut (Prioritas Nasional)

0,0 Orang NaN 0,0 34,0 34,0 34,0 2.060.242,0 2.060.242,0 2.060.242,0

01.SCK.002 Sertifikasi Tenaga Medis (Prioritas

Nasional)

0 Orang 0,0 40 40 40 1.071.280,0 1.071.280,0 1.071.280,0

01.SCK.002.311 Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Medis

(Prioritas Nasional)

0,0 Orang NaN 0,0 40,0 40,0 40,0 1.071.280,0 1.071.280,0 1.071.280,0

01.SCK.003 Sertifikasi Tenaga Operator Komunikasi

(Prioritas Nasional)

0 Orang 0,0 30 30 30 1.500.000,0 1.500.000,0 1.500.000,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

01.SCK.003.311 Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga

Operator Komunikasi (Prioritas

Nasional)

0,0 Orang NaN 0,0 30,0 30,0 30,0 1.500.000,0 1.500.000,0 1.500.000,0

02 Terwujudnya peningkatan pengembangan

dan standardisasi tenaga teknis pencarian

dan pertolongan

0,0 18.262.596,0 18.406.991,0 18.825.731,0

02.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria NSPK/ Rancangan
Standar/ Pedoman/
Standar

0,0 1.680.000,0 1.450.000,0 1.800.000,0

02.AFA.001 Perencanaan dan Standardisasi Tenaga

SAR

0 NSPK 0,0 6 5 6 1.680.000,0 1.450.000,0 1.800.000,0

02.AFA.001.311 Penyusunan Rencana dan

Pengembangan Tenaga SAR

0,0 NSPK NaN 0,0 3,0 3,0 3,0 840.000,0 870.000,0 900.000,0

02.AFA.001.312 Penyusunan Standardisasi Tenaga

SAR

0,0 NSPK NaN 0,0 3,0 2,0 3,0 840.000,0 580.000,0 900.000,0

02.DCK Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan,

dan Penanganan Bencana

Orang/ Kegiatan 0,0 16.527.596,0 16.901.991,0 16.970.731,0

02.DCK.U01 Kompetensi Tenaga SAR yang Dipelihara 0 Orang 0,0 3174 3192 3188 16.527.596,0 16.901.991,0 16.970.731,0

02.DCK.U01.052 Pelaksanaan Kompetensi Tenaga SAR

yang Dipelihara

0,0 Orang NaN 0,0 3.174,0 3.192,0 3.188,0 16.527.596,0 16.901.991,0 16.970.731,0

02.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan/ Laporan/
Dokumen/
Rekomendasi/ Unit

0,0 55.000,0 55.000,0 55.000,0

02.EBA.962 Layanan Umum 0 Layanan 0,0 3 3 3 55.000,0 55.000,0 55.000,0

02.EBA.962.311 Penatakelolaan Direktorat Bina

Tenaga

0,0 Layanan NaN 0,0 3,0 3,0 3,0 55.000,0 55.000,0 55.000,0

Total 9.251.552,0 - - - 75.405.338,0 77.879.733,0 81.553.473,0

C. SUMBER PENDANAAN



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

01 Terwujudnya peningkatan pembinaan tenaga, sertifikasi dan pengelolaan

jabatan fungsional

9.251.552,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.251.552,0

01.BAH Pelayanan Publik Lainnya 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BAH.001 Pelayanan Publik Bidang Pembinaan Tenaga SAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BAH.001.311 Survey IKM pada Layanan Pembinaan Tenaga SAR Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.DCK Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana 9.251.552,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.251.552,0

01.DCK.001 Pembinaan Tenaga SAR 9.251.552,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.251.552,0

01.DCK.001.311 Pelaksanaan Penyiapan Tenaga SAR Utama 7.539.851,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.539.851,0

01.DCK.001.312 Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga SAR Utama 1.711.701,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.711.701,0

01.DCK.001.313 Pengelolaan Jabatan Fungsional Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.SCK Pelatihan Bidang Penanggulangan Bencana 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.SCK.001 Sertifikasi Tenaga Awak Laut (Prioritas Nasional) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.SCK.001.311 Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Awak Laut (Prioritas Nasional) Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.SCK.002 Sertifikasi Tenaga Medis (Prioritas Nasional) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.SCK.002.311 Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Medis (Prioritas Nasional) Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.SCK.003 Sertifikasi Tenaga Operator Komunikasi (Prioritas Nasional) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.SCK.003.311 Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Operator Komunikasi (Prioritas

Nasional)

Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02 Terwujudnya peningkatan pengembangan dan standardisasi tenaga teknis

pencarian dan pertolongan

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.AFA.001 Perencanaan dan Standardisasi Tenaga SAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.AFA.001.311 Penyusunan Rencana dan Pengembangan Tenaga SAR Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.AFA.001.312 Penyusunan Standardisasi Tenaga SAR Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.DCK Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.DCK.U01 Kompetensi Tenaga SAR yang Dipelihara 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.DCK.U01.052 Pelaksanaan Kompetensi Tenaga SAR yang Dipelihara Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.EBA.962 Layanan Umum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

02.EBA.962.311 Penatakelolaan Direktorat Bina Tenaga Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 9.251.552,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.251.552,0

Jakarta, 01 Agustus 2025
Sekretaris Utama

Dr. ABDUL HARIS ACHADI S.H., DESS.
NIP. 196609241992031001



REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2026 ALOKASI 2026 (RIBU)

01 Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan operasi pencarian dan pertolongan 0,0

01.01 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan operasi pencarian dan pertolongan 88

02 Tercapainya waktu tempuh (deployment time) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan 0,0

02.01 Waktu tempuh (deployment time) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan 150

03 Terwujudnya keterlibatan potensi pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan 0,0

03.01 Persentase pelibatan potensi pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan 100

04 Terwujudnya keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan 50.328.224,0

04.01 Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan 100

04.02 Persentase keselamatan petugas pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan 100

04.03 Nilai uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada kantor pencarian dan pertolongan 87

04.04 Persentase pemenuhan dukungan operasi pencarian dan pertolongan 100

04.05 Persentase penyusunan dokumen rencana, pengembangan dan evaluasi di bidang operasi pencarian dan pertolongan 100

04.06 Persentase penyusunan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan 100

05 Meningkatnya evaluasi kinerja dan pengelolaan kearsipan yang andal 0,0

05.01 Nilai SAKIP oleh APIP BB (73)

05.02 Hasil pengawasan kearsipan internal 85

Total 50.328.224,0

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN SAR NASIONAL

:2. PROGRAM BM - Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana

:3. SASARAN PROGRAM 06 - Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan

:4. KEGIATAN 3948 - Pengelolaan Operasi SAR

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) 07 - Direktorat Operasi

6. SASARAN KEGIATAN



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

01 Meningkatnya kepuasan

masyarakat pada layanan

operasi pencarian dan

pertolongan

0,0

01.BAH Pelayanan Publik Lainnya 0,0

01.BAH.001 Pelayanan Publik

Bidang Operasi SAR

000 - Bukan
Tematik

0,0

411 - Survey IKM

pada Layanan

Operasi SAR

0,0

Pusat Pusat 0,0

02 Tercapainya waktu

tempuh (deployment

time) pada penanganan

operasi pencarian dan

pertolongan

0,0

02.BHC Operasi Bidang Pencarian,

Pertolongan, dan

Penanganan Bencana

0,0

02.BHC.001 Pengerahan Potensi

dan Pengendalian

Operasi SAR

000 - Bukan
Tematik

0,0

411 - Pengerahan

Potensi dan

Pengendalian

Operasi Kecelakaan

Transportasi dan

Kecelakaan dengan

Penanganan Khusus

0,0

Pusat Pusat 0,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

412 - Pengerahan

Potensi dan

Pengendalian

Operasi Bencana

dan Kondisi

Membahayakan

Manusia

0,0

Pusat Pusat 0,0

03 Terwujudnya keterlibatan

potensi pencarian dan

pertolongan dalam

pelaksanaan operasi

pencarian dan

pertolongan

0,0

03.AEA Koordinasi 0,0

03.AEA.001 Dukungan Operasi SAR 000 - Bukan
Tematik

0,0

411 -

Penatausahaan

Dukungan Operasi

SAR

0,0

Pusat Pusat 0,0

412 - Pelaksanaan

Dukungan Operasi

SAR

0,0

Pusat Pusat 0,0

Provinsi
Aceh

Kota Banda
Aceh

0,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota Medan 0,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota
Gunungsitoli

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab.
Kepulauan
Mentawai

0,0

Provinsi
Sumatera
Barat

Kota Padang 0,0

Provinsi
Riau

Kota
Pekanbaru

0,0

Provinsi
Jambi

Kota Jambi 0,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota
Palembang

0,0

Provinsi
Bengkulu

Kota
Bengkulu

0,0

Provinsi
Lampung

Kota Bandar
Lampung

0,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung

Kota Pangkal
Pinang

0,0

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Natuna 0,0

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kota Tanjung
Pinang

0,0

Provinsi
Jawa Barat

Kota
Bandung

0,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kab. Cilacap 0,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kota
Semarang

0,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Kota
Yogyakarta

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Jawa Timur

Kota
Surabaya

0,0

Provinsi
Banten

Kab. Serang 0,0

Provinsi
Banten

Kota
Tangerang

0,0

Provinsi Bali Kota
Denpasar

0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kota
Mataram

0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Sikka 0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kota Kupang 0,0

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kota
Pontianak

0,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kota
Palangkaraya

0,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

0,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

0,0

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kota Tarakan 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kota Manado 0,0

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kota Palu 0,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota
Makassar

0,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 0,0

Provinsi
Gorontalo

Kota
Gorontalo

0,0

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju 0,0

Provinsi
Maluku

Kota Ambon 0,0

Provinsi
Maluku
Utara

Kota Ternate 0,0

Provinsi
Papua Barat

Kab.
Manokwari

0,0

Provinsi
Papua

Kab. Jayapura 0,0

Provinsi
Papua

Kab. Biak
Numfor

0,0

Provinsi
Papua
Selatan

Kab. Merauke 0,0

Provinsi
Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Papua Barat
Daya

Kota Sorong 0,0

413 - Pelaksanaan

Satuan Tugas

Khusus Operasi

0,0

Pusat Pusat 0,0

04 Terwujudnya keberhasilan

evakuasi korban pada

pelaksanaan operasi

pencarian dan

pertolongan

50.328.224,0

04.QHC Operasi Bidang Pencarian,

Pertolongan, dan

Penanganan Bencana

50.328.224,0

04.QHC.001 Pelaksanaan Operasi

SAR (Prioritas Nasional)

Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan Lapangan
Kerja yang Berkualitas,
Mendorong Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri
Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri di
Sentra Produksi melalui
Peran Aktif Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Pelaksanaan
Operasi
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

47.828.224,0

411 - Pengerahan

Potensi dan

Pengendalian

Operasi SAR

(Prioritas Nasional)

47.828.224,0

Provinsi
Aceh

Kota Banda
Aceh

1.363.056,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota Medan 1.924.640,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota
Gunungsitoli

556.192,0

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab.
Kepulauan
Mentawai

1.006.632,0

Provinsi
Sumatera
Barat

Kota Padang 1.343.860,0

Provinsi
Riau

Kota
Pekanbaru

1.317.730,0

Provinsi
Jambi

Kota Jambi 1.217.447,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota
Palembang

946.481,0

Provinsi
Bengkulu

Kota
Bengkulu

637.554,0

Provinsi
Lampung

Kota Bandar
Lampung

878.520,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung

Kota Pangkal
Pinang

1.039.969,0

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Natuna 520.096,0

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kota Tanjung
Pinang

820.135,0

Provinsi
Jawa Barat

Kota
Bandung

1.644.953,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kab. Cilacap 1.038.423,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kota
Surakarta

659.854,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Jawa Tengah

Kota
Semarang

1.828.129,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Kota
Yogyakarta

821.980,0

Provinsi
Jawa Timur

Kab.
Banyuwangi

775.000,0

Provinsi
Jawa Timur

Kota
Surabaya

2.122.762,0

Provinsi
Banten

Kab. Serang 832.920,0

Provinsi
Banten

Kota
Tangerang

1.917.569,0

Provinsi Bali Kota
Denpasar

957.278,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kota
Mataram

1.029.272,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Sikka 656.562,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kota Kupang 1.233.044,0

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kota
Pontianak

1.983.650,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kota
Palangkaraya

472.610,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

895.611,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

1.225.304,0

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kota Tarakan 825.407,0

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kota Manado 1.064.900,0

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kota Palu 920.918,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota
Makassar

1.368.146,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 1.351.060,0

Provinsi
Gorontalo

Kota
Gorontalo

1.072.590,0

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju 718.874,0

Provinsi
Maluku

Kota Ambon 1.431.720,0

Provinsi
Maluku
Utara

Kota Ternate 900.005,0

Provinsi
Papua Barat

Kab.
Manokwari

840.602,0

Provinsi
Papua

Kab. Jayapura 911.362,0

Provinsi
Papua

Kab. Biak
Numfor

781.646,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Papua
Selatan

Kab. Merauke 465.847,0

Provinsi
Papua
Tengah

Kab. Mimika 716.927,0

Provinsi
Papua Barat
Daya

Kota Sorong 790.987,0

04.QHC.002 Dukungan Operasi SAR

(Prioritas Nasional)

Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan Lapangan
Kerja yang Berkualitas,
Mendorong Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri
Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri di
Sentra Produksi melalui
Peran Aktif Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Pelaksanaan
Operasi
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

2.500.000,0

412 -

Penatausahaan

Dukungan Operasi

SAR (Prioritas

Nasional)

2.500.000,0

Pusat Pusat 2.500.000,0

05 Meningkatnya evaluasi

kinerja dan pengelolaan

kearsipan yang andal

0,0

05.AFA Norma, Standard,

Prosedur dan Kriteria

0,0

05.AFA.001 Perencanaan dan

Standardisasi Operasi

SAR

000 - Bukan
Tematik

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

411 - Penyusunan

Rencana dan

Pengembangan

Operasi SAR

0,0

Pusat Pusat 0,0

412 - Penyusunan

Standardisasi

Operasi SAR

0,0

Pusat Pusat 0,0

05.EBA Layanan Dukungan

Manajemen Internal

0,0

05.EBA.962 Layanan Umum 000 - Bukan
Tematik

0,0

411 - Penatakelolaan

Direktorat Operasi

0,0

Pusat Pusat 0,0

Total 50.328.224,0

KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

01 Meningkatnya kepuasan masyarakat pada

layanan operasi pencarian dan pertolongan

0,0 25.000,0 25.000,0 25.000,0

01.BAH Pelayanan Publik Lainnya layanan 0,0 25.000,0 25.000,0 25.000,0

01.BAH.001 Pelayanan Publik Bidang Operasi SAR 0 layanan 0,0 1 1 1 25.000,0 25.000,0 25.000,0

01.BAH.001.411 Survey IKM pada Layanan Operasi SAR 0,0 Layanan NaN 0,0 1,0 1,0 1,0 25.000,0 25.000,0 25.000,0

02 Tercapainya waktu tempuh (deployment time)

pada penanganan operasi pencarian dan

pertolongan

0,0 9.463.500,0 7.763.500,0 9.463.500,0

02.BHC Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan

Penanganan Bencana

operasi 0,0 9.463.500,0 7.763.500,0 9.463.500,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

02.BHC.001 Pengerahan Potensi dan Pengendalian

Operasi SAR

0 operasi 0,0 2 2 2 9.463.500,0 7.763.500,0 9.463.500,0

02.BHC.001.411 Pengerahan Potensi dan Pengendalian

Operasi Kecelakaan Transportasi dan

Kecelakaan dengan Penanganan Khusus

0,0 Operasi NaN 0,0 3,0 3,0 3,0 2.763.500,0 2.763.500,0 2.763.500,0

02.BHC.001.412 Pengerahan Potensi dan Pengendalian

Operasi Bencana dan Kondisi

Membahayakan Manusia

0,0 Operasi NaN 0,0 3,0 3,0 4,0 6.700.000,0 5.000.000,0 6.700.000,0

03 Terwujudnya keterlibatan potensi pencarian dan

pertolongan dalam pelaksanaan operasi

pencarian dan pertolongan

0,0 9.804.400,0 9.907.660,0 9.619.256,0

03.AEA Koordinasi kegiatan 0,0 9.804.400,0 9.907.660,0 9.619.256,0

03.AEA.001 Dukungan Operasi SAR 0 kegiatan 0,0 47 56 45 9.804.400,0 9.907.660,0 9.619.256,0

03.AEA.001.411 Penatausahaan Dukungan Operasi SAR 0,0 Kegiatan NaN 0,0 1,0 1,0 1,0 441.000,0 463.000,0 486.200,0

03.AEA.001.412 Pelaksanaan Dukungan Operasi SAR 0,0 Kegiatan NaN 0,0 45,0 45,0 41,0 7.709.600,0 7.708.160,0 7.309.756,0

03.AEA.001.413 Pelaksanaan Satuan Tugas Khusus

Operasi

0,0 Kegiatan NaN 0,0 1,0 1,0 0,0 1.653.800,0 1.736.500,0 1.823.300,0

04 Terwujudnya keberhasilan evakuasi korban pada

pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan

50.328.224,0 79.234.058,0 80.935.632,0 82.251.013,0

04.QHC Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan

Penanganan Bencana

operasi 50.328.224,0 79.234.058,0 80.935.632,0 82.251.013,0

04.QHC.001 Pelaksanaan Operasi SAR (Prioritas

Nasional)

45 operasi 47.828.224,0 43 43 43 68.209.058,0 69.355.632,0 70.051.013,0

04.QHC.001.411 Pengerahan Potensi dan Pengendalian

Operasi SAR (Prioritas Nasional)

1,0 Operasi 47.828.224,0 47.828.224,0 43,0 43,0 40,0 68.209.058,0 69.355.632,0 70.051.013,0

04.QHC.002 Dukungan Operasi SAR (Prioritas Nasional) 1 operasi 2.500.000,0 1 1 1 11.025.000,0 11.580.000,0 12.200.000,0

04.QHC.002.412 Penatausahaan Dukungan Operasi SAR

(Prioritas Nasional)

0,0 Operasi Infinity 2.500.000,0 1,0 1,0 1,0 11.025.000,0 11.580.000,0 12.200.000,0

05 Meningkatnya evaluasi kinerja dan pengelolaan

kearsipan yang andal

0,0 1.669.500,0 1.695.750,0 1.722.000,0

05.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria NSPK/ Rancangan
Standar/ Pedoman/
Standar

0,0 1.614.500,0 1.640.750,0 1.667.000,0



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

05.AFA.001 Perencanaan dan Standardisasi Operasi SAR 0 NSPK 0,0 6 6 6 1.614.500,0 1.640.750,0 1.667.000,0

05.AFA.001.411 Penyusunan Rencana dan

Pengembangan Operasi SAR

0,0 NSPK NaN 0,0 3,0 3,0 3,0 512.000,0 512.000,0 512.000,0

05.AFA.001.412 Penyusunan Standardisasi Operasi SAR 0,0 NSPK NaN 0,0 3,0 3,0 3,0 1.102.500,0 1.128.750,0 1.155.000,0

05.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan/ Laporan/
Dokumen/
Rekomendasi/ Unit

0,0 55.000,0 55.000,0 55.000,0

05.EBA.962 Layanan Umum 0 Layanan 0,0 3 3 3 55.000,0 55.000,0 55.000,0

05.EBA.962.411 Penatakelolaan Direktorat Operasi 0,0 Layanan NaN 0,0 3,0 3,0 3,0 55.000,0 55.000,0 55.000,0

Total 50.328.224,0 - - - 100.196.458,0 100.327.542,0 103.080.769,0

KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

01 Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan operasi pencarian dan

pertolongan

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BAH Pelayanan Publik Lainnya 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BAH.001 Pelayanan Publik Bidang Operasi SAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BAH.001.411 Survey IKM pada Layanan Operasi SAR Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02 Tercapainya waktu tempuh (deployment time) pada penanganan operasi

pencarian dan pertolongan

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.BHC Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.BHC.001 Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.BHC.001.411 Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi Kecelakaan

Transportasi dan Kecelakaan dengan Penanganan Khusus

Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.BHC.001.412 Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi Bencana dan Kondisi

Membahayakan Manusia

Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 Terwujudnya keterlibatan potensi pencarian dan pertolongan dalam

pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.AEA Koordinasi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C. SUMBER PENDANAAN



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

03.AEA.001 Dukungan Operasi SAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.AEA.001.411 Penatausahaan Dukungan Operasi SAR Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.AEA.001.412 Pelaksanaan Dukungan Operasi SAR Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.AEA.001.413 Pelaksanaan Satuan Tugas Khusus Operasi Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

04 Terwujudnya keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi

pencarian dan pertolongan

50.328.224,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50.328.224,0

04.QHC Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana 50.328.224,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50.328.224,0

04.QHC.001 Pelaksanaan Operasi SAR (Prioritas Nasional) 47.828.224,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47.828.224,0

04.QHC.001.411 Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR (Prioritas

Nasional)

Utama 47.828.224,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47.828.224,0

04.QHC.002 Dukungan Operasi SAR (Prioritas Nasional) 2.500.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.500.000,0

04.QHC.002.412 Penatausahaan Dukungan Operasi SAR (Prioritas Nasional) Utama 2.500.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.500.000,0

05 Meningkatnya evaluasi kinerja dan pengelolaan kearsipan yang andal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

05.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

05.AFA.001 Perencanaan dan Standardisasi Operasi SAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

05.AFA.001.411 Penyusunan Rencana dan Pengembangan Operasi SAR Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

05.AFA.001.412 Penyusunan Standardisasi Operasi SAR Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

05.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

05.EBA.962 Layanan Umum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

05.EBA.962.411 Penatakelolaan Direktorat Operasi Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 50.328.224,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50.328.224,0

Jakarta, 01 Agustus 2025
Sekretaris Utama

Dr. ABDUL HARIS ACHADI S.H., DESS.
NIP. 196609241992031001



REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
TARGET

2026

ALOKASI 2026

(RIBU)

01 Meningkatnya penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, rencana dan pengembangan serta pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di

bidang sistem komunikasi

0,0

01.01 Persentase pemenuhan peralatan komunikasi 51,70

01.02 Persentase dokumen rencana pengembangan, realisasi dan ketersediaan suku cadang sistem komunikasi 100

01.03 Persentase norma standar prosedur dan petunjuk teknis yang telah disahkan 100

01.04 Nilai audit kearsipan Direktorat Sistem Komunikasi 93

01.05 Nilai SAKIP oleh APIP 65

02 Tercapainya kebijakan dan kegiatan di bidang sistem komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan dukungan komunikasi serta pelaksanaan sertifikasi pemancar sinyal

marabahaya

655.000,0

02.01 Persentase pemenuhan dukungan sistem komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan 100

02.02 Persentase nilai false alert berdasarkan hasil pendeteksian LUT MCC 3

02.04 Jumlah data registrasi dan sertifikasi sinyal marabahaya 600

03 Tercapainya kesiapan dan akurasi inventarisasi peralatan komunikasi 50.611.251,0

03.01 Persentase kualitas pemeliharaan peralatan komunikasi 92

03.02 Persentase keakuratan data peralatan komunikasi 80

04 Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya (Beacon) 0,0

04.01 Indeks kepuasan masyarakat pada layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya (Beacon) 84

Total 51.266.251,0

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN SAR NASIONAL

:2. PROGRAM BM - Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana

:3. SASARAN PROGRAM 04 - Meningkatnya keandalan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan

:4. KEGIATAN 3949 - Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) 08 - Direktorat Sistem Komunikasi

6. SASARAN KEGIATAN



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

01 Meningkatnya penyusunan

norma, standar, prosedur,

kriteria, rencana dan

pengembangan serta

pemantauan, penilaian,

analisis, evaluasi dan

penyusunan laporan di bidang

sistem komunikasi

0,0

01.AFA Norma, Standard, Prosedur

dan Kriteria

0,0

01.AFA.001 Perencanaan dan

Standardisasi Sistem

Komunikasi SAR

000 - Bukan
Tematik

0,0

511 - Penyusunan

Rencana dan

Pengembangan Sistem

Komunikasi SAR

0,0

Pusat Pusat 0,0

512 - Penyusunan

Standardisasi Sistem

Komunikasi SAR

0,0

Pusat Pusat 0,0

513 - Inventarisasi

Peralatan Komunikasi

SAR

0,0

Pusat Pusat 0,0

01.EBA Layanan Dukungan

Manajemen Internal

0,0

01.EBA.962 Layanan Umum 000 - Bukan
Tematik

0,0

511 - Penatakelolaan

Direktorat Sistem

Komunikasi

0,0

Pusat Pusat 0,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

02 Tercapainya kebijakan dan

kegiatan di bidang sistem

komunikasi, koordinasi, dan

pelaksanaan dukungan

komunikasi serta pelaksanaan

sertifikasi pemancar sinyal

marabahaya

655.000,0

02.AEA Koordinasi 655.000,0

02.AEA.001 Penyiapan Dukungan

Komunikasi dan Sertifikasi

000 - Bukan
Tematik

655.000,0

511 - Pelaksanaan

Penyiapan Dukungan

Komunikasi SAR

600.000,0

Pusat Pusat 600.000,0

512 - Pelaksanaan

Sertifikasi Pemancar

Sinyal Marabahaya

55.000,0

Pusat Pusat 55.000,0

03 Tercapainya kesiapan dan

akurasi inventarisasi peralatan

komunikasi

50.611.251,0

03.CAN Sarana Bidang Teknologi

Informasi dan Komunikasi

0,0

03.CAN.001 Peralatan Sistem

Komunikasi SAR

000 - Bukan
Tematik

0,0

511 - Pengadaan

Peralatan Sistem

Komunikasi SAR

0,0

Pusat Pusat 0,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota
Gunungsitoli

0,0

Provinsi
Jambi

Kota Jambi 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota
Palembang

0,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Kota
Yogyakarta

0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Sikka 0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kota Kupang 0,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

0,0

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kota Palu 0,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota
Makassar

0,0

Provinsi
Papua
Selatan

Kab. Merauke 0,0

Provinsi
Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0

03.RAN Sarana Bidang Teknologi

Informasi dan Komunikasi

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

03.RAN.001 Peralatan Sistem

Komunikasi SAR (Prioritas

Nasional)

Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan Lapangan
Kerja yang Berkualitas,
Mendorong Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri
Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri di
Sentra Produksi melalui
Peran Aktif Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

0,0

511 - Pengadaan

Peralatan Sistem

Komunikasi SAR (Prioritas

Nasional)

0,0

Pusat Pusat 0,0

03.RCL OM Sarana Bidang Teknologi

Informasi dan Komunikasi

50.611.251,0

03.RCL.001 Pemeliharaan Peralatan

Sistem Komunikasi SAR

(Prioritas Nasional)

Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan Lapangan
Kerja yang Berkualitas,
Mendorong Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri
Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri di
Sentra Produksi melalui
Peran Aktif Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

50.611.251,0

005 - Dukungan

Penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi Unit

50.611.251,0

Pusat Pusat 46.497.811,0

Provinsi
Aceh

Kota Banda
Aceh

148.480,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota Medan 130.200,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota
Gunungsitoli

65.840,0

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab.
Kepulauan
Mentawai

42.120,0

Provinsi
Sumatera
Barat

Kota Padang 127.760,0

Provinsi
Riau

Kota
Pekanbaru

120.240,0

Provinsi
Jambi

Kota Jambi 47.760,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota
Palembang

130.920,0

Provinsi
Bengkulu

Kota
Bengkulu

75.320,0

Provinsi
Lampung

Kota Bandar
Lampung

122.400,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung

Kota Pangkal
Pinang

74.768,0

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Natuna 45.120,0

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kota Tanjung
Pinang

88.200,0

Provinsi
Jawa Barat

Kota
Bandung

170.840,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kab. Cilacap 40.240,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kota
Surakarta

33.792,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Jawa Tengah

Kota
Semarang

161.840,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Kota
Yogyakarta

85.400,0

Provinsi
Jawa Timur

Kab.
Banyuwangi

33.800,0

Provinsi
Jawa Timur

Kota
Surabaya

167.320,0

Provinsi
Banten

Kab. Serang 40.440,0

Provinsi
Banten

Kota
Tangerang

135.000,0

Provinsi Bali Kota
Denpasar

191.040,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kota
Mataram

99.000,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Sikka 83.960,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kota Kupang 95.840,0

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kota
Pontianak

122.360,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kota
Palangkaraya

44.800,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

91.000,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

116.000,0

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kota Tarakan 39.240,0

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kota Manado 124.000,0

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kota Palu 40.440,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota
Makassar

146.840,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 104.160,0

Provinsi
Gorontalo

Kota
Gorontalo

43.120,0

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju 40.440,0

Provinsi
Maluku

Kota Ambon 98.120,0

Provinsi
Maluku
Utara

Kota Ternate 55.360,0

Provinsi
Papua Barat

Kab.
Manokwari

36.960,0

Provinsi
Papua

Kab. Jayapura 79.760,0

Provinsi
Papua

Kab. Biak
Numfor

80.160,0

Provinsi
Papua
Selatan

Kab. Merauke 79.520,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Papua
Tengah

Kab. Mimika 84.480,0

Provinsi
Papua Barat
Daya

Kota Sorong 129.040,0

04 Meningkatnya kepuasan

masyarakat pada layanan

registrasi alat pemancar sinyal

mara bahaya (Beacon)

0,0

04.BAH Pelayanan Publik Lainnya 0,0

04.BAH.001 Pelayanan Publik Bidang

Sistem Komunikasi SAR

000 - Bukan
Tematik

0,0

511 - Survey IKM pada

Layanan Registrasi Alat

Pemancar Sinyal Mara

Bahaya (Beacon)

0,0

Pusat Pusat 0,0

Total 51.266.251,0

KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /

RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

01 Meningkatnya penyusunan norma, standar, prosedur,

kriteria, rencana dan pengembangan serta pemantauan,

penilaian, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di

bidang sistem komunikasi

0,0 1.255.000,0 1.305.000,0 1.305.000,0

01.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria NSPK/ Rancangan
Standar/ Pedoman/
Standar

0,0 1.200.000,0 1.250.000,0 1.250.000,0

01.AFA.001 Perencanaan dan Standardisasi Sistem Komunikasi SAR 0 NSPK 0,0 4 4 4 1.200.000,0 1.250.000,0 1.250.000,0

01.AFA.001.511 Penyusunan Rencana dan Pengembangan Sistem

Komunikasi SAR

0,0 NSPK NaN 0,0 1,0 1,0 1,0 400.000,0 450.000,0 450.000,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /

RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

01.AFA.001.512 Penyusunan Standardisasi Sistem Komunikasi SAR 0,0 NSPK NaN 0,0 2,0 2,0 2,0 450.000,0 450.000,0 450.000,0

01.AFA.001.513 Inventarisasi Peralatan Komunikasi SAR 0,0 NSPK NaN 0,0 1,0 1,0 1,0 350.000,0 350.000,0 350.000,0

01.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan/ Laporan/
Dokumen/
Rekomendasi/ Unit

0,0 55.000,0 55.000,0 55.000,0

01.EBA.962 Layanan Umum 0 Layanan 0,0 3 3 3 55.000,0 55.000,0 55.000,0

01.EBA.962.511 Penatakelolaan Direktorat Sistem Komunikasi 0,0 Layanan NaN 0,0 3,0 3,0 3,0 55.000,0 55.000,0 55.000,0

02 Tercapainya kebijakan dan kegiatan di bidang sistem

komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan dukungan

komunikasi serta pelaksanaan sertifikasi pemancar sinyal

marabahaya

655.000,0 3.550.000,0 3.900.000,0 3.450.000,0

02.AEA Koordinasi kegiatan 655.000,0 3.550.000,0 3.900.000,0 3.450.000,0

02.AEA.001 Penyiapan Dukungan Komunikasi dan Sertifikasi 5 kegiatan 655.000,0 8 8 9 3.550.000,0 3.900.000,0 3.450.000,0

02.AEA.001.511 Pelaksanaan Penyiapan Dukungan Komunikasi SAR 3,0 Kegiatan 200.000,0 600.000,0 4,0 4,0 5,0 2.025.000,0 2.025.000,0 2.100.000,0

02.AEA.001.512 Pelaksanaan Sertifikasi Pemancar Sinyal

Marabahaya

2,0 Kegiatan 27.500,0 55.000,0 4,0 4,0 4,0 1.525.000,0 1.875.000,0 1.350.000,0

03 Tercapainya kesiapan dan akurasi inventarisasi peralatan

komunikasi

50.611.251,0 134.685.000,0 236.252.000,0 108.199.500,0

03.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Unit 0,0 57.717.000,0 161.020.000,0 30.404.500,0

03.CAN.001 Peralatan Sistem Komunikasi SAR 0 Unit 0,0 42 169 57 57.717.000,0 161.020.000,0 30.404.500,0

03.CAN.001.511 Pengadaan Peralatan Sistem Komunikasi SAR 0,0 Unit NaN 0,0 42,0 169,0 57,0 57.717.000,0 161.020.000,0 30.404.500,0

03.RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Unit 0,0 26.000.000,0 24.000.000,0 26.000.000,0

03.RAN.001 Peralatan Sistem Komunikasi SAR (Prioritas Nasional) 0 Unit 0,0 10 8 10 26.000.000,0 24.000.000,0 26.000.000,0

03.RAN.001.511 Pengadaan Peralatan Sistem Komunikasi SAR

(Prioritas Nasional)

0,0 Unit NaN 0,0 10,0 8,0 10,0 26.000.000,0 24.000.000,0 26.000.000,0

03.RCL OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Unit 50.611.251,0 50.968.000,0 51.232.000,0 51.795.000,0

03.RCL.001 Pemeliharaan Peralatan Sistem Komunikasi SAR

(Prioritas Nasional)

72 Unit 50.611.251,0 79 79 81 50.968.000,0 51.232.000,0 51.795.000,0

03.RCL.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 72,0 Unit 702.934,0 50.611.251,0 79,0 79,0 81,0 50.968.000,0 51.232.000,0 51.795.000,0

04 Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan registrasi

alat pemancar sinyal mara bahaya (Beacon)

0,0 25.000,0 25.000,0 25.000,0

04.BAH Pelayanan Publik Lainnya layanan 0,0 25.000,0 25.000,0 25.000,0



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /

RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

04.BAH.001 Pelayanan Publik Bidang Sistem Komunikasi SAR 0 layanan 0,0 1 1 1 25.000,0 25.000,0 25.000,0

04.BAH.001.511 Survey IKM pada Layanan Registrasi Alat Pemancar

Sinyal Mara Bahaya (Beacon)

0,0 Layanan NaN 0,0 1,0 1,0 1,0 25.000,0 25.000,0 25.000,0

Total 51.266.251,0 - - - 139.515.000,0 241.482.000,0 112.979.500,0

KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

01 Meningkatnya penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, rencana dan

pengembangan serta pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi dan penyusunan

laporan di bidang sistem komunikasi

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.AFA.001 Perencanaan dan Standardisasi Sistem Komunikasi SAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.AFA.001.511 Penyusunan Rencana dan Pengembangan Sistem Komunikasi SAR Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.AFA.001.512 Penyusunan Standardisasi Sistem Komunikasi SAR Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.AFA.001.513 Inventarisasi Peralatan Komunikasi SAR Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.EBA.962 Layanan Umum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.EBA.962.511 Penatakelolaan Direktorat Sistem Komunikasi Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02 Tercapainya kebijakan dan kegiatan di bidang sistem komunikasi, koordinasi, dan

pelaksanaan dukungan komunikasi serta pelaksanaan sertifikasi pemancar sinyal

marabahaya

655.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 655.000,0

02.AEA Koordinasi 655.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 655.000,0

02.AEA.001 Penyiapan Dukungan Komunikasi dan Sertifikasi 655.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 655.000,0

02.AEA.001.511 Pelaksanaan Penyiapan Dukungan Komunikasi SAR Utama 600.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600.000,0

02.AEA.001.512 Pelaksanaan Sertifikasi Pemancar Sinyal Marabahaya Utama 55.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55.000,0

03 Tercapainya kesiapan dan akurasi inventarisasi peralatan komunikasi 50.611.251,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50.611.251,0

03.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.CAN.001 Peralatan Sistem Komunikasi SAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.CAN.001.511 Pengadaan Peralatan Sistem Komunikasi SAR Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C. SUMBER PENDANAAN



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

03.RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.RAN.001 Peralatan Sistem Komunikasi SAR (Prioritas Nasional) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.RAN.001.511 Pengadaan Peralatan Sistem Komunikasi SAR (Prioritas Nasional) Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.RCL OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 50.611.251,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50.611.251,0

03.RCL.001 Pemeliharaan Peralatan Sistem Komunikasi SAR (Prioritas Nasional) 50.611.251,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50.611.251,0

03.RCL.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Utama 50.611.251,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50.611.251,0

04 Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan registrasi alat pemancar sinyal

mara bahaya (Beacon)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

04.BAH Pelayanan Publik Lainnya 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

04.BAH.001 Pelayanan Publik Bidang Sistem Komunikasi SAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

04.BAH.001.511 Survey IKM pada Layanan Registrasi Alat Pemancar Sinyal Mara Bahaya

(Beacon)

Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 51.266.251,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51.266.251,0

Jakarta, 01 Agustus 2025
Sekretaris Utama

Dr. ABDUL HARIS ACHADI S.H., DESS.
NIP. 196609241992031001



REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2026 ALOKASI 2026 (RIBU)

01 Meningkatnya peran serta SDM potensi dalam penyelanggaraan operasi pencarian dan pertolongan 30.000,0

01.01 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat pencarian dan pertolongan 88

01.02 Persentase kenaikan jumlah potensi yang terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan 100

02 Meningkatnya kualitas norma, standar, prosedur dan kriteria pemberdayaan masyarakat pencarian dan pertolongan 0,0

02.01 Persentase norma, standar, prosedur dan kriteria rencana dan pengembangan potensi yang tersusun 100

03 Meningkatnya jumlah masyarakat yang antusias terhadap keselamatan diri 1.004.037,0

03.01 Tingkat partisipasi masyarakat yang mengikuti penyuluhan, pemberdayaan masyarakat pencarian dan pertolongan 100

Total 1.034.037,0

KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

01 Meningkatnya peran serta

SDM potensi dalam

penyelanggaraan operasi

pencarian dan pertolongan

30.000,0

01.AFA Norma, Standard, Prosedur

dan Kriteria

30.000,0

01.AFA.001 Perencanaan dan

Standardisasi Potensi SAR

000 - Bukan
Tematik

30.000,0

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN SAR NASIONAL

:2. PROGRAM BM - Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana

:3. SASARAN PROGRAM 02 - Meningkatnya kualitas SDM potensi pencarian dan pertolongan

:4. KEGIATAN 3971 - Pembinaan Potensi SAR

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) 10 - Direktorat Bina Potensi

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

611 - Penyusunan

Rencana dan

Pengembangan Potensi

SAR

15.000,0

Pusat Pusat 15.000,0

612 - Penyusunan

Standardisasi Potensi

SAR

15.000,0

Pusat Pusat 15.000,0

01.BAH Pelayanan Publik Lainnya 0,0

01.BAH.001 Pelayanan Publik Bidang

Pembinaan Potensi SAR

000 - Bukan
Tematik

0,0

611 - Survey IKM pada

Layanan Pembinaan

Potensi SAR

0,0

Pusat Pusat 0,0

01.QDD Fasilitasi dan Pembinaan

Kelompok Masyarakat

0,0

01.QDD.001 Pemberdayaan Kelompok

Masyarakat di Bidang

Pencarian dan Pertolongan

(Prioritas Nasional)

Memperkuat Penyelarasan
Kehidupan yang Harmonis
dengan Lingkungan Alam dan
Budaya, serta Peningkatan
Toleransi Antarumat
Beragama untuk Mencapai
Masyarakat yang Adil dan
Makmur

Pengelolaan
Risiko Bencana
yang Efisien dan
Tepat Guna

Peningkatan
Resiliensi
Masyarakat
Terhadap
Bencana

Pemberdayaan
komunitas
masyarakat untuk
pengurangan risiko
bencana

000 - Bukan
Tematik

0,0

611 - Pelaksanaan

Pemberdayaan

Kelompok Masyarakat di

Bidang Pencarian dan

Pertolongan (Prioritas

Nasional)

0,0

Pusat Pusat 0,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota
Gunungsitoli

0,0

Provinsi
Bengkulu

Kota
Bengkulu

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Natuna 0,0

Provinsi Jawa
Barat

Kota
Bandung

0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kab. Cilacap 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kota
Semarang

0,0

Provinsi Jawa
Timur

Kota
Surabaya

0,0

Provinsi
Banten

Kab. Serang 0,0

Provinsi
Banten

Kota
Tangerang

0,0

Provinsi Nusa
Tenggara
Barat

Kota
Mataram

0,0

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kota Manado 0,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota
Makassar

0,0

Provinsi
Maluku

Kota Ambon 0,0

Provinsi
Papua

Kab. Biak
Numfor

0,0

Provinsi
Papua
Selatan

Kab. Merauke 0,0

Provinsi
Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0

Provinsi
Papua Barat
Daya

Kota Sorong 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

02 Meningkatnya kualitas norma,

standar, prosedur dan kriteria

pemberdayaan masyarakat

pencarian dan pertolongan

0,0

02.EBA Layanan Dukungan

Manajemen Internal

0,0

02.EBA.962 Layanan Umum 000 - Bukan
Tematik

0,0

611 - Penatakelolaan

Direktorat Bina Potensi

0,0

Pusat Pusat 0,0

03 Meningkatnya jumlah

masyarakat yang antusias

terhadap keselamatan diri

1.004.037,0

03.BDC Fasilitasi dan Pembinaan

Masyarakat

360.000,0

03.BDC.001 Pembinaan Potensi SAR 000 - Bukan
Tematik

360.000,0

611 - Pelaksanaan

Penyiapan Potensi SAR

70.000,0

Pusat Pusat 70.000,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota
Makassar

0,0

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju 0,0

612 - Pelaksanaan

Sertifikasi Potensi SAR

50.000,0

Pusat Pusat 50.000,0

613 - Pelaksanaan

Pemasyarakatan Potensi

SAR

240.000,0

Pusat Pusat 240.000,0

Provinsi Aceh Kota Banda
Aceh

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota
Gunungsitoli

0,0

Provinsi Riau Kota
Pekanbaru

0,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota
Palembang

0,0

Provinsi
Bengkulu

Kota
Bengkulu

0,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung

Kota Pangkal
Pinang

0,0

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Natuna 0,0

Provinsi Jawa
Barat

Kab. Bogor 0,0

Provinsi Jawa
Barat

Kota
Bandung

0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kab. Cilacap 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kota
Semarang

0,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Kota
Yogyakarta

0,0

Provinsi Jawa
Timur

Kota
Surabaya

0,0

Provinsi
Banten

Kab. Serang 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara
Barat

Kota
Mataram

0,0

Provinsi Nusa
Tenggara
Timur

Kota Kupang 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kota Tarakan 0,0

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kota Manado 0,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota
Makassar

0,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 0,0

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju 0,0

Provinsi
Maluku

Kota Ambon 0,0

Provinsi
Maluku Utara

Kota Ternate 0,0

Provinsi
Papua

Kab. Biak
Numfor

0,0

Provinsi
Papua
Selatan

Kab. Merauke 0,0

Provinsi
Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0

03.BDD Fasilitasi dan Pembinaan

Kelompok Masyarakat

644.037,0

03.BDD.001 Pemberdayaan Kelompok

Masyarakat di Bidang

Pencarian dan Pertolongan

000 - Bukan
Tematik

644.037,0

611 - Pelaksanaan

Pemberdayaan

Kelompok Masyarakat di

Bidang Pencarian dan

Pertolongan

644.037,0

Pusat Pusat 644.037,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota
Gunungsitoli

0,0

Provinsi Riau Kota
Pekanbaru

0,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota
Palembang

0,0

Provinsi
Bengkulu

Kota
Bengkulu

0,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung

Kota Pangkal
Pinang

0,0

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Natuna 0,0

Provinsi Jawa
Barat

Kota
Bandung

0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kab. Cilacap 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kota
Semarang

0,0

Provinsi Jawa
Timur

Kota
Surabaya

0,0

Provinsi
Banten

Kab. Serang 0,0

Provinsi
Banten

Kota
Tangerang

0,0

Provinsi Nusa
Tenggara
Barat

Kota
Mataram

0,0

Provinsi Nusa
Tenggara
Timur

Kota Kupang 0,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kota Tarakan 0,0

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kota Manado 0,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota
Makassar

0,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 0,0

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju 0,0

Provinsi
Maluku

Kota Ambon 0,0

Provinsi
Papua

Kab. Biak
Numfor

0,0

Provinsi
Papua
Selatan

Kab. Merauke 0,0

Provinsi
Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0

Provinsi
Papua Barat
Daya

Kota Sorong 0,0

Total 1.034.037,0

KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /

RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

01 Meningkatnya peran serta SDM potensi dalam

penyelanggaraan operasi pencarian dan pertolongan

30.000,0 8.300.000,0 6.200.000,0 7.700.000,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /

RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

01.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria NSPK/ Rancangan Standar/
Pedoman/ Standar

30.000,0 2.275.000,0 2.275.000,0 2.275.000,0

01.AFA.001 Perencanaan dan Standardisasi Potensi SAR 2 NSPK 30.000,0 9 9 9 2.275.000,0 2.275.000,0 2.275.000,0

01.AFA.001.611 Penyusunan Rencana dan Pengembangan Potensi

SAR

1,0 NSPK 15.000,0 15.000,0 4,0 4,0 4,0 975.000,0 975.000,0 975.000,0

01.AFA.001.612 Penyusunan Standardisasi Potensi SAR 1,0 NSPK 15.000,0 15.000,0 5,0 5,0 5,0 1.300.000,0 1.300.000,0 1.300.000,0

01.BAH Pelayanan Publik Lainnya layanan 0,0 25.000,0 25.000,0 25.000,0

01.BAH.001 Pelayanan Publik Bidang Pembinaan Potensi SAR 0 layanan 0,0 1 1 1 25.000,0 25.000,0 25.000,0

01.BAH.001.611 Survey IKM pada Layanan Pembinaan Potensi SAR 0,0 Layanan NaN 0,0 1,0 1,0 1,0 25.000,0 25.000,0 25.000,0

01.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Kelompok Masyarakat 0,0 6.000.000,0 3.900.000,0 5.400.000,0

01.QDD.001 Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Bidang

Pencarian dan Pertolongan (Prioritas Nasional)

0 Kelompok Masyarakat 0,0 30 22 28 6.000.000,0 3.900.000,0 5.400.000,0

01.QDD.001.611 Pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat

di Bidang Pencarian dan Pertolongan (Prioritas

Nasional)

0,0 Kelompok Masyarakat NaN 0,0 30,0 22,0 28,0 6.000.000,0 3.900.000,0 5.400.000,0

02 Meningkatnya kualitas norma, standar, prosedur dan

kriteria pemberdayaan masyarakat pencarian dan

pertolongan

0,0 55.000,0 55.000,0 55.000,0

02.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan/ Laporan/
Dokumen/ Rekomendasi/
Unit

0,0 55.000,0 55.000,0 55.000,0

02.EBA.962 Layanan Umum 0 Layanan 0,0 3 3 3 55.000,0 55.000,0 55.000,0

02.EBA.962.611 Penatakelolaan Direktorat Bina Potensi 0,0 Layanan NaN 0,0 3,0 3,0 3,0 55.000,0 55.000,0 55.000,0

03 Meningkatnya jumlah masyarakat yang antusias terhadap

keselamatan diri

1.004.037,0 14.029.135,0 20.189.985,0 16.706.345,0

03.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Orang 360.000,0 9.164.535,0 15.615.385,0 11.381.745,0

03.BDC.001 Pembinaan Potensi SAR 5 Orang 360.000,0 2125 2070 2559 9.164.535,0 15.615.385,0 11.381.745,0

03.BDC.001.611 Pelaksanaan Penyiapan Potensi SAR 2,0 Orang 35.000,0 70.000,0 1.651,0 2.171,0 1.651,0 1.479.500,0 6.679.500,0 1.479.500,0

03.BDC.001.612 Pelaksanaan Sertifikasi Potensi SAR 2,0 Orang 25.000,0 50.000,0 1.800,0 2.130,0 1.880,0 4.512.200,0 6.242.200,0 5.567.200,0

03.BDC.001.613 Pelaksanaan Pemasyarakatan Potensi SAR 1,0 Orang 240.000,0 240.000,0 3.737,0 3.357,0 4.458,0 3.172.835,0 2.693.685,0 4.335.045,0

03.BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Kelompok Masyarakat 644.037,0 4.864.600,0 4.574.600,0 5.324.600,0

03.BDD.001 Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Bidang

Pencarian dan Pertolongan

1 Kelompok Masyarakat 644.037,0 99 111 99 4.864.600,0 4.574.600,0 5.324.600,0



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /

RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

03.BDD.001.611 Pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat

di Bidang Pencarian dan Pertolongan

1,0 Kelompok Masyarakat 644.037,0 644.037,0 99,0 111,0 99,0 4.864.600,0 4.574.600,0 5.324.600,0

Total 1.034.037,0 - - - 22.384.135,0 26.444.985,0 24.461.345,0

KODE SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN
JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

01 Meningkatnya peran serta SDM potensi dalam penyelanggaraan operasi pencarian dan

pertolongan

30.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0

01.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 30.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0

01.AFA.001 Perencanaan dan Standardisasi Potensi SAR 30.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0

01.AFA.001.611 Penyusunan Rencana dan Pengembangan Potensi SAR Utama 15.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0

01.AFA.001.612 Penyusunan Standardisasi Potensi SAR Utama 15.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0

01.BAH Pelayanan Publik Lainnya 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BAH.001 Pelayanan Publik Bidang Pembinaan Potensi SAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BAH.001.611 Survey IKM pada Layanan Pembinaan Potensi SAR Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.QDD.001 Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan (Prioritas

Nasional)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.QDD.001.611 Pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Bidang Pencarian dan

Pertolongan (Prioritas Nasional)

Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02 Meningkatnya kualitas norma, standar, prosedur dan kriteria pemberdayaan masyarakat

pencarian dan pertolongan

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.EBA.962 Layanan Umum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.EBA.962.611 Penatakelolaan Direktorat Bina Potensi Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 Meningkatnya jumlah masyarakat yang antusias terhadap keselamatan diri 1.004.037,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.004.037,0

03.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 360.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 360.000,0

03.BDC.001 Pembinaan Potensi SAR 360.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 360.000,0

03.BDC.001.611 Pelaksanaan Penyiapan Potensi SAR Utama 70.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70.000,0

03.BDC.001.612 Pelaksanaan Sertifikasi Potensi SAR Utama 50.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50.000,0

C. SUMBER PENDANAAN



KODE SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN
JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

03.BDC.001.613 Pelaksanaan Pemasyarakatan Potensi SAR Utama 240.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240.000,0

03.BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 644.037,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 644.037,0

03.BDD.001 Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan 644.037,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 644.037,0

03.BDD.001.611 Pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Bidang Pencarian dan

Pertolongan

Utama 644.037,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 644.037,0

Total 1.034.037,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.034.037,0

Jakarta, 01 Agustus 2025
Sekretaris Utama

Dr. ABDUL HARIS ACHADI S.H., DESS.
NIP. 196609241992031001



REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2026 ALOKASI 2026 (RIBU)

01 Terwujudnya pelaksanaan siaga dan latihan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan 10.301.214,0

01.01 Indeks siaga pencarian dan pertolongan 85

01.02 Waktu tanggap (response time) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan 25

01.03 Indeks pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan 74

02 Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria dan rencana pengembangan serta evaluasi di bidang siaga dan latihan pencarian dan pertolongan 1.510.536,0

02.01 Persentase rancangan norma, standar, prosedur, kriteria siaga dan latihan yang telah disusun 100

02.02 Persentase dokumen rencana pengembangan dan evaluasi siaga dan latihan yang sudah terlaksana 100

Total 11.811.750,0

KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

01 Terwujudnya pelaksanaan siaga dan latihan

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

10.301.214,0

01.BAH Pelayanan Publik Lainnya 5.000,0

01.BAH.001 Pelayanan Publik Bidang Kesiapsiagaan SAR 000 - Bukan
Tematik

5.000,0

711 - Survey IKM pada Layanan

Kesiapsiagaan SAR

5.000,0

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN SAR NASIONAL

:2. PROGRAM BM - Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana

:3. SASARAN PROGRAM 05 - Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan

:4. KEGIATAN 3972 - Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) 11 - Direktorat Kesiapsiagaan

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Pusat Pusat 5.000,0

01.BKA Pemantauan masyarakat dan kelompok

masyarakat

10.260.211,0

01.BKA.001 Siaga SAR 10.260.211,0

711 - Pelaksanaan Siaga SAR Kantor SAR 0,0

Provinsi Aceh Kota Banda
Aceh

0,0

Provinsi
Sumatera Utara

Kota Medan 0,0

Provinsi
Sumatera Utara

Kota
Gunungsitoli

0,0

Provinsi
Sumatera Barat

Kab. Kepulauan
Mentawai

0,0

Provinsi
Sumatera Barat

Kota Padang 0,0

Provinsi Riau Kota Pekanbaru 0,0

Provinsi Jambi Kota Jambi 0,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota
Palembang

0,0

Provinsi
Bengkulu

Kota Bengkulu 0,0

Provinsi
Lampung

Kota Bandar
Lampung

0,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka Belitung

Kota Pangkal
Pinang

0,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kab. Natuna 0,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kota Tanjung
Pinang

0,0

Provinsi Jawa
Barat

Kota Bandung 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kab. Cilacap 0,0



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Jawa
Tengah

Kota Semarang 0,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Kota Yogyakarta 0,0

Provinsi Jawa
Timur

Kota Surabaya 0,0

Provinsi Banten Kab. Serang 0,0

Provinsi Banten Kota Tangerang 0,0

Provinsi Bali Kota Denpasar 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Kota Mataram 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kab. Sikka 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kota Kupang 0,0

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kota Pontianak 0,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kota
Palangkaraya

0,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

0,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

0,0

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kota Tarakan 0,0

Provinsi
Sulawesi Utara

Kota Manado 0,0

Provinsi
Sulawesi Tengah

Kota Palu 0,0

Provinsi
Sulawesi Selatan

Kota Makassar 0,0



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 0,0

Provinsi
Gorontalo

Kota Gorontalo 0,0

Provinsi
Sulawesi Barat

Kab. Mamuju 0,0

Provinsi Maluku Kota Ambon 0,0

Provinsi Maluku
Utara

Kota Ternate 0,0

Provinsi Papua
Barat

Kab. Manokwari 0,0

Provinsi Papua Kab. Jayapura 0,0

Provinsi Papua Kab. Biak
Numfor

0,0

Provinsi Papua
Selatan

Kab. Merauke 0,0

Provinsi Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0

Provinsi Papua
Barat Daya

Kota Sorong 0,0

712 - Pelaksanaan Siaga SAR Kantor Pusat 10.260.211,0

Pusat Pusat 10.260.211,0

01.BKA.U01 Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR

untuk Wilayah Barat

0,0

052 - Pelaksanaan Siaga SAR Khusus

Lebaran di Kantor SAR untuk Wilayah Barat

0,0

Provinsi Aceh Kota Banda
Aceh

0,0

Provinsi
Sumatera Utara

Kota Medan 0,0

Provinsi
Sumatera Utara

Kota
Gunungsitoli

0,0

Provinsi
Sumatera Barat

Kab. Kepulauan
Mentawai

0,0



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sumatera Barat

Kota Padang 0,0

Provinsi Riau Kota Pekanbaru 0,0

Provinsi Jambi Kota Jambi 0,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota
Palembang

0,0

Provinsi
Bengkulu

Kota Bengkulu 0,0

Provinsi
Lampung

Kota Bandar
Lampung

0,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka Belitung

Kota Pangkal
Pinang

0,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kab. Natuna 0,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kota Tanjung
Pinang

0,0

Provinsi Jawa
Barat

Kota Bandung 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kab. Cilacap 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kota Semarang 0,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Kota Yogyakarta 0,0

Provinsi Jawa
Timur

Kota Surabaya 0,0

Provinsi Banten Kab. Serang 0,0

Provinsi Banten Kota Tangerang 0,0

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kota Pontianak 0,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kota
Palangkaraya

0,0



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

01.BKA.U02 Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR

untuk Wilayah Tengah

0,0

052 - Pelaksanaan Siaga SAR Khusus

Lebaran di Kantor SAR untuk Wilayah

Tengah

0,0

Provinsi Bali Kota Denpasar 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Kota Mataram 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kab. Sikka 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kota Kupang 0,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

0,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

0,0

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kota Tarakan 0,0

Provinsi
Sulawesi Utara

Kota Manado 0,0

Provinsi
Sulawesi Tengah

Kota Palu 0,0

Provinsi
Sulawesi Selatan

Kota Makassar 0,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 0,0

Provinsi
Gorontalo

Kota Gorontalo 0,0

Provinsi
Sulawesi Barat

Kab. Mamuju 0,0

01.BKA.U03 Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR

untuk Wilayah Timur

0,0



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

052 - Pelaksanaan Siaga SAR Khusus

Lebaran di Kantor SAR untuk Wilayah

Timur

0,0

Provinsi Maluku Kota Ambon 0,0

Provinsi Maluku
Utara

Kota Ternate 0,0

Provinsi Papua
Barat

Kab. Manokwari 0,0

Provinsi Papua Kab. Jayapura 0,0

Provinsi Papua Kab. Biak
Numfor

0,0

Provinsi Papua
Selatan

Kab. Merauke 0,0

Provinsi Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0

Provinsi Papua
Barat Daya

Kota Sorong 0,0

01.BKA.U07 Siaga SAR Khusus Nataru di Kantor SAR untuk

Wilayah Barat

0,0

052 - Pelaksanaan Siaga SAR Khusus

Nataru di Kantor SAR untuk Wilayah Barat

0,0

Provinsi Aceh Kota Banda
Aceh

0,0

Provinsi
Sumatera Utara

Kota Medan 0,0

Provinsi
Sumatera Utara

Kota
Gunungsitoli

0,0

Provinsi
Sumatera Barat

Kab. Kepulauan
Mentawai

0,0

Provinsi
Sumatera Barat

Kota Padang 0,0

Provinsi Riau Kota Pekanbaru 0,0

Provinsi Jambi Kota Jambi 0,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota
Palembang

0,0



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Bengkulu

Kota Bengkulu 0,0

Provinsi
Lampung

Kota Bandar
Lampung

0,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka Belitung

Kota Pangkal
Pinang

0,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kota Tanjung
Pinang

0,0

Provinsi Jawa
Barat

Kota Bandung 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kab. Cilacap 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kota Semarang 0,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Kota Yogyakarta 0,0

Provinsi Jawa
Timur

Kota Surabaya 0,0

Provinsi Banten Kab. Serang 0,0

Provinsi Banten Kota Tangerang 0,0

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kota Pontianak 0,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kota
Palangkaraya

0,0

01.BKA.U08 Siaga SAR Khusus Nataru di Kantor SAR untuk

Wilayah Tengah

0,0

052 - Pelaksanaan Siaga SAR Khusus

Nataru di Kantor SAR untuk Wilayah

Tengah

0,0

Provinsi Bali Kota Denpasar 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Kota Mataram 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kab. Sikka 0,0



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kota Kupang 0,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

0,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

0,0

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kota Tarakan 0,0

Provinsi
Sulawesi Utara

Kota Manado 0,0

Provinsi
Sulawesi Tengah

Kota Palu 0,0

Provinsi
Sulawesi Selatan

Kota Makassar 0,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 0,0

Provinsi
Gorontalo

Kota Gorontalo 0,0

Provinsi
Sulawesi Barat

Kab. Mamuju 0,0

01.BKA.U09 Siaga SAR Khusus Nataru di Kantor SAR untuk

Wilayah Timur

0,0

052 - Pelaksanaan Siaga SAR Khusus

Nataru di Kantor SAR untuk Wilayah Timur

0,0

Provinsi Maluku Kota Ambon 0,0

Provinsi Maluku
Utara

Kota Ternate 0,0

Provinsi Papua
Barat

Kab. Manokwari 0,0

Provinsi Papua Kab. Jayapura 0,0

Provinsi Papua Kab. Biak
Numfor

0,0



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Papua
Selatan

Kab. Merauke 0,0

Provinsi Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0

Provinsi Papua
Barat Daya

Kota Sorong 0,0

01.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 36.003,0

01.EBA.962 Layanan Umum 000 - Bukan
Tematik

36.003,0

711 - Penatakelolaan Direktorat

Kesiapsiagaan

36.003,0

Pusat Pusat 36.003,0

02 Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria

dan rencana pengembangan serta evaluasi di

bidang siaga dan latihan pencarian dan

pertolongan

1.510.536,0

02.AEA Koordinasi 1.202.637,0

02.AEA.001 Latihan SAR 1.202.637,0

711 - Pelaksanaan Latihan SAR Kantor

Pusat

1.202.637,0

Pusat Pusat 1.202.637,0

712 - Pelaksanaan Latihan SAR Kantor SAR 0,0

Provinsi Aceh Kota Banda
Aceh

0,0

Provinsi
Sumatera Utara

Kota Medan 0,0

Provinsi
Sumatera Utara

Kota
Gunungsitoli

0,0

Provinsi
Sumatera Barat

Kab. Kepulauan
Mentawai

0,0

Provinsi
Sumatera Barat

Kota Padang 0,0

Provinsi Riau Kota Pekanbaru 0,0

Provinsi Jambi Kota Jambi 0,0



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota
Palembang

0,0

Provinsi
Bengkulu

Kota Bengkulu 0,0

Provinsi
Lampung

Kota Bandar
Lampung

0,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka Belitung

Kota Pangkal
Pinang

0,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kab. Natuna 0,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kota Tanjung
Pinang

0,0

Provinsi Jawa
Barat

Kota Bandung 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kab. Cilacap 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kota Semarang 0,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Kota Yogyakarta 0,0

Provinsi Jawa
Timur

Kota Surabaya 0,0

Provinsi Banten Kab. Serang 0,0

Provinsi Banten Kota Tangerang 0,0

Provinsi Bali Kota Denpasar 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Kota Mataram 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kab. Sikka 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kota Kupang 0,0

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kota Pontianak 0,0



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kota
Palangkaraya

0,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

0,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

0,0

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kota Tarakan 0,0

Provinsi
Sulawesi Utara

Kota Manado 0,0

Provinsi
Sulawesi Tengah

Kota Palu 0,0

Provinsi
Sulawesi Selatan

Kota Makassar 0,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 0,0

Provinsi
Gorontalo

Kota Gorontalo 0,0

Provinsi
Sulawesi Barat

Kab. Mamuju 0,0

Provinsi Maluku Kota Ambon 0,0

Provinsi Maluku
Utara

Kota Ternate 0,0

Provinsi Papua
Barat

Kab. Manokwari 0,0

Provinsi Papua
Barat Daya

Kota Sorong 0,0

Provinsi Papua
Selatan

Kab. Merauke 0,0

Provinsi Papua Kab. Jayapura 0,0

Provinsi Papua Kab. Biak
Numfor

0,0



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0

02.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 307.899,0

02.AFA.001 Perencanaan dan Standardisasi Kesiapsiagaan

SAR

307.899,0

711 - Penyusunan Rencana dan

Pengembangan Kesiapsiagaan SAR

139.000,0

Pusat Pusat 139.000,0

712 - Penyusunan Standardisasi

Kesiapsiagaan SAR

168.899,0

Pusat Pusat 168.899,0

Total 11.811.750,0

KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

01 Terwujudnya pelaksanaan siaga dan latihan sesuai dengan

prosedur yang telah ditetapkan

10.301.214,0 53.535.139,0 56.611.618,0 59.064.658,0

01.BAH Pelayanan Publik Lainnya layanan 5.000,0 0,0 0,0 0,0

01.BAH.001 Pelayanan Publik Bidang Kesiapsiagaan SAR 1 layanan 5.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

01.BAH.001.711 Survey IKM pada Layanan Kesiapsiagaan SAR 1,0 Layanan 5.000,0 5.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat laporan 10.260.211,0 53.535.139,0 56.611.618,0 59.064.658,0

01.BKA.001 Siaga SAR 4 laporan 10.260.211,0 140 145.003 140 49.021.367,0 51.985.426,0 54.423.825,0

01.BKA.001.711 Pelaksanaan Siaga SAR Kantor SAR 0,0 Laporan NaN 0,0 130,0 135,0 130,0 29.971.770,0 31.893.349,0 33.104.643,0

01.BKA.001.712 Pelaksanaan Siaga SAR Kantor Pusat 0,0 Laporan Infinity 10.260.211,0 10,0 10,0 10,0 19.049.597,0 20.092.077,0 21.319.182,0

01.BKA.U01 Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR untuk Wilayah

Barat

0 laporan 0,0 21 22 22 2.115.300,0 2.227.720,0 2.242.361,0

01.BKA.U01.052 Pelaksanaan Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR

untuk Wilayah Barat

0,0 Laporan NaN 0,0 21,0 22,0 21,0 2.115.300,0 2.227.720,0 2.242.361,0

01.BKA.U02 Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR untuk Wilayah

Tengah

0 laporan 0,0 13 13 13 1.459.274,0 1.459.274,0 1.459.274,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

01.BKA.U02.052 Pelaksanaan Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR

untuk Wilayah Tengah

250.001,0 Laporan 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 1.459.274,0 1.459.274,0 1.459.274,0

01.BKA.U03 Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR untuk Wilayah

Timur

0 laporan 0,0 8 8 8 939.198,0 939.198,0 939.198,0

01.BKA.U03.052 Pelaksanaan Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR

untuk Wilayah Timur

0,0 Laporan NaN 0,0 8,0 8,0 8,0 939.198,0 939.198,0 939.198,0

01.BKA.U07 Siaga SAR Khusus Nataru di Kantor SAR untuk Wilayah

Barat

0 laporan 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

01.BKA.U07.052 Pelaksanaan Siaga SAR Khusus Nataru di Kantor SAR

untuk Wilayah Barat

0,0 Laporan NaN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BKA.U08 Siaga SAR Khusus Nataru di Kantor SAR untuk Wilayah

Tengah

0 laporan 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

01.BKA.U08.052 Pelaksanaan Siaga SAR Khusus Nataru di Kantor SAR

untuk Wilayah Tengah

0,0 Laporan NaN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BKA.U09 Siaga SAR Khusus Nataru di Kantor SAR untuk Wilayah

Timur

0 laporan 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

01.BKA.U09.052 Pelaksanaan Siaga SAR Khusus Nataru di Kantor SAR

untuk Wilayah Timur

0,0 Laporan NaN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan/ Laporan/
Dokumen/ Rekomendasi/
Unit

36.003,0 0,0 0,0 0,0

01.EBA.962 Layanan Umum 3 Dokumen 36.003,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

01.EBA.962.711 Penatakelolaan Direktorat Kesiapsiagaan 3,0 Dokumen 12.001,0 36.003,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02 Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria dan rencana

pengembangan serta evaluasi di bidang siaga dan latihan

pencarian dan pertolongan

1.510.536,0 25.811.591,0 22.191.885,0 25.041.390,0

02.AEA Koordinasi kegiatan 1.202.637,0 16.761.591,0 13.366.885,0 16.691.390,0

02.AEA.001 Latihan SAR 1 kegiatan 1.202.637,0 67 66 60 16.761.591,0 13.366.885,0 16.691.390,0

02.AEA.001.711 Pelaksanaan Latihan SAR Kantor Pusat 0,0 Kegiatan Infinity 1.202.637,0 12,0 11,0 12,0 10.500.000,0 7.650.000,0 11.325.000,0

02.AEA.001.712 Pelaksanaan Latihan SAR Kantor SAR 0,0 Kegiatan NaN 0,0 55,0 55,0 48,0 6.261.591,0 5.716.885,0 5.366.390,0

02.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria NSPK/ Rancangan
Standar/ Pedoman/
Standar

307.899,0 9.050.000,0 8.825.000,0 8.350.000,0

02.AFA.001 Perencanaan dan Standardisasi Kesiapsiagaan SAR 4 NSPK 307.899,0 10 7 10 9.050.000,0 8.825.000,0 8.350.000,0



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

02.AFA.001.711 Penyusunan Rencana dan Pengembangan

Kesiapsiagaan SAR

3,0 NSPK 46.333,3 139.000,0 7,0 4,0 7,0 6.675.000,0 6.900.000,0 6.100.000,0

02.AFA.001.712 Penyusunan Standardisasi Kesiapsiagaan SAR 1,0 NSPK 168.899,0 168.899,0 3,0 3,0 3,0 2.375.000,0 1.925.000,0 2.250.000,0

Total 11.811.750,0 - - - 79.346.730,0 78.803.503,0 84.106.048,0

KODE SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN
JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

01 Terwujudnya pelaksanaan siaga dan latihan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan 10.301.214,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.301.214,0

01.BAH Pelayanan Publik Lainnya 5.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

01.BAH.001 Pelayanan Publik Bidang Kesiapsiagaan SAR 5.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

01.BAH.001.711 Survey IKM pada Layanan Kesiapsiagaan SAR Utama 5.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

01.BKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat 10.260.211,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.260.211,0

01.BKA.001 Siaga SAR 10.260.211,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.260.211,0

01.BKA.001.711 Pelaksanaan Siaga SAR Kantor SAR Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BKA.001.712 Pelaksanaan Siaga SAR Kantor Pusat Utama 10.260.211,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.260.211,0

01.BKA.U01 Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR untuk Wilayah Barat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BKA.U01.052 Pelaksanaan Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR untuk Wilayah Barat Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BKA.U02 Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR untuk Wilayah Tengah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BKA.U02.052 Pelaksanaan Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR untuk Wilayah Tengah Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BKA.U03 Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR untuk Wilayah Timur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BKA.U03.052 Pelaksanaan Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR untuk Wilayah Timur Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BKA.U07 Siaga SAR Khusus Nataru di Kantor SAR untuk Wilayah Barat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BKA.U07.052 Pelaksanaan Siaga SAR Khusus Nataru di Kantor SAR untuk Wilayah Barat Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BKA.U08 Siaga SAR Khusus Nataru di Kantor SAR untuk Wilayah Tengah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BKA.U08.052 Pelaksanaan Siaga SAR Khusus Nataru di Kantor SAR untuk Wilayah Tengah Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BKA.U09 Siaga SAR Khusus Nataru di Kantor SAR untuk Wilayah Timur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BKA.U09.052 Pelaksanaan Siaga SAR Khusus Nataru di Kantor SAR untuk Wilayah Timur Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 36.003,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36.003,0

01.EBA.962 Layanan Umum 36.003,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36.003,0

C. SUMBER PENDANAAN



KODE SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN
JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

01.EBA.962.711 Penatakelolaan Direktorat Kesiapsiagaan Utama 36.003,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36.003,0

02 Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria dan rencana pengembangan serta evaluasi

di bidang siaga dan latihan pencarian dan pertolongan

1.510.536,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.510.536,0

02.AEA Koordinasi 1.202.637,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.202.637,0

02.AEA.001 Latihan SAR 1.202.637,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.202.637,0

02.AEA.001.711 Pelaksanaan Latihan SAR Kantor Pusat Utama 1.202.637,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.202.637,0

02.AEA.001.712 Pelaksanaan Latihan SAR Kantor SAR Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 307.899,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 307.899,0

02.AFA.001 Perencanaan dan Standardisasi Kesiapsiagaan SAR 307.899,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 307.899,0

02.AFA.001.711 Penyusunan Rencana dan Pengembangan Kesiapsiagaan SAR Utama 139.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139.000,0

02.AFA.001.712 Penyusunan Standardisasi Kesiapsiagaan SAR Utama 168.899,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 168.899,0

Total 11.811.750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.811.750,0

Jakarta, 01 Agustus 2025
Sekretaris Utama

Dr. ABDUL HARIS ACHADI S.H., DESS.
NIP. 196609241992031001



REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
TARGET

2026

ALOKASI 2026

(RIBU)

01 Meningkatnya kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan 7.561.105,0

01.01 Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan 100

01.02 Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan

pertolongan

3

02 Meningkatnya efektivitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan 0,0

02.01 Persentase peningkatan keterlibatan potensi pencarian dan pertolongan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan 100

02.02 Persentase pelaksanaan kegiatan pelatihan teknis potensi pencarian dan pertolongan 100

03 Tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan Manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan 1.550.000,0

03.01 Persentase dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan Manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan

pertolongan

100

Total 9.111.105,0

KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

01 Meningkatnya kompetensi

teknis ASN serta kompetensi

teknis potensi pencarian dan

pertolongan

7.561.105,0

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN SAR NASIONAL

:2. PROGRAM BM - Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana

:3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya kualitas SDM tenaga pencarian dan pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
02 - Meningkatnya kualitas SDM potensi pencarian dan pertolongan

:4. KEGIATAN 6931 - Pengelolaan Diklat SAR

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) 12 - Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

01.BAH Pelayanan Publik Lainnya 13.510,0

01.BAH.001 Pelayanan Publik Bidang

Pelatihan SDM SAR

000 - Bukan
Tematik

13.510,0

811 - Survey IKM pada

Layanan Pelatihan

Potensi SAR

13.510,0

Pusat Pusat 13.510,0

01.BDC Fasilitasi dan Pembinaan

Masyarakat

449.500,0

01.BDC.001 Pelatihan Dasar Potensi SAR

di Permukaan Air untuk

Wilayah Barat (36 JP)

000 - Bukan
Tematik

238.000,0

052 - Pelaksanaan

Pelatihan Dasar Potensi

SAR di Permukaan Air

untuk Wilayah Barat (36

JP)

238.000,0

Pusat Pusat 238.000,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota Medan 0,0

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab.
Kepulauan
Mentawai

0,0

Provinsi Riau Kota
Pekanbaru

0,0

Provinsi
Bengkulu

Kota
Bengkulu

0,0

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Natuna 0,0

Provinsi
Jawa Barat

Kota Bandung 0,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kota
Semarang

0,0

Provinsi
Jawa Timur

Kota
Surabaya

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Banten

Kab. Serang 0,0

01.BDC.002 Pelatihan Dasar Potensi SAR

di Permukaan Air untuk

Wilayah Tengah (36 JP)

000 - Bukan
Tematik

133.000,0

052 - Pelaksanaan

Pelatihan Dasar Potensi

SAR di Permukaan Air

untuk Wilayah Tengah

(36 JP)

133.000,0

Pusat Pusat 133.000,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kota
Mataram

0,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

0,0

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kota Manado 0,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota
Makassar

0,0

01.BDC.003 Pelatihan Dasar Potensi SAR

di Permukaan Air untuk

Wilayah Timur (36 JP)

000 - Bukan
Tematik

78.500,0

052 - Pelaksanaan

Pelatihan Dasar Potensi

SAR di Permukaan Air

untuk Wilayah Timur (36

JP)

78.500,0

Pusat Pusat 78.500,0

Provinsi
Maluku

Kota Ambon 0,0

Provinsi
Papua

Kab. Biak
Numfor

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

01.BDC.004 Pelatihan Dasar Potensi SAR

di Ketinggian untuk Wilayah

Barat (36 JP)

000 - Bukan
Tematik

0,0

052 - Pelaksanaan

Pelatihan Dasar Potensi

SAR di Ketinggian untuk

Wilayah Barat (36 JP)

0,0

Pusat Pusat 0,0

Provinsi Riau Kota
Pekanbaru

0,0

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Natuna 0,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kota
Semarang

0,0

Provinsi
Jawa Timur

Kota
Surabaya

0,0

Provinsi
Banten

Kab. Serang 0,0

01.BDC.005 Pelatihan Dasar Potensi SAR

di Ketinggian untuk Wilayah

Tengah (36 JP)

000 - Bukan
Tematik

0,0

052 - Pelaksanaan

Pelatihan Dasar Potensi

SAR di Ketinggian untuk

Wilayah Tengah (36 JP)

0,0

Pusat Pusat 0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kota
Mataram

0,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

0,0

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kota Manado 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota
Makassar

0,0

01.BDC.006 Pelatihan Dasar Potensi SAR

di Ketinggian untuk Wilayah

Timur (36 JP)

000 - Bukan
Tematik

0,0

052 - Pelaksanaan

Pelatihan Dasar Potensi

SAR di Ketinggian untuk

Wilayah Timur (36 JP)

0,0

Pusat Pusat 0,0

Provinsi
Maluku

Kota Ambon 0,0

Provinsi
Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0

01.BDC.007 Pelatihan Dasar Potensi SAR

di Gunung dan Hutan untuk

Wilayah Barat (36 JP)

000 - Bukan
Tematik

0,0

052 - Pelaksanaan

Pelatihan Dasar Potensi

SAR di Gunung dan

Hutan untuk Wilayah

Barat (36 JP)

0,0

Pusat Pusat 0,0

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Natuna 0,0

Provinsi
Jawa Barat

Kota Bandung 0,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kab. Cilacap 0,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kota
Semarang

0,0

Provinsi
Jawa Timur

Kota
Surabaya

0,0

Provinsi
Banten

Kab. Serang 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

01.BDC.008 Pelatihan Dasar Potensi SAR

di Gunung dan Hutan untuk

Wilayah Tengah (36 JP)

000 - Bukan
Tematik

0,0

052 - Pelaksanaan

Pelatihan Dasar Potensi

SAR di Gunung dan

Hutan untuk Wilayah

Tengah (36 JP)

0,0

Pusat Pusat 0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kota
Mataram

0,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

0,0

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kota Manado 0,0

01.BDC.009 Pelatihan Dasar Potensi SAR

di Gunung dan Hutan untuk

Wilayah Timur (36 JP)

000 - Bukan
Tematik

0,0

052 - Pelaksanaan

Pelatihan Dasar Potensi

SAR di Gunung dan

Hutan untuk Wilayah

Timur (36 JP)

0,0

Pusat Pusat 0,0

Provinsi
Maluku

Kota Ambon 0,0

Provinsi
Maluku
Utara

Kota Ternate 0,0

01.BDC.010 Pelatihan Dasar Potensi SAR

Medical First Responder

untuk Wilayah Barat (36 JP)

000 - Bukan
Tematik

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

052 - Pelaksanaan

Pelatihan Dasar Potensi

SAR Medical First

Responder untuk

Wilayah Barat (36 JP)

0,0

Pusat Pusat 0,0

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab.
Kepulauan
Mentawai

0,0

Provinsi Riau Kota
Pekanbaru

0,0

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Natuna 0,0

Provinsi
Jawa Barat

Kota Bandung 0,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kab. Cilacap 0,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kota
Semarang

0,0

Provinsi
Banten

Kab. Serang 0,0

01.BDC.011 Pelatihan Dasar Potensi SAR

Medical First Responder

untuk Wilayah Tengah (36

JP)

000 - Bukan
Tematik

0,0

052 - Pelaksanaan

Pelatihan Dasar Potensi

SAR Medical First

Responder untuk

Wilayah Tengah (36 JP)

0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kota
Mataram

0,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kota Manado 0,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota
Makassar

0,0

01.BDC.012 Pelatihan Dasar Potensi SAR

Medical First Responder

untuk Wilayah Timur (36 JP)

000 - Bukan
Tematik

0,0

052 - Pelaksanaan

Pelatihan Dasar Potensi

SAR Medical First

Responder untuk

Wilayah Timur (36 JP)

0,0

Provinsi
Maluku

Kota Ambon 0,0

Provinsi
Maluku
Utara

Kota Ternate 0,0

Provinsi
Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0

01.CAP Sarana Bidang

Penanggulangan Bencana

0,0

01.CAP.001 Sarana Pelatihan SDM

Pencarian dan Pertolongan

000 - Bukan
Tematik

0,0

811 - Pengadaan Sarana

Pelatihan SDM Pencarian

dan Pertolongan

0,0

Pusat Pusat 0,0

01.CAP.002 Peralatan Pelatihan SDM

Pencarian dan Pertolongan

000 - Bukan
Tematik

0,0

812 - Pengadaan

Peralatan Pelatihan SDM

Pencarian dan

Pertolongan

0,0

Pusat Pusat 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

01.DCK Pelatihan Bidang Pencarian,

Pertolongan, dan Penanganan

Bencana

7.098.095,0

01.DCK.001 Diklat SAR 000 - Bukan
Tematik

7.098.095,0

811 - Pelaksanaan Diklat

SAR (RM)

6.154.255,0

Pusat Pusat 3.400.000,0

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Bogor 2.754.255,0

812 - Pelaksanaan Diklat

SAR (PNBP)

943.840,0

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Bogor 943.840,0

01.DCK.U01 Diklat Dasar SAR untuk

Jabatan Rescuer

000 - Bukan
Tematik

0,0

052 - Pelaksanaan Diklat

Dasar SAR untuk Jabatan

Rescuer

0,0

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Bogor 0,0

01.DCK.U02 Diklat Dasar SAR untuk

Jabatan Non Rescuer

000 - Bukan
Tematik

0,0

052 - Pelaksanaan Diklat

Dasar SAR untuk Jabatan

Non Rescuer

0,0

Pusat Pusat 0,0

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Bogor 0,0

01.DCK.U03 Diklat Perencanaan Operasi

SAR

000 - Bukan
Tematik

0,0

052 - Pelaksanaan Diklat

Perencanaan Operasi

SAR

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Pusat Pusat 0,0

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Bogor 0,0

01.DCK.U04 Diklat SAR di Permukaan Air 000 - Bukan
Tematik

0,0

052 - Pelaksanaan Diklat

SAR di Permukaan Air

0,0

Pusat Pusat 0,0

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Bogor 0,0

01.DCK.U05 Diklat SAR di Bangunan

Runtuh

000 - Bukan
Tematik

0,0

052 - Pelaksanaan Diklat

SAR di Bangunan Runtuh

0,0

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Bogor 0,0

01.DCK.U06 Diklat Teknisi Komunikasi

SAR

000 - Bukan
Tematik

0,0

052 - Pelaksanaan Diklat

Teknisi Komunikasi SAR

0,0

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Bogor 0,0

01.DCK.U07 Diklat Medical First

Responder

000 - Bukan
Tematik

0,0

052 - Pelaksanaan Diklat

Medical First Responder

0,0

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Bogor 0,0

01.QDC Fasilitasi dan Pembinaan

Masyarakat

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

01.QDC.U04 Pelatihan Teknis Potensi SAR

di Ketinggian untuk Wilayah

Barat (72 JP) (Prioritas

Nasional)

Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan Meningkatkan
Lapangan Kerja yang Berkualitas,
Mendorong Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri Kreatif
serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra
Produksi melalui Peran Aktif
Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Peningkatan
SDM Pencarian
dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

0,0

052 - Pelaksanaan

Pelatihan Teknis Potensi

SAR di Ketinggian untuk

Wilayah Barat (72 JP)

(Prioritas Nasional)

0,0

Pusat Pusat 0,0

Provinsi
Aceh

Kota Banda
Aceh

0,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota Medan 0,0

Provinsi
Sumatera
Barat

Kota Padang 0,0

Provinsi Riau Kota
Pekanbaru

0,0

Provinsi
Jambi

Kota Jambi 0,0

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Natuna 0,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kota
Semarang

0,0

Provinsi
Banten

Kab. Serang 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

01.QDC.U05 Pelatihan Teknis Potensi SAR

di Ketinggian untuk Wilayah

Tengah (72 JP) (Prioritas

Nasional)

Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan Meningkatkan
Lapangan Kerja yang Berkualitas,
Mendorong Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri Kreatif
serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra
Produksi melalui Peran Aktif
Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Peningkatan
SDM Pencarian
dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

0,0

052 - Pelaksanaan

Pelatihan Teknis Potensi

SAR di Ketinggian untuk

Wilayah Tengah (72 JP)

(Prioritas Nasional)

0,0

Pusat Pusat 0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kota
Mataram

0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kota Kupang 0,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

0,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

0,0

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kota Tarakan 0,0

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kota Palu 0,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota
Makassar

0,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Gorontalo

Kota
Gorontalo

0,0

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju 0,0

01.QDC.U06 Pelatihan Teknis Potensi SAR

di Ketinggian untuk Wilayah

Timur (72 JP) (Prioritas

Nasional)

Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan Meningkatkan
Lapangan Kerja yang Berkualitas,
Mendorong Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri Kreatif
serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra
Produksi melalui Peran Aktif
Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Peningkatan
SDM Pencarian
dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

0,0

052 - Pelaksanaan

Pelatihan Teknis Potensi

SAR di Ketinggian untuk

Wilayah Timur (72 JP)

(Prioritas Nasional)

0,0

Pusat Pusat 0,0

Provinsi
Maluku

Kota Ambon 0,0

Provinsi
Maluku
Utara

Kota Ternate 0,0

Provinsi
Papua

Kab. Jayapura 0,0

Provinsi
Papua

Kab. Biak
Numfor

0,0

Provinsi
Papua
Selatan

Kab. Merauke 0,0

Provinsi
Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

01.QDC.U07 Pelatihan Teknis Potensi SAR

di Gunung dan Hutan untuk

Wilayah Barat (72 JP)

(Prioritas Nasional)

Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan Meningkatkan
Lapangan Kerja yang Berkualitas,
Mendorong Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri Kreatif
serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra
Produksi melalui Peran Aktif
Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Peningkatan
SDM Pencarian
dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

0,0

052 - Pelaksanaan

Pelatihan Teknis Potensi

SAR di Gunung dan

Hutan untuk Wilayah

Barat (72 JP) (Prioritas

Nasional)

0,0

Pusat Pusat 0,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota
Gunungsitoli

0,0

Provinsi Riau Kota
Pekanbaru

0,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota
Palembang

0,0

Provinsi
Bengkulu

Kota
Bengkulu

0,0

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Natuna 0,0

Provinsi
Jawa Barat

Kota Bandung 0,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kota
Semarang

0,0

Provinsi
Banten

Kab. Serang 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

01.QDC.U10 Pelatihan Teknis Potensi SAR

Medical First Responder

untuk Wilayah Barat (72 JP)

(Prioritas Nasional)

Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan Meningkatkan
Lapangan Kerja yang Berkualitas,
Mendorong Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri Kreatif
serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra
Produksi melalui Peran Aktif
Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Peningkatan
SDM Pencarian
dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

0,0

052 - Pelaksanaan

Pelatihan Teknis Potensi

SAR Medical First

Responder untuk

Wilayah Barat (72 JP)

(Prioritas Nasional)

0,0

Pusat Pusat 0,0

Provinsi
Aceh

Kota Banda
Aceh

0,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota
Gunungsitoli

0,0

Provinsi Riau Kota
Pekanbaru

0,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota
Palembang

0,0

Provinsi
Bengkulu

Kota
Bengkulu

0,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung

Kota Pangkal
Pinang

0,0

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Natuna 0,0

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kota Tanjung
Pinang

0,0

Provinsi
Jawa Barat

Kota Bandung 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Jawa Tengah

Kab. Cilacap 0,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kota
Semarang

0,0

Provinsi
Jawa Timur

Kota
Surabaya

0,0

Provinsi
Banten

Kab. Serang 0,0

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kota
Pontianak

0,0

01.QDC.U11 Pelatihan Teknis Potensi SAR

Medical First Responder

untuk Wilayah Tengah (72

JP) (Prioritas Nasional)

Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan Meningkatkan
Lapangan Kerja yang Berkualitas,
Mendorong Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri Kreatif
serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra
Produksi melalui Peran Aktif
Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Peningkatan
SDM Pencarian
dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

0,0

052 - Pelaksanaan

Pelatihan Teknis Potensi

SAR Medical First

Responder untuk

Wilayah Tengah (72 JP)

(Prioritas Nasional)

0,0

Pusat Pusat 0,0

Provinsi Bali Kota
Denpasar

0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kota
Mataram

0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kota Kupang 0,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

0,0

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kota Tarakan 0,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota
Makassar

0,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 0,0

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju 0,0

01.QDC.U12 Pelatihan Teknis Potensi SAR

Medical First Responder

untuk Wilayah Timur (72 JP)

(Prioritas Nasional)

Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan Meningkatkan
Lapangan Kerja yang Berkualitas,
Mendorong Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri Kreatif
serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra
Produksi melalui Peran Aktif
Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Peningkatan
SDM Pencarian
dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

0,0

052 - Pelaksanaan

Pelatihan Teknis Potensi

SAR Medical First

Responder untuk

Wilayah Timur (72 JP)

(Prioritas Nasional)

0,0

Pusat Pusat 0,0

Provinsi
Maluku

Kota Ambon 0,0

Provinsi
Papua Barat

Kab.
Manokwari

0,0

Provinsi
Papua

Kab. Biak
Numfor

0,0

Provinsi
Papua
Selatan

Kab. Merauke 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0

01.RBH Prasarana Bidang

Pengendalian Bencana

0,0

01.RBH.001 Prasarana Pelatihan SDM

Pencarian dan Pertolongan

(Prioritas Nasional)

Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan Meningkatkan
Lapangan Kerja yang Berkualitas,
Mendorong Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri Kreatif
serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra
Produksi melalui Peran Aktif
Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

0,0

811 - Pengadaan

Prasarana Pelatihan SDM

Pencarian dan

Pertolongan (Prioritas

Nasional)

0,0

Pusat Pusat 0,0

812 - Pembangunan

Prasarana Pelatihan SDM

Pencarian dan

Pertolongan (Prioritas

Nasional)

0,0

Pusat Pusat 0,0

02 Meningkatnya efektivitas

pengelolaan potensi pencarian

dan pertolongan

0,0

02.QDC Fasilitasi dan Pembinaan

Masyarakat

0,0

02.QDC.U01 Pelatihan Teknis Potensi SAR

di Permukaan Air untuk

Wilayah Barat (72 JP)

(Prioritas Nasional)

Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan Meningkatkan
Lapangan Kerja yang Berkualitas,
Mendorong Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri Kreatif
serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra
Produksi melalui Peran Aktif
Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Peningkatan
SDM Pencarian
dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

052 - Pelaksanaan

Pelatihan Teknis Potensi

SAR di Permukaan Air

untuk Wilayah Barat (72

JP) (Prioritas Nasional)

0,0

Pusat Pusat 0,0

Provinsi
Aceh

Kota Banda
Aceh

0,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota Medan 0,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota
Gunungsitoli

0,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota
Palembang

0,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung

Kota Pangkal
Pinang

0,0

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Natuna 0,0

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kota Tanjung
Pinang

0,0

Provinsi
Jawa Barat

Kota Bandung 0,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kab. Cilacap 0,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kota
Semarang

0,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Kota
Yogyakarta

0,0

Provinsi
Jawa Timur

Kota
Surabaya

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Banten

Kab. Serang 0,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kota
Palangkaraya

0,0

02.QDC.U02 Pelatihan Teknis Potensi SAR

di Permukaan Air untuk

Wilayah Tengah (72 JP)

(Prioritas Nasional)

Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan Meningkatkan
Lapangan Kerja yang Berkualitas,
Mendorong Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri Kreatif
serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra
Produksi melalui Peran Aktif
Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Peningkatan
SDM Pencarian
dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

0,0

052 - Pelaksanaan

Pelatihan Teknis Potensi

SAR di Permukaan Air

untuk Wilayah Tengah

(72 JP) (Prioritas

Nasional)

0,0

Pusat Pusat 0,0

Provinsi Bali Kota
Denpasar

0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kota
Mataram

0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Sikka 0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kota Kupang 0,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

0,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kota Palu 0,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota
Makassar

0,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 0,0

02.QDC.U03 Pelatihan Teknis Potensi SAR

di Permukaan Air untuk

Wilayah Timur (72 JP)

(Prioritas Nasional)

Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan Meningkatkan
Lapangan Kerja yang Berkualitas,
Mendorong Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri Kreatif
serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra
Produksi melalui Peran Aktif
Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Peningkatan
SDM Pencarian
dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

0,0

052 - Pelaksanaan

Pelatihan Teknis Potensi

SAR di Permukaan Air

untuk Wilayah Timur (72

JP) (Prioritas Nasional)

0,0

Pusat Pusat 0,0

Provinsi
Maluku

Kota Ambon 0,0

Provinsi
Papua
Selatan

Kab. Merauke 0,0

Provinsi
Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0

Provinsi
Papua Barat
Daya

Kota Sorong 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

02.QDC.U08 Pelatihan Teknis Potensi SAR

di Gunung dan Hutan untuk

Wilayah Tengah (72 JP)

(Prioritas Nasional)

Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan Meningkatkan
Lapangan Kerja yang Berkualitas,
Mendorong Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri Kreatif
serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra
Produksi melalui Peran Aktif
Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Peningkatan
SDM Pencarian
dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

0,0

052 - Pelaksanaan

Pelatihan Teknis Potensi

SAR di Gunung dan

Hutan untuk Wilayah

Tengah (72 JP) (Prioritas

Nasional)

0,0

Pusat Pusat 0,0

Provinsi Bali Kota
Denpasar

0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kota
Mataram

0,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

0,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

0,0

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kota Palu 0,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota
Makassar

0,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 0,0

Provinsi
Gorontalo

Kota
Gorontalo

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju 0,0

02.QDC.U09 Pelatihan Teknis Potensi SAR

di Gunung dan Hutan untuk

Wilayah Timur (72 JP)

(Prioritas Nasional)

Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan Meningkatkan
Lapangan Kerja yang Berkualitas,
Mendorong Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri Kreatif
serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra
Produksi melalui Peran Aktif
Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Peningkatan
SDM Pencarian
dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

0,0

052 - Pelaksanaan

Pelatihan Teknis Potensi

SAR di Gunung dan

Hutan untuk Wilayah

Timur (72 JP) (Prioritas

Nasional)

0,0

Pusat Pusat 0,0

Provinsi
Maluku

Kota Ambon 0,0

Provinsi
Papua
Selatan

Kab. Merauke 0,0

03 Tersedianya norma, standar,

prosedur dan kriteria bidang

pelatihan kompetensi teknis

dan Manajerial ASN serta

kompetensi teknis potensi

pencarian dan pertolongan

1.550.000,0

03.AFA Norma, Standard, Prosedur

dan Kriteria

1.550.000,0

03.AFA.001 Perencanaan dan

Standardisasi Diklat SAR

000 - Bukan
Tematik

1.550.000,0

811 - Penyusunan

Rencana dan

Pengembangan Diklat

SAR

750.000,0

Pusat Pusat 750.000,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

812 - Penyusunan

Standardisasi Diklat SAR

800.000,0

Pusat Pusat 800.000,0

Total 9.111.105,0

KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

01 Meningkatnya kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis

potensi pencarian dan pertolongan

7.561.105,0 73.177.183,0 103.830.343,0 109.180.429,0

01.BAH Pelayanan Publik Lainnya layanan 13.510,0 25.000,0 25.000,0 25.000,0

01.BAH.001 Pelayanan Publik Bidang Pelatihan SDM SAR 1 layanan 13.510,0 1 1 1 25.000,0 25.000,0 25.000,0

01.BAH.001.811 Survey IKM pada Layanan Pelatihan Potensi SAR 1,0 Layanan 13.510,0 13.510,0 1,0 1,0 1,0 25.000,0 25.000,0 25.000,0

01.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Orang 449.500,0 12.130.490,0 11.596.650,0 13.074.486,0

01.BDC.001 Pelatihan Dasar Potensi SAR di Permukaan Air untuk Wilayah

Barat (36 JP)

200 Orang 238.000,0 430 450 450 1.707.960,0 1.787.400,0 1.787.400,0

01.BDC.001.052 Pelaksanaan Pelatihan Dasar Potensi SAR di Permukaan

Air untuk Wilayah Barat (36 JP)

200,0 Orang 1.190,0 238.000,0 450,0 450,0 450,0 1.707.960,0 1.787.400,0 1.787.400,0

01.BDC.002 Pelatihan Dasar Potensi SAR di Permukaan Air untuk Wilayah

Tengah (36 JP)

100 Orang 133.000,0 260 260 360 1.281.000,0 1.281.000,0 1.931.000,0

01.BDC.002.052 Pelaksanaan Pelatihan Dasar Potensi SAR di Permukaan

Air untuk Wilayah Tengah (36 JP)

100,0 Orang 1.330,0 133.000,0 260,0 260,0 360,0 1.281.000,0 1.281.000,0 1.931.000,0

01.BDC.003 Pelatihan Dasar Potensi SAR di Permukaan Air untuk Wilayah

Timur (36 JP)

50 Orang 78.500,0 250 200 250 1.245.800,0 1.047.200,0 1.245.800,0

01.BDC.003.052 Pelaksanaan Pelatihan Dasar Potensi SAR di Permukaan

Air untuk Wilayah Timur (36 JP)

50,0 Orang 1.570,0 78.500,0 250,0 200,0 250,0 1.245.800,0 1.047.200,0 1.245.800,0

01.BDC.004 Pelatihan Dasar Potensi SAR di Ketinggian untuk Wilayah

Barat (36 JP)

0 Orang 0,0 280 250 200 1.112.160,0 993.000,0 794.400,0

01.BDC.004.052 Pelaksanaan Pelatihan Dasar Potensi SAR di Ketinggian

untuk Wilayah Barat (36 JP)

0,0 Orang NaN 0,0 280,0 250,0 200,0 1.112.160,0 993.000,0 794.400,0

01.BDC.005 Pelatihan Dasar Potensi SAR di Ketinggian untuk Wilayah

Tengah (36 JP)

0 Orang 0,0 260 210 260 1.341.450,0 1.035.450,0 1.341.450,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

01.BDC.005.052 Pelaksanaan Pelatihan Dasar Potensi SAR di Ketinggian

untuk Wilayah Tengah (36 JP)

0,0 Orang NaN 0,0 260,0 210,0 260,0 1.341.450,0 1.035.450,0 1.341.450,0

01.BDC.006 Pelatihan Dasar Potensi SAR di Ketinggian untuk Wilayah

Timur (36 JP)

0 Orang 0,0 150 150 200 722.200,0 785.400,0 984.000,0

01.BDC.006.052 Pelaksanaan Pelatihan Dasar Potensi SAR di Ketinggian

untuk Wilayah Timur (36 JP)

0,0 Orang NaN 0,0 150,0 150,0 200,0 722.200,0 785.400,0 984.000,0

01.BDC.007 Pelatihan Dasar Potensi SAR di Gunung dan Hutan untuk

Wilayah Barat (36 JP)

0 Orang 0,0 280 300 200 1.112.160,0 1.191.600,0 794.400,0

01.BDC.007.052 Pelaksanaan Pelatihan Dasar Potensi SAR di Gunung dan

Hutan untuk Wilayah Barat (36 JP)

0,0 Orang NaN 0,0 280,0 300,0 200,0 1.112.160,0 1.191.600,0 794.400,0

01.BDC.008 Pelatihan Dasar Potensi SAR di Gunung dan Hutan untuk

Wilayah Tengah (36 JP)

0 Orang 0,0 210 210 260 1.049.850,0 1.049.850,0 1.367.850,0

01.BDC.008.052 Pelaksanaan Pelatihan Dasar Potensi SAR di Gunung dan

Hutan untuk Wilayah Tengah (36 JP)

0,0 Orang NaN 0,0 210,0 210,0 260,0 1.049.850,0 1.049.850,0 1.367.850,0

01.BDC.009 Pelatihan Dasar Potensi SAR di Gunung dan Hutan untuk

Wilayah Timur (36 JP)

0 Orang 0,0 100 150 101 523.600,0 722.200,0 528.836,0

01.BDC.009.052 Pelaksanaan Pelatihan Dasar Potensi SAR di Gunung dan

Hutan untuk Wilayah Timur (36 JP)

0,0 Orang NaN 0,0 100,0 151,0 100,0 523.600,0 722.200,0 528.836,0

01.BDC.010 Pelatihan Dasar Potensi SAR Medical First Responder untuk

Wilayah Barat (36 JP)

0 Orang 0,0 230 150 350 913.560,0 595.800,0 1.390.200,0

01.BDC.010.052 Pelaksanaan Pelatihan Dasar Potensi SAR Medical First

Responder untuk Wilayah Barat (36 JP)

0,0 Orang NaN 0,0 230,0 150,0 350,0 913.560,0 595.800,0 1.390.200,0

01.BDC.011 Pelatihan Dasar Potensi SAR Medical First Responder untuk

Wilayah Tengah (36 JP)

0 Orang 0,0 110 160 160 597.150,0 909.150,0 909.150,0

01.BDC.011.052 Pelaksanaan Pelatihan Dasar Potensi SAR Medical First

Responder untuk Wilayah Tengah (36 JP)

0,0 Orang NaN 0,0 160,0 110,0 160,0 597.150,0 909.150,0 909.150,0

01.BDC.012 Pelatihan Dasar Potensi SAR Medical First Responder untuk

Wilayah Timur (36 JP)

0 Orang 0,0 100 50 0 523.600,0 198.600,0 0,0

01.BDC.012.052 Pelaksanaan Pelatihan Dasar Potensi SAR Medical First

Responder untuk Wilayah Timur (36 JP)

0,0 Orang NaN 0,0 100,0 50,0 0,0 523.600,0 198.600,0 0,0

01.CAP Sarana Bidang Penanggulangan Bencana Unit 0,0 5.150.000,0 5.150.000,0 2.150.000,0

01.CAP.001 Sarana Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan 0 Unit 0,0 3 1 0 3.000.000,0 3.000.000,0 0,0

01.CAP.001.811 Pengadaan Sarana Pelatihan SDM Pencarian dan

Pertolongan

0,0 Unit NaN 0,0 3,0 1,0 0,0 3.000.000,0 3.000.000,0 0,0

01.CAP.002 Peralatan Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan 0 Unit 0,0 43 43 43 2.150.000,0 2.150.000,0 2.150.000,0



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

01.CAP.002.812 Pengadaan Peralatan Pelatihan SDM Pencarian dan

Pertolongan

0,0 Unit NaN 0,0 43,0 43,0 43,0 2.150.000,0 2.150.000,0 2.150.000,0

01.DCK Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan

Bencana

Orang/ Kegiatan 7.098.095,0 19.110.593,0 22.931.743,0 20.431.743,0

01.DCK.001 Diklat SAR 15 Kegiatan 7.098.095,0 269 20 15 11.897.113,0 13.647.113,0 13.647.113,0

01.DCK.001.811 Pelaksanaan Diklat SAR (RM) 14,0 Kegiatan 439.589,6 6.154.255,0 269,0 20,0 15,0 11.897.113,0 13.647.113,0 13.647.113,0

01.DCK.001.812 Pelaksanaan Diklat SAR (PNBP) 1,0 Kegiatan 943.840,0 943.840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.DCK.U01 Diklat Dasar SAR untuk Jabatan Rescuer 0 Orang 0,0 0 2 0 0,0 2.500.000,0 0,0

01.DCK.U01.052 Pelaksanaan Diklat Dasar SAR untuk Jabatan Rescuer 0,0 Orang NaN 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2.500.000,0 0,0

01.DCK.U02 Diklat Dasar SAR untuk Jabatan Non Rescuer 0 Orang 0,0 70 50 50 1.915.640,0 1.391.640,0 1.391.640,0

01.DCK.U02.052 Pelaksanaan Diklat Dasar SAR untuk Jabatan Non Rescuer 0,0 Orang NaN 0,0 70,0 50,0 50,0 1.915.640,0 1.391.640,0 1.391.640,0

01.DCK.U03 Diklat Perencanaan Operasi SAR 30 Orang 0,0 60 105 105 1.120.680,0 1.951.830,0 1.951.830,0

01.DCK.U03.052 Pelaksanaan Diklat Perencanaan Operasi SAR 0,0 Orang NaN 0,0 60,0 105,0 105,0 1.120.680,0 1.951.830,0 1.951.830,0

01.DCK.U04 Diklat SAR di Permukaan Air 0 Orang 0,0 80 40 40 1.796.000,0 1.060.000,0 1.060.000,0

01.DCK.U04.052 Pelaksanaan Diklat SAR di Permukaan Air 0,0 Orang NaN 0,0 80,0 40,0 40,0 1.796.000,0 1.060.000,0 1.060.000,0

01.DCK.U05 Diklat SAR di Bangunan Runtuh 0 Orang 0,0 40 40 40 899.080,0 899.080,0 899.080,0

01.DCK.U05.052 Pelaksanaan Diklat SAR di Bangunan Runtuh 0,0 Orang NaN 0,0 40,0 40,0 40,0 899.080,0 899.080,0 899.080,0

01.DCK.U06 Diklat Teknisi Komunikasi SAR 0 Orang 0,0 40 40 40 711.080,0 711.080,0 711.080,0

01.DCK.U06.052 Pelaksanaan Diklat Teknisi Komunikasi SAR 0,0 Orang NaN 0,0 40,0 40,0 40,0 711.080,0 711.080,0 711.080,0

01.DCK.U07 Diklat Medical First Responder 0 Orang 0,0 40 40 40 771.000,0 771.000,0 771.000,0

01.DCK.U07.052 Pelaksanaan Diklat Medical First Responder 0,0 Orang NaN 0,0 40,0 40,0 40,0 771.000,0 771.000,0 771.000,0

01.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Orang 0,0 13.761.100,0 14.126.950,0 13.499.200,0

01.QDC.U04 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Ketinggian untuk Wilayah

Barat (72 JP) (Prioritas Nasional)

0 Orang 0,0 350 300 400 1.891.550,0 1.718.750,0 2.294.750,0

01.QDC.U04.052 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR di Ketinggian

untuk Wilayah Barat (72 JP) (Prioritas Nasional)

0,0 Orang NaN 0,0 350,0 300,0 400,0 1.891.550,0 1.718.750,0 2.294.750,0

01.QDC.U05 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Ketinggian untuk Wilayah

Tengah (72 JP) (Prioritas Nasional)

0 Orang 0,0 350 300 250 2.140.000,0 1.829.400,0 1.540.600,0

01.QDC.U05.052 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR di Ketinggian

untuk Wilayah Tengah (72 JP) (Prioritas Nasional)

0,0 Orang NaN 0,0 350,0 300,0 250,0 2.140.000,0 1.829.400,0 1.540.600,0

01.QDC.U06 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Ketinggian untuk Wilayah

Timur (72 JP) (Prioritas Nasional)

0 Orang 0,0 300 200 250 2.082.400,0 1.368.800,0 1.725.600,0
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01.QDC.U06.052 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR di Ketinggian

untuk Wilayah Timur (72 JP) (Prioritas Nasional)

0,0 Orang NaN 0,0 300,0 200,0 205,0 2.082.400,0 1.368.800,0 1.725.600,0

01.QDC.U07 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Gunung dan Hutan untuk

Wilayah Barat (72 JP) (Prioritas Nasional)

0 Orang 0,0 330 300 150 1.890.250,0 1.701.750,0 865.500,0

01.QDC.U07.052 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR di Gunung dan

Hutan untuk Wilayah Barat (72 JP) (Prioritas Nasional)

0,0 Orang NaN 0,0 330,0 300,0 150,0 1.890.250,0 1.701.750,0 865.500,0

01.QDC.U10 Pelatihan Teknis Potensi SAR Medical First Responder untuk

Wilayah Barat (72 JP) (Prioritas Nasional)

0 Orang 0,0 630 650 550 3.413.750,0 3.457.500,0 2.856.250,0

01.QDC.U10.052 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR Medical First

Responder untuk Wilayah Barat (72 JP) (Prioritas Nasional)

0,0 Orang NaN 0,0 600,0 600,0 500,0 3.413.750,0 3.457.500,0 2.856.250,0

01.QDC.U11 Pelatihan Teknis Potensi SAR Medical First Responder untuk

Wilayah Tengah (72 JP) (Prioritas Nasional)

0 Orang 0,0 250 350 500 624.000,0 1.248.000,0 2.140.550,0

01.QDC.U11.052 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR Medical First

Responder untuk Wilayah Tengah (72 JP) (Prioritas

Nasional)

0,0 Orang NaN 0,0 100,0 200,0 350,0 624.000,0 1.248.000,0 2.140.550,0

01.QDC.U12 Pelatihan Teknis Potensi SAR Medical First Responder untuk

Wilayah Timur (72 JP) (Prioritas Nasional)

0 Orang 0,0 250 400 300 1.719.150,0 2.802.750,0 2.075.950,0

01.QDC.U12.052 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR Medical First

Responder untuk Wilayah Timur (72 JP) (Prioritas Nasional)

0,0 Orang NaN 0,0 250,0 400,0 300,0 1.719.150,0 2.802.750,0 2.075.950,0

01.RBH Prasarana Bidang Pengendalian Bencana unit 0,0 23.000.000,0 50.000.000,0 60.000.000,0

01.RBH.001 Prasarana Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan

(Prioritas Nasional)

0 unit 0,0 3 3 3 23.000.000,0 50.000.000,0 60.000.000,0

01.RBH.001.811 Pengadaan Prasarana Pelatihan SDM Pencarian dan

Pertolongan (Prioritas Nasional)

0,0 Unit NaN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RBH.001.812 Pembangunan Prasarana Pelatihan SDM Pencarian dan

Pertolongan (Prioritas Nasional)

0,0 Unit NaN 0,0 3,0 3,0 3,0 23.000.000,0 50.000.000,0 60.000.000,0

02 Meningkatnya efektivitas pengelolaan potensi pencarian dan

pertolongan

0,0 10.968.500,0 9.254.700,0 10.829.875,0

02.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Orang 0,0 10.968.500,0 9.254.700,0 10.829.875,0

02.QDC.U01 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Permukaan Air untuk Wilayah

Barat (72 JP) (Prioritas Nasional)

0 Orang 0,0 630 550 551 3.597.250,0 3.151.250,0 3.156.825,0

02.QDC.U01.052 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR di Permukaan

Air untuk Wilayah Barat (72 JP) (Prioritas Nasional)

0,0 Orang NaN 0,0 650,0 550,0 551,0 3.597.250,0 3.151.250,0 3.156.825,0

02.QDC.U02 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Permukaan Air untuk Wilayah

Tengah (72 JP) (Prioritas Nasional)

0 Orang 0,0 450 350 550 2.832.200,0 2.205.400,0 3.435.950,0
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02.QDC.U02.052 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR di Permukaan

Air untuk Wilayah Tengah (72 JP) (Prioritas Nasional)

0,0 Orang NaN 0,0 450,0 350,0 550,0 2.832.200,0 2.205.400,0 3.435.950,0

02.QDC.U03 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Permukaan Air untuk Wilayah

Timur (72 JP) (Prioritas Nasional)

0 Orang 0,0 250 200 250 1.764.350,0 1.378.350,0 1.764.350,0

02.QDC.U03.052 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR di Permukaan

Air untuk Wilayah Timur (72 JP) (Prioritas Nasional)

0,0 Orang NaN 0,0 250,0 200,0 250,0 1.764.350,0 1.378.350,0 1.764.350,0

02.QDC.U08 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Gunung dan Hutan untuk

Wilayah Tengah (72 JP) (Prioritas Nasional)

0 Orang 0,0 350 250 300 2.139.150,0 1.502.150,0 1.837.200,0

02.QDC.U08.052 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR di Gunung dan

Hutan untuk Wilayah Tengah (72 JP) (Prioritas Nasional)

0,0 Orang NaN 0,0 350,0 250,0 300,0 2.139.150,0 1.502.150,0 1.837.200,0

02.QDC.U09 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Gunung dan Hutan untuk

Wilayah Timur (72 JP) (Prioritas Nasional)

0 Orang 0,0 100 150 100 635.550,0 1.017.550,0 635.550,0

02.QDC.U09.052 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR di Gunung dan

Hutan untuk Wilayah Timur (72 JP) (Prioritas Nasional)

0,0 Orang NaN 0,0 100,0 150,0 100,0 635.550,0 1.017.550,0 635.550,0

03 Tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria bidang

pelatihan kompetensi teknis dan Manajerial ASN serta kompetensi

teknis potensi pencarian dan pertolongan

1.550.000,0 2.400.000,0 1.850.000,0 1.650.000,0

03.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria NSPK/ Rancangan
Standar/ Pedoman/
Standar

1.550.000,0 2.400.000,0 1.850.000,0 1.650.000,0

03.AFA.001 Perencanaan dan Standardisasi Diklat SAR 4 NSPK 1.550.000,0 7 5 4 2.400.000,0 1.850.000,0 1.650.000,0

03.AFA.001.811 Penyusunan Rencana dan Pengembangan Diklat SAR 2,0 NSPK 375.000,0 750.000,0 3,0 2,0 2,0 700.000,0 400.000,0 450.000,0

03.AFA.001.812 Penyusunan Standardisasi Diklat SAR 2,0 NSPK 400.000,0 800.000,0 4,0 3,0 2,0 1.700.000,0 1.450.000,0 1.200.000,0

Total 9.111.105,0 - - - 86.545.683,0 114.935.043,0 121.660.304,0

KODE SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN
JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

01 Meningkatnya kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan

pertolongan

6.617.265,0 943.840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.561.105,0

01.BAH Pelayanan Publik Lainnya 13.510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13.510,0

01.BAH.001 Pelayanan Publik Bidang Pelatihan SDM SAR 13.510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13.510,0

01.BAH.001.811 Survey IKM pada Layanan Pelatihan Potensi SAR Utama 13.510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13.510,0

01.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 449.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 449.500,0

C. SUMBER PENDANAAN
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01.BDC.001 Pelatihan Dasar Potensi SAR di Permukaan Air untuk Wilayah Barat (36 JP) 238.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 238.000,0

01.BDC.001.052 Pelaksanaan Pelatihan Dasar Potensi SAR di Permukaan Air untuk Wilayah Barat

(36 JP)

Utama 238.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 238.000,0

01.BDC.002 Pelatihan Dasar Potensi SAR di Permukaan Air untuk Wilayah Tengah (36 JP) 133.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 133.000,0

01.BDC.002.052 Pelaksanaan Pelatihan Dasar Potensi SAR di Permukaan Air untuk Wilayah Tengah

(36 JP)

Utama 133.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 133.000,0

01.BDC.003 Pelatihan Dasar Potensi SAR di Permukaan Air untuk Wilayah Timur (36 JP) 78.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78.500,0

01.BDC.003.052 Pelaksanaan Pelatihan Dasar Potensi SAR di Permukaan Air untuk Wilayah Timur

(36 JP)

Utama 78.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78.500,0

01.BDC.004 Pelatihan Dasar Potensi SAR di Ketinggian untuk Wilayah Barat (36 JP) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BDC.004.052 Pelaksanaan Pelatihan Dasar Potensi SAR di Ketinggian untuk Wilayah Barat (36 JP) Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BDC.005 Pelatihan Dasar Potensi SAR di Ketinggian untuk Wilayah Tengah (36 JP) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BDC.005.052 Pelaksanaan Pelatihan Dasar Potensi SAR di Ketinggian untuk Wilayah Tengah (36

JP)

Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BDC.006 Pelatihan Dasar Potensi SAR di Ketinggian untuk Wilayah Timur (36 JP) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BDC.006.052 Pelaksanaan Pelatihan Dasar Potensi SAR di Ketinggian untuk Wilayah Timur (36

JP)

Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BDC.007 Pelatihan Dasar Potensi SAR di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Barat (36 JP) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BDC.007.052 Pelaksanaan Pelatihan Dasar Potensi SAR di Gunung dan Hutan untuk Wilayah

Barat (36 JP)

Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BDC.008 Pelatihan Dasar Potensi SAR di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Tengah (36 JP) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BDC.008.052 Pelaksanaan Pelatihan Dasar Potensi SAR di Gunung dan Hutan untuk Wilayah

Tengah (36 JP)

Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BDC.009 Pelatihan Dasar Potensi SAR di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Timur (36 JP) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BDC.009.052 Pelaksanaan Pelatihan Dasar Potensi SAR di Gunung dan Hutan untuk Wilayah

Timur (36 JP)

Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BDC.010 Pelatihan Dasar Potensi SAR Medical First Responder untuk Wilayah Barat (36 JP) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BDC.010.052 Pelaksanaan Pelatihan Dasar Potensi SAR Medical First Responder untuk Wilayah

Barat (36 JP)

Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BDC.011 Pelatihan Dasar Potensi SAR Medical First Responder untuk Wilayah Tengah (36 JP) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BDC.011.052 Pelaksanaan Pelatihan Dasar Potensi SAR Medical First Responder untuk Wilayah

Tengah (36 JP)

Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BDC.012 Pelatihan Dasar Potensi SAR Medical First Responder untuk Wilayah Timur (36 JP) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BDC.012.052 Pelaksanaan Pelatihan Dasar Potensi SAR Medical First Responder untuk Wilayah

Timur (36 JP)

Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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01.CAP Sarana Bidang Penanggulangan Bencana 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.CAP.001 Sarana Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.CAP.001.811 Pengadaan Sarana Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.CAP.002 Peralatan Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.CAP.002.812 Pengadaan Peralatan Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.DCK Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana 6.154.255,0 943.840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.098.095,0

01.DCK.001 Diklat SAR 6.154.255,0 943.840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.098.095,0

01.DCK.001.811 Pelaksanaan Diklat SAR (RM) Utama 6.154.255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.154.255,0

01.DCK.001.812 Pelaksanaan Diklat SAR (PNBP) Utama 0,0 943.840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 943.840,0

01.DCK.U01 Diklat Dasar SAR untuk Jabatan Rescuer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.DCK.U01.052 Pelaksanaan Diklat Dasar SAR untuk Jabatan Rescuer Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.DCK.U02 Diklat Dasar SAR untuk Jabatan Non Rescuer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.DCK.U02.052 Pelaksanaan Diklat Dasar SAR untuk Jabatan Non Rescuer Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.DCK.U03 Diklat Perencanaan Operasi SAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.DCK.U03.052 Pelaksanaan Diklat Perencanaan Operasi SAR Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.DCK.U04 Diklat SAR di Permukaan Air 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.DCK.U04.052 Pelaksanaan Diklat SAR di Permukaan Air Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.DCK.U05 Diklat SAR di Bangunan Runtuh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.DCK.U05.052 Pelaksanaan Diklat SAR di Bangunan Runtuh Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.DCK.U06 Diklat Teknisi Komunikasi SAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.DCK.U06.052 Pelaksanaan Diklat Teknisi Komunikasi SAR Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.DCK.U07 Diklat Medical First Responder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.DCK.U07.052 Pelaksanaan Diklat Medical First Responder Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.QDC.U04 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Ketinggian untuk Wilayah Barat (72 JP) (Prioritas

Nasional)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.QDC.U04.052 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR di Ketinggian untuk Wilayah Barat (72

JP) (Prioritas Nasional)

Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.QDC.U05 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Ketinggian untuk Wilayah Tengah (72 JP) (Prioritas

Nasional)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.QDC.U05.052 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR di Ketinggian untuk Wilayah Tengah (72

JP) (Prioritas Nasional)

Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

01.QDC.U06 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Ketinggian untuk Wilayah Timur (72 JP) (Prioritas

Nasional)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.QDC.U06.052 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR di Ketinggian untuk Wilayah Timur (72

JP) (Prioritas Nasional)

Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.QDC.U07 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Barat (72 JP)

(Prioritas Nasional)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.QDC.U07.052 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR di Gunung dan Hutan untuk Wilayah

Barat (72 JP) (Prioritas Nasional)

Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.QDC.U10 Pelatihan Teknis Potensi SAR Medical First Responder untuk Wilayah Barat (72 JP)

(Prioritas Nasional)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.QDC.U10.052 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR Medical First Responder untuk Wilayah

Barat (72 JP) (Prioritas Nasional)

Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.QDC.U11 Pelatihan Teknis Potensi SAR Medical First Responder untuk Wilayah Tengah (72 JP)

(Prioritas Nasional)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.QDC.U11.052 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR Medical First Responder untuk Wilayah

Tengah (72 JP) (Prioritas Nasional)

Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.QDC.U12 Pelatihan Teknis Potensi SAR Medical First Responder untuk Wilayah Timur (72 JP)

(Prioritas Nasional)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.QDC.U12.052 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR Medical First Responder untuk Wilayah

Timur (72 JP) (Prioritas Nasional)

Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RBH Prasarana Bidang Pengendalian Bencana 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RBH.001 Prasarana Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan (Prioritas Nasional) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RBH.001.811 Pengadaan Prasarana Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan (Prioritas

Nasional)

Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RBH.001.812 Pembangunan Prasarana Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan (Prioritas

Nasional)

Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02 Meningkatnya efektivitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.QDC.U01 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Permukaan Air untuk Wilayah Barat (72 JP) (Prioritas

Nasional)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.QDC.U01.052 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR di Permukaan Air untuk Wilayah Barat

(72 JP) (Prioritas Nasional)

Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.QDC.U02 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Permukaan Air untuk Wilayah Tengah (72 JP) (Prioritas

Nasional)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.QDC.U02.052 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR di Permukaan Air untuk Wilayah Tengah

(72 JP) (Prioritas Nasional)

Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



KODE SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN
JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

02.QDC.U03 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Permukaan Air untuk Wilayah Timur (72 JP) (Prioritas

Nasional)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.QDC.U03.052 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR di Permukaan Air untuk Wilayah Timur

(72 JP) (Prioritas Nasional)

Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.QDC.U08 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Tengah (72 JP)

(Prioritas Nasional)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.QDC.U08.052 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR di Gunung dan Hutan untuk Wilayah

Tengah (72 JP) (Prioritas Nasional)

Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.QDC.U09 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Timur (72 JP)

(Prioritas Nasional)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.QDC.U09.052 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR di Gunung dan Hutan untuk Wilayah

Timur (72 JP) (Prioritas Nasional)

Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 Tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis

dan Manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan

1.550.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.550.000,0

03.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 1.550.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.550.000,0

03.AFA.001 Perencanaan dan Standardisasi Diklat SAR 1.550.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.550.000,0

03.AFA.001.811 Penyusunan Rencana dan Pengembangan Diklat SAR Utama 750.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750.000,0

03.AFA.001.812 Penyusunan Standardisasi Diklat SAR Utama 800.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800.000,0

Total 8.167.265,0 943.840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.111.105,0

Jakarta, 01 Agustus 2025
Sekretaris Utama

Dr. ABDUL HARIS ACHADI S.H., DESS.
NIP. 196609241992031001



REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2026 ALOKASI 2026 (RIBU)

01 Meningkatnya pemenuhan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan 0,0

01.01 Persentase terpenuhinya kebutuhan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan 38,64

02 Meningkatnya keandalan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan 11.873.030,0

02.01 Persentase kesiapan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan 98

Total 11.873.030,0

KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

01 Meningkatnya pemenuhan

teknologi informasi untuk

mendukung pelaksanaan

operasi pencarian dan

pertolongan

0,0

01.CAN Sarana Bidang Teknologi

Informasi dan Komunikasi

0,0

01.CAN.001 Peralatan Teknologi

Informasi SAR

000 - Bukan
Tematik

0,0

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN SAR NASIONAL

:2. PROGRAM BM - Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana

:3. SASARAN PROGRAM 04 - Meningkatnya keandalan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan

:4. KEGIATAN 7065 - Pengelolaan Teknologi Informasi SAR

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) 04 - Pusat Data dan Informasi

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

911 - Pengadaan

Peralatan Teknologi

Informasi SAR

0,0

Pusat Pusat 0,0

01.RAN Sarana Bidang Teknologi

Informasi dan Komunikasi

0,0

01.RAN.001 Peralatan Teknologi

Informasi SAR (Prioritas

Nasional)

Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan Lapangan Kerja
yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri
Kreatif serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra
Produksi melalui Peran Aktif
Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

0,0

911 - Pengadaan

Peralatan Teknologi

Informasi SAR

(Prioritas Nasional)

0,0

Pusat Pusat 0,0

02 Meningkatnya keandalan

teknologi informasi untuk

mendukung pelaksanaan

operasi pencarian dan

pertolongan

11.873.030,0

02.RCL OP Sarana Bidang

Teknologi Informasi dan

Komunikasi

11.873.030,0

02.RCL.001 Pemeliharaan Peralatan

Teknologi Informasi SAR

(Prioritas Nasional)

Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan Lapangan Kerja
yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri
Kreatif serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra
Produksi melalui Peran Aktif
Koperasi

Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

Peningkatan
Layanan
Pencarian dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

000 - Bukan
Tematik

11.873.030,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

005 - Dukungan

Penyelenggaraan

Tugas dan Fungsi Unit

11.873.030,0

Pusat Pusat 11.873.030,0

Provinsi
Aceh

Kota Banda
Aceh

0,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota Medan 0,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Kota
Gunungsitoli

0,0

Provinsi
Sumatera
Barat

Kab.
Kepulauan
Mentawai

0,0

Provinsi
Sumatera
Barat

Kota Padang 0,0

Provinsi
Riau

Kota
Pekanbaru

0,0

Provinsi
Jambi

Kota Jambi 0,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota
Palembang

0,0

Provinsi
Bengkulu

Kota
Bengkulu

0,0

Provinsi
Lampung

Kota Bandar
Lampung

0,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung

Kota Pangkal
Pinang

0,0

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Natuna 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kota Tanjung
Pinang

0,0

Provinsi
Jawa Barat

Kab. Bogor 0,0

Provinsi
Jawa Barat

Kota
Bandung

0,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kab. Cilacap 0,0

Provinsi
Jawa Tengah

Kota
Semarang

0,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Kota
Yogyakarta

0,0

Provinsi
Jawa Timur

Kota
Surabaya

0,0

Provinsi
Banten

Kab. Serang 0,0

Provinsi
Banten

Kota
Tangerang

0,0

Provinsi Bali Kota
Denpasar

0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat

Kota
Mataram

0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kab. Sikka 0,0

Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur

Kota Kupang 0,0

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kota
Pontianak

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kota
Palangkaraya

0,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

0,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

0,0

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kota Tarakan 0,0

Provinsi
Sulawesi
Utara

Kota Manado 0,0

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kota Palu 0,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota
Makassar

0,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 0,0

Provinsi
Gorontalo

Kota
Gorontalo

0,0

Provinsi
Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju 0,0

Provinsi
Maluku

Kota Ambon 0,0

Provinsi
Maluku
Utara

Kota Ternate 0,0

Provinsi
Papua Barat

Kab.
Manokwari

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi
Papua

Kab. Jayapura 0,0

Provinsi
Papua

Kab. Biak
Numfor

0,0

Provinsi
Papua
Selatan

Kab. Merauke 0,0

Provinsi
Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0

Provinsi
Papua Barat
Daya

Kota Sorong 0,0

Total 11.873.030,0

KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

01 Meningkatnya pemenuhan teknologi informasi untuk mendukung

pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan

0,0 54.248.800,0 87.764.458,0 29.630.958,0

01.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Unit 0,0 1.888.279,0 2.040.000,0 2.783.628,0

01.CAN.001 Peralatan Teknologi Informasi SAR 0 Unit 0,0 1 1 1 1.888.279,0 2.040.000,0 2.783.628,0

01.CAN.001.911 Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi SAR 4,0 Unit 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1.888.279,0 2.040.000,0 2.783.628,0

01.RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Unit 0,0 52.360.521,0 85.724.458,0 26.847.330,0

01.RAN.001 Peralatan Teknologi Informasi SAR (Prioritas Nasional) 0 Unit 0,0 3 3 3 52.360.521,0 85.724.458,0 26.847.330,0

01.RAN.001.911 Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi SAR (Prioritas

Nasional)

3,0 Unit 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 52.360.521,0 85.724.458,0 26.847.330,0

02 Meningkatnya keandalan teknologi informasi untuk mendukung

pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan

11.873.030,0 19.681.158,0 20.447.753,0 21.052.692,0

02.RCL OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Unit 11.873.030,0 19.681.158,0 20.447.753,0 21.052.692,0

02.RCL.001 Pemeliharaan Peralatan Teknologi Informasi SAR (Prioritas

Nasional)

3 Unit 11.873.030,0 70 71 69 19.681.158,0 20.447.753,0 21.052.692,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

02.RCL.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 3,0 Unit 3.957.676,7 11.873.030,0 70,0 71,0 69,0 19.681.158,0 20.447.753,0 21.052.692,0

Total 11.873.030,0 - - - 73.929.958,0 108.212.211,0 50.683.650,0

KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

01 Meningkatnya pemenuhan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan

operasi pencarian dan pertolongan

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.CAN.001 Peralatan Teknologi Informasi SAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.CAN.001.911 Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi SAR Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAN.001 Peralatan Teknologi Informasi SAR (Prioritas Nasional) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.RAN.001.911 Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi SAR (Prioritas Nasional) Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02 Meningkatnya keandalan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan

operasi pencarian dan pertolongan

11.873.030,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.873.030,0

02.RCL OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 11.873.030,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.873.030,0

02.RCL.001 Pemeliharaan Peralatan Teknologi Informasi SAR (Prioritas Nasional) 11.873.030,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.873.030,0

02.RCL.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Utama 11.873.030,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.873.030,0

Total 11.873.030,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.873.030,0

C. SUMBER PENDANAAN

Jakarta, 01 Agustus 2025
Sekretaris Utama

Dr. ABDUL HARIS ACHADI S.H., DESS.
NIP. 196609241992031001



REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
TARGET

2026

ALOKASI 2026

(RIBU)

01 Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan 660.201,0

01.01 Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan

Pertolongan

100

01.02 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk komponen perencanaan kinerja, pengukuran dan

pelaporan kinerja

73

01.03 Nilai atas evaluasi kinerja anggaran 95

02 Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga 1.491.650,0

02.01 Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA (blokir) <5%

02.02 Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program 100

03 Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel 586.777.730,0

03.01 Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP 100

03.02 Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 90

03.03 Persentase penerimaan negara sesuai dengan peraturan PNBP 100

03.04 Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan WTP

Total 588.929.581,0

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN SAR NASIONAL

:2. PROGRAM WA - Program Dukungan Manajemen

:3. SASARAN PROGRAM 02 - Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
05 - Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

:4. KEGIATAN 3941 - Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Pengelolaan Keuangan

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) 01 - Biro Perencanaan dan Keuangan

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /

RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

01 Meningkatnya evaluasi

kelembagaan dalam pengelolaan

kinerja dan keuangan

660.201,0

01.EBD Layanan Manajemen Kinerja

Internal

660.201,0

01.EBD.953 Layanan Pemantauan dan

Evaluasi

000 - Bukan
Tematik

660.201,0

051 - Pelaksanaan

Pemantauan dan Evaluasi

660.201,0

Pusat Pusat 660.201,0

Provinsi Aceh Kota Banda
Aceh

0,0

Provinsi
Sumatera Utara

Kota Medan 0,0

Provinsi
Sumatera Utara

Kota
Gunungsitoli

0,0

Provinsi
Sumatera Barat

Kab. Kepulauan
Mentawai

0,0

Provinsi
Sumatera Barat

Kota Padang 0,0

Provinsi Riau Kota
Pekanbaru

0,0

Provinsi Jambi Kota Jambi 0,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota
Palembang

0,0

Provinsi
Bengkulu

Kota Bengkulu 0,0

Provinsi
Lampung

Kota Bandar
Lampung

0,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka Belitung

Kota Pangkal
Pinang

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /

RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kepulauan Riau

Kab. Natuna 0,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kota Tanjung
Pinang

0,0

Provinsi Jawa
Barat

Kab. Bogor 0,0

Provinsi Jawa
Barat

Kota Bandung 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kab. Cilacap 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kota Surakarta 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kota Semarang 0,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Kota
Yogyakarta

0,0

Provinsi Jawa
Timur

Kab.
Banyuwangi

0,0

Provinsi Jawa
Timur

Kota Surabaya 0,0

Provinsi Banten Kab. Serang 0,0

Provinsi Banten Kota Tangerang 0,0

Provinsi Bali Kota Denpasar 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Kota Mataram 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kab. Sikka 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kota Kupang 0,0

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kota Pontianak 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /

RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kota
Palangkaraya

0,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

0,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

0,0

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kota Tarakan 0,0

Provinsi
Sulawesi Utara

Kota Manado 0,0

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kota Palu 0,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota Makassar 0,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 0,0

Provinsi
Gorontalo

Kota Gorontalo 0,0

Provinsi
Sulawesi Barat

Kab. Mamuju 0,0

Provinsi Maluku Kota Ambon 0,0

Provinsi Maluku
Utara

Kota Ternate 0,0

Provinsi Papua
Barat

Kab.
Manokwari

0,0

Provinsi Papua
Barat Daya

Kota Sorong 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /

RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Papua
Selatan

Kab. Merauke 0,0

Provinsi Papua Kab. Jayapura 0,0

Provinsi Papua Kab. Biak
Numfor

0,0

Provinsi Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0

02 Meningkatnya kualitas

perencanaan lembaga

1.491.650,0

02.EBA Layanan Dukungan Manajemen

Internal

75.000,0

02.EBA.962 Layanan Umum 000 - Bukan
Tematik

75.000,0

111 - Penatakelolaan Biro

Perencanaan dan Keuangan

75.000,0

Pusat Pusat 75.000,0

02.EBD Layanan Manajemen Kinerja

Internal

1.416.650,0

02.EBD.952 Layanan Perencanaan dan

Penganggaran

000 - Bukan
Tematik

1.416.650,0

051 - Penyusunan Rencana

Kerja

567.476,0

Pusat Pusat 567.476,0

052 - Penyusunan Rencana

Program dan Anggaran

849.174,0

Pusat Pusat 849.174,0

Provinsi Aceh Kota Banda
Aceh

0,0

Provinsi
Sumatera Utara

Kota Medan 0,0

Provinsi
Sumatera Utara

Kota
Gunungsitoli

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /

RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sumatera Barat

Kab. Kepulauan
Mentawai

0,0

Provinsi
Sumatera Barat

Kota Padang 0,0

Provinsi Riau Kota
Pekanbaru

0,0

Provinsi Jambi Kota Jambi 0,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota
Palembang

0,0

Provinsi
Bengkulu

Kota Bengkulu 0,0

Provinsi
Lampung

Kota Bandar
Lampung

0,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka Belitung

Kota Pangkal
Pinang

0,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kab. Natuna 0,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kota Tanjung
Pinang

0,0

Provinsi Jawa
Barat

Kab. Bogor 0,0

Provinsi Jawa
Barat

Kota Bandung 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kab. Cilacap 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kota Surakarta 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kota Semarang 0,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Kota
Yogyakarta

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /

RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Jawa
Timur

Kab.
Banyuwangi

0,0

Provinsi Jawa
Timur

Kota Surabaya 0,0

Provinsi Banten Kab. Serang 0,0

Provinsi Banten Kota Tangerang 0,0

Provinsi Bali Kota Denpasar 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Kota Mataram 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kab. Sikka 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kota Kupang 0,0

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kota Pontianak 0,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kota
Palangkaraya

0,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

0,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

0,0

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kota Tarakan 0,0

Provinsi
Sulawesi Utara

Kota Manado 0,0

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kota Palu 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /

RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota Makassar 0,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 0,0

Provinsi
Gorontalo

Kota Gorontalo 0,0

Provinsi
Sulawesi Barat

Kab. Mamuju 0,0

Provinsi Maluku Kota Ambon 0,0

Provinsi Maluku
Utara

Kota Ternate 0,0

Provinsi Papua
Barat

Kab.
Manokwari

0,0

Provinsi Papua
Barat Daya

Kota Sorong 0,0

Provinsi Papua
Selatan

Kab. Merauke 0,0

Provinsi Papua Kab. Jayapura 0,0

Provinsi Papua Kab. Biak
Numfor

0,0

Provinsi Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0

03 Terwujudnya pengelolaan

keuangan yang akuntabel

586.777.730,0

03.EBA Layanan Dukungan Manajemen

Internal

585.030.230,0

03.EBA.994 Layanan Perkantoran 000 - Bukan
Tematik

585.030.230,0

001 - Gaji dan Tunjangan 578.354.190,0

Pusat Pusat 77.319.393,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /

RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Aceh Kota Banda
Aceh

15.767.932,0

Provinsi
Sumatera Utara

Kota Medan 15.296.371,0

Provinsi
Sumatera Utara

Kota
Gunungsitoli

8.853.249,0

Provinsi
Sumatera Barat

Kab. Kepulauan
Mentawai

3.412.771,0

Provinsi
Sumatera Barat

Kota Padang 11.653.992,0

Provinsi Riau Kota
Pekanbaru

14.246.047,0

Provinsi Jambi Kota Jambi 8.894.390,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota
Palembang

11.366.658,0

Provinsi
Bengkulu

Kota Bengkulu 9.690.598,0

Provinsi
Lampung

Kota Bandar
Lampung

12.599.295,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka Belitung

Kota Pangkal
Pinang

7.991.515,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kab. Natuna 7.874.759,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kota Tanjung
Pinang

14.968.070,0

Provinsi Jawa
Barat

Kab. Bogor 5.398.751,0

Provinsi Jawa
Barat

Kota Bandung 14.115.088,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kab. Cilacap 8.581.066,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /

RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Jawa
Tengah

Kota Surakarta 2.000.000,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kota Semarang 19.915.370,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Kota
Yogyakarta

12.354.512,0

Provinsi Jawa
Timur

Kab.
Banyuwangi

1.968.203,0

Provinsi Jawa
Timur

Kota Surabaya 18.933.075,0

Provinsi Banten Kab. Serang 6.346.047,0

Provinsi Banten Kota Tangerang 13.146.069,0

Provinsi Bali Kota Denpasar 18.646.459,0

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Kota Mataram 14.905.087,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kab. Sikka 6.169.192,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kota Kupang 11.251.534,0

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kota Pontianak 15.059.963,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kota
Palangkaraya

7.688.221,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

9.975.832,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

10.303.779,0

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kota Tarakan 6.709.783,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /

RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sulawesi Utara

Kota Manado 15.099.371,0

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kota Palu 10.260.787,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota Makassar 16.960.555,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 16.695.624,0

Provinsi
Gorontalo

Kota Gorontalo 8.220.684,0

Provinsi
Sulawesi Barat

Kab. Mamuju 7.205.306,0

Provinsi Maluku Kota Ambon 14.082.001,0

Provinsi Maluku
Utara

Kota Ternate 6.775.408,0

Provinsi Papua
Barat

Kab.
Manokwari

6.348.747,0

Provinsi Papua
Barat Daya

Kota Sorong 9.487.373,0

Provinsi Papua
Selatan

Kab. Merauke 10.836.472,0

Provinsi Papua Kab. Jayapura 11.783.349,0

Provinsi Papua Kab. Biak
Numfor

11.827.032,0

Provinsi Papua
Tengah

Kab. Mimika 9.368.410,0

002 - Operasional dan

Pemeliharaan Kantor

6.676.040,0

Pusat Pusat 1.967.840,0

Provinsi Aceh Kota Banda
Aceh

111.600,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /

RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sumatera Utara

Kota Medan 111.600,0

Provinsi
Sumatera Utara

Kota
Gunungsitoli

98.400,0

Provinsi
Sumatera Barat

Kab. Kepulauan
Mentawai

98.400,0

Provinsi
Sumatera Barat

Kota Padang 98.400,0

Provinsi Riau Kota
Pekanbaru

98.400,0

Provinsi Jambi Kota Jambi 98.400,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota
Palembang

98.400,0

Provinsi
Bengkulu

Kota Bengkulu 98.400,0

Provinsi
Lampung

Kota Bandar
Lampung

98.400,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka Belitung

Kota Pangkal
Pinang

98.400,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kab. Natuna 98.400,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kota Tanjung
Pinang

111.600,0

Provinsi Jawa
Barat

Kab. Bogor 111.600,0

Provinsi Jawa
Barat

Kota Bandung 98.400,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kab. Cilacap 98.400,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kota Surakarta 98.400,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /

RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Jawa
Tengah

Kota Semarang 111.600,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Kota
Yogyakarta

98.400,0

Provinsi Jawa
Timur

Kab.
Banyuwangi

98.400,0

Provinsi Jawa
Timur

Kota Surabaya 111.600,0

Provinsi Banten Kab. Serang 98.400,0

Provinsi Banten Kota Tangerang 111.600,0

Provinsi Bali Kota Denpasar 111.600,0

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Kota Mataram 108.600,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kab. Sikka 98.400,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kota Kupang 98.400,0

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kota Pontianak 111.600,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kota
Palangkaraya

98.400,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

98.400,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

98.400,0

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kota Tarakan 98.400,0

Provinsi
Sulawesi Utara

Kota Manado 111.600,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /

RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kota Palu 98.400,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota Makassar 111.600,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 111.600,0

Provinsi
Gorontalo

Kota Gorontalo 98.400,0

Provinsi
Sulawesi Barat

Kab. Mamuju 98.400,0

Provinsi Maluku Kota Ambon 111.600,0

Provinsi Maluku
Utara

Kota Ternate 98.400,0

Provinsi Papua
Barat

Kab.
Manokwari

98.400,0

Provinsi Papua
Barat Daya

Kota Sorong 98.400,0

Provinsi Papua
Selatan

Kab. Merauke 98.400,0

Provinsi Papua Kab. Jayapura 98.400,0

Provinsi Papua Kab. Biak
Numfor

98.400,0

Provinsi Papua
Tengah

Kab. Mimika 98.400,0

03.EBD Layanan Manajemen Kinerja

Internal

1.747.500,0

03.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 000 - Bukan
Tematik

1.747.500,0

053 - Pengelolaan Keuangan

dan Perbendaharaan

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /

RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Aceh Kota Banda
Aceh

0,0

Provinsi
Sumatera Utara

Kota Medan 0,0

Provinsi
Sumatera Utara

Kota
Gunungsitoli

0,0

Provinsi
Sumatera Barat

Kab. Kepulauan
Mentawai

0,0

Provinsi
Sumatera Barat

Kota Padang 0,0

Provinsi Riau Kota
Pekanbaru

0,0

Provinsi Jambi Kota Jambi 0,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota
Palembang

0,0

Provinsi
Bengkulu

Kota Bengkulu 0,0

Provinsi
Lampung

Kota Bandar
Lampung

0,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka Belitung

Kota Pangkal
Pinang

0,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kab. Natuna 0,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kota Tanjung
Pinang

0,0

Provinsi Jawa
Barat

Kab. Bogor 0,0

Provinsi Jawa
Barat

Kota Bandung 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kab. Cilacap 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /

RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Jawa
Tengah

Kota Surakarta 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kota Semarang 0,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Kota
Yogyakarta

0,0

Provinsi Jawa
Timur

Kab.
Banyuwangi

0,0

Provinsi Jawa
Timur

Kota Surabaya 0,0

Provinsi Banten Kab. Serang 0,0

Provinsi Banten Kota Tangerang 0,0

Provinsi Bali Kota Denpasar 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Kota Mataram 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kab. Sikka 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kota Kupang 0,0

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kota Pontianak 0,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kota
Palangkaraya

0,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

0,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

0,0

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kota Tarakan 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /

RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sulawesi Utara

Kota Manado 0,0

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Kota Palu 0,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota Makassar 0,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 0,0

Provinsi
Gorontalo

Kota Gorontalo 0,0

Provinsi
Sulawesi Barat

Kab. Mamuju 0,0

Provinsi Maluku Kota Ambon 0,0

Provinsi Maluku
Utara

Kota Ternate 0,0

Provinsi Papua
Barat

Kab.
Manokwari

0,0

Provinsi Papua
Barat Daya

Kota Sorong 0,0

Provinsi Papua
Selatan

Kab. Merauke 0,0

Provinsi Papua Kab. Jayapura 0,0

Provinsi Papua Kab. Biak
Numfor

0,0

Provinsi Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0

111 - Pengelolaan Anggaran 715.000,0

Pusat Pusat 715.000,0

112 - Pengelolaan

Perbendaharaan

487.500,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /

RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Pusat Pusat 487.500,0

113 - Pengelolaan Akuntansi

Keuangan

545.000,0

Pusat Pusat 545.000,0

Total 588.929.581,0

KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

01 Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam

pengelolaan kinerja dan keuangan

660.201,0 5.477.962,0 5.478.936,0 5.543.744,0

01.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal Dokumen/ Layanan/
Laporan/ Rekomendasi

660.201,0 5.477.962,0 5.478.936,0 5.543.744,0

01.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6 Dokumen 660.201,0 60 60 60 5.477.962,0 5.478.936,0 5.543.744,0

01.EBD.953.051 Pelaksanaan Pemantauan dan

Evaluasi

6,0 Dokumen 110.033,5 660.201,0 60,0 60,0 60,0 5.477.962,0 5.478.936,0 5.543.744,0

02 Meningkatnya kualitas perencanaan

lembaga

1.491.650,0 8.124.672,0 8.872.396,0 9.912.122,0

02.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan/ Laporan/
Dokumen/
Rekomendasi/ Unit

75.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0

02.EBA.962 Layanan Umum 1 Layanan 75.000,0 1 1 1 10.000,0 10.000,0 10.000,0

02.EBA.962.111 Penatakelolaan Biro Perencanaan

dan Keuangan

1,0 Layanan 75.000,0 75.000,0 1,0 1,0 1,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0

02.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal Dokumen/ Layanan/
Laporan/ Rekomendasi

1.416.650,0 8.114.672,0 8.862.396,0 9.902.122,0

02.EBD.952 Layanan Perencanaan dan

Penganggaran

3 Dokumen 1.416.650,0 51 51 52 8.114.672,0 8.862.396,0 9.902.122,0

02.EBD.952.051 Penyusunan Rencana Kerja 2,0 Dokumen 283.738,0 567.476,0 5,0 5,0 6,0 2.387.664,0 2.705.197,0 3.395.207,0

02.EBD.952.052 Penyusunan Rencana Program dan

Anggaran

1,0 Dokumen 849.174,0 849.174,0 46,0 46,0 46,0 5.727.008,0 6.157.199,0 6.506.915,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

03 Terwujudnya pengelolaan keuangan yang

akuntabel

586.777.730,0 823.963.778,0 864.465.656,0 898.290.038,0

03.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan/ Laporan/
Dokumen/
Rekomendasi/ Unit

585.030.230,0 814.293.283,0 854.893.270,0 887.931.500,0

03.EBA.994 Layanan Perkantoran 94 Layanan 585.030.230,0 90 90 90 814.293.283,0 854.893.270,0 887.931.500,0

03.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan 47,0 Layanan 12.305.408,3 578.354.190,0 45,0 45,0 45,0 806.238.703,0 846.860.530,0 879.942.440,0

03.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan

Kantor

47,0 Layanan 142.043,4 6.676.040,0 45,0 45,0 45,0 8.054.580,0 8.032.740,0 7.989.060,0

03.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal Dokumen/ Layanan/
Laporan/ Rekomendasi

1.747.500,0 9.670.495,0 9.572.386,0 10.358.538,0

03.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 17 Dokumen 1.747.500,0 70 69 70 9.670.495,0 9.572.386,0 10.358.538,0

03.EBD.955.053 Pengelolaan Keuangan dan

Perbendaharaan

0,0 Dokumen NaN 0,0 44,0 44,0 44,0 4.015.495,0 4.057.386,0 3.979.538,0

03.EBD.955.111 Pengelolaan Anggaran 6,0 Dokumen 119.166,7 715.000,0 12,0 11,0 12,0 2.000.000,0 2.000.000,0 2.480.000,0

03.EBD.955.112 Pengelolaan Perbendaharaan 6,0 Dokumen 81.250,0 487.500,0 8,0 8,0 8,0 1.935.000,0 1.765.000,0 2.095.000,0

03.EBD.955.113 Pengelolaan Akuntansi Keuangan 5,0 Dokumen 109.000,0 545.000,0 6,0 6,0 6,0 1.720.000,0 1.750.000,0 1.804.000,0

Total 588.929.581,0 - - - 837.566.412,0 878.816.988,0 913.745.904,0

KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

01 Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan

keuangan

660.201,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 660.201,0

01.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 660.201,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 660.201,0

01.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 660.201,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 660.201,0

01.EBD.953.051 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Utama 660.201,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 660.201,0

02 Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga 1.491.650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.491.650,0

02.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 75.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75.000,0

02.EBA.962 Layanan Umum 75.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75.000,0

C. SUMBER PENDANAAN



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

02.EBA.962.111 Penatakelolaan Biro Perencanaan dan Keuangan Utama 75.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75.000,0

02.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 1.416.650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.416.650,0

02.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.416.650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.416.650,0

02.EBD.952.051 Penyusunan Rencana Kerja Utama 567.476,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 567.476,0

02.EBD.952.052 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Utama 849.174,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 849.174,0

03 Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel 586.777.730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 586.777.730,0

03.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 585.030.230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 585.030.230,0

03.EBA.994 Layanan Perkantoran 585.030.230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 585.030.230,0

03.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan Utama 578.354.190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 578.354.190,0

03.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Utama 6.676.040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.676.040,0

03.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 1.747.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.747.500,0

03.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 1.747.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.747.500,0

03.EBD.955.053 Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.EBD.955.111 Pengelolaan Anggaran Utama 715.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 715.000,0

03.EBD.955.112 Pengelolaan Perbendaharaan Utama 487.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 487.500,0

03.EBD.955.113 Pengelolaan Akuntansi Keuangan Utama 545.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 545.000,0

Total 588.929.581,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 588.929.581,0

Jakarta, 01 Agustus 2025
Sekretaris Utama

Dr. ABDUL HARIS ACHADI S.H., DESS.
NIP. 196609241992031001



REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2026 ALOKASI 2026 (RIBU)

01 Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai 1.184.600,0

01.01 Indeks Sistem Merit 0,71

01.02 Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian 90

02 Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien 389.362,0

02.01 Indeks kesesuaian organisasi yang tepat struktur 2,5

02.02 Persentase Peta Proses Bisnis dengan SOP yang disahkan 65

02.03 Indeks kepuasan layanan fasilitas reformasi birokrasi 2

Total 1.573.962,0

KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

01 Meningkatnya kualitas dan kinerja

pegawai

1.184.600,0

01.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 1.184.600,0

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN SAR NASIONAL

:2. PROGRAM WA - Program Dukungan Manajemen

:3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
05 - Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

:4. KEGIATAN 3942 - Penyusunan Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) 02 - Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

01.EBC.954 Layanan Manajemen SDM 000 - Bukan
Tematik

986.400,0

054 - Pengelolaan

Kepegawaian

0,0

Provinsi
Sumatera
Barat

Kota Padang 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kab. Cilacap 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kota
Semarang

0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Kota Mataram 0,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kota
Palangkaraya

0,0

Provinsi
Sulawesi Barat

Kab. Mamuju 0,0

Provinsi
Maluku

Kota Ambon 0,0

Provinsi Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0

121 - Pengelolaan

Perencanaan dan

Pengembangan Pegawai

281.700,0

Pusat Pusat 281.700,0

122 - Pengelolaan Mutasi dan

Disiplin Pegawai

317.000,0

Pusat Pusat 317.000,0

123 - Pengelolaan

Kesejahteraan dan

Administrasi Kepegawaian

387.700,0

Pusat Pusat 387.700,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

01.EBC.968 Layanan Pendidikan Kedinasan 000 - Bukan
Tematik

198.200,0

052 - Pelaksanaan Pendidikan 198.200,0

Pusat Pusat 198.200,0

02 Terwujudnya organisasi dan tata

laksana yang efektif dan efisien

389.362,0

02.EBA Layanan Dukungan Manajemen

Internal

252.818,0

02.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata

Kelola Internal

000 - Bukan
Tematik

252.818,0

051 - Pengelolaan

Kelembagaan

174.059,0

Pusat Pusat 174.059,0

052 - Tata Laksana Organisasi 78.759,0

Pusat Pusat 78.759,0

02.EBA.962 Layanan Umum 000 - Bukan
Tematik

0,0

121 - Penatakelolaan Biro

Kepegawaian, Organisasi dan

Tata Laksana

0,0

Pusat Pusat 0,0

02.EBD Layanan Manajemen Kinerja

Internal

136.544,0

02.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja 000 - Bukan
Tematik

136.544,0

051 - Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi

136.544,0

Pusat Pusat 136.544,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kepulauan
Riau

Kab. Natuna 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kab. Cilacap 0,0

Provinsi
Banten

Kab. Serang 0,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kota
Palangkaraya

0,0

Provinsi
Sulawesi Utara

Kota Manado 0,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Kota Makassar 0,0

Provinsi Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0

Total 1.573.962,0

KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

01 Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai 1.184.600,0 7.817.000,0 8.753.000,0 10.044.000,0

01.EBC Layanan Manajemen SDM Internal Orang/ Layanan/
Rekomendasi

1.184.600,0 7.817.000,0 8.753.000,0 10.044.000,0

01.EBC.954 Layanan Manajemen SDM 6 Layanan 986.400,0 23 22 23 6.678.000,0 7.446.000,0 8.543.000,0

01.EBC.954.054 Pengelolaan Kepegawaian 0,0 Layanan NaN 0,0 7,0 6,0 7,0 700.000,0 600.000,0 700.000,0

01.EBC.954.121 Pengelolaan Perencanaan dan

Pengembangan Pegawai

1,0 Layanan 281.700,0 281.700,0 4,0 4,0 4,0 1.927.000,0 2.208.000,0 2.530.000,0

01.EBC.954.122 Pengelolaan Mutasi dan Disiplin

Pegawai

3,0 Layanan 105.666,7 317.000,0 5,0 5,0 5,0 1.690.000,0 1.936.000,0 2.216.000,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

01.EBC.954.123 Pengelolaan Kesejahteraan dan

Administrasi Kepegawaian

2,0 Layanan 193.850,0 387.700,0 7,0 7,0 7,0 2.361.000,0 2.702.000,0 3.097.000,0

01.EBC.968 Layanan Pendidikan Kedinasan 1 Layanan 198.200,0 1 1 1 1.139.000,0 1.307.000,0 1.501.000,0

01.EBC.968.052 Pelaksanaan Pendidikan 1,0 Layanan 198.200,0 198.200,0 1,0 1,0 1,0 1.139.000,0 1.307.000,0 1.501.000,0

02 Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang

efektif dan efisien

389.362,0 3.629.000,0 3.905.000,0 4.695.000,0

02.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan/ Laporan/
Dokumen/ Rekomendasi/
Unit

252.818,0 2.102.000,0 2.399.000,0 2.741.000,0

02.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola

Internal

4 Dokumen 252.818,0 7 7 7 2.047.000,0 2.344.000,0 2.686.000,0

02.EBA.960.051 Pengelolaan Kelembagaan 2,0 Dokumen 87.029,5 174.059,0 2,0 2,0 2,0 885.000,0 1.014.000,0 1.162.000,0

02.EBA.960.052 Tata Laksana Organisasi 2,0 Dokumen 39.379,5 78.759,0 5,0 5,0 5,0 1.162.000,0 1.330.000,0 1.524.000,0

02.EBA.962 Layanan Umum 0 Layanan 0,0 3 3 3 55.000,0 55.000,0 55.000,0

02.EBA.962.121 Penatakelolaan Biro Kepegawaian,

Organisasi dan Tata Laksana

0,0 Layanan NaN 0,0 3,0 3,0 3,0 55.000,0 55.000,0 55.000,0

02.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal Dokumen/ Layanan/
Laporan/ Rekomendasi

136.544,0 1.527.000,0 1.506.000,0 1.954.000,0

02.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja 1 Dokumen 136.544,0 10 8 12 1.527.000,0 1.506.000,0 1.954.000,0

02.EBD.961.051 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1,0 Dokumen 136.544,0 136.544,0 10,0 8,0 12,0 1.527.000,0 1.506.000,0 1.954.000,0

Total 1.573.962,0 - - - 11.446.000,0 12.658.000,0 14.739.000,0

KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

01 Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai 1.184.600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.184.600,0

01.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 1.184.600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.184.600,0

01.EBC.954 Layanan Manajemen SDM 986.400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 986.400,0

01.EBC.954.054 Pengelolaan Kepegawaian Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.EBC.954.121 Pengelolaan Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Utama 281.700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 281.700,0

C. SUMBER PENDANAAN



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

01.EBC.954.122 Pengelolaan Mutasi dan Disiplin Pegawai Utama 317.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 317.000,0

01.EBC.954.123 Pengelolaan Kesejahteraan dan Administrasi Kepegawaian Utama 387.700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 387.700,0

01.EBC.968 Layanan Pendidikan Kedinasan 198.200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 198.200,0

01.EBC.968.052 Pelaksanaan Pendidikan Utama 198.200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 198.200,0

02 Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien 389.362,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 389.362,0

02.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 252.818,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 252.818,0

02.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 252.818,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 252.818,0

02.EBA.960.051 Pengelolaan Kelembagaan Utama 174.059,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 174.059,0

02.EBA.960.052 Tata Laksana Organisasi Utama 78.759,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78.759,0

02.EBA.962 Layanan Umum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.EBA.962.121 Penatakelolaan Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 136.544,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136.544,0

02.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja 136.544,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136.544,0

02.EBD.961.051 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Utama 136.544,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136.544,0

Total 1.573.962,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.573.962,0

Jakarta, 01 Agustus 2025
Sekretaris Utama

Dr. ABDUL HARIS ACHADI S.H., DESS.
NIP. 196609241992031001



REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2026 ALOKASI 2026 (RIBU)

01 Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel 242.115.267,0

01.01 Persentase kepuasan layanan kesehatan dan layanan umum 85

01.02 Persentase pengelolaan Barang Milik Negara sesuai peraturan 90

01.03 Persentase realisasi layanan operasional dan pemeliharaan kantor 90

01.04 Persentase kepuasan layanan keprotokoleran dan tata usaha pimpinan 75

02 Meningkatnya kualitas layanan informasi pencarian dan pertolongan 3.744.855,0

02.01 Persentase pelaksanaan kegiatan kehumasan 100

02.02 Persentase kepuasan terhadap layanan publikasi informasi pencarian dan pertolongan 85

02.03 Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Menuju Informatif

03 Terwujudnya administrasi dan kearsipan yang handal 1.684.349,0

03.01 Persentase unit kerja berpredikat "Baik" dalam pengawasan kearsipan internal 80

04 Terwujudnya kualitas layanan pengadaan barang/jasa yang profesional 0,0

04.01 Persentase penyelesaian proses pengadaan barang/jasa sesuai peraturan 90

Total 247.544.471,0

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN SAR NASIONAL

:2. PROGRAM WA - Program Dukungan Manajemen

:3. SASARAN PROGRAM 02 - Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
03 - Meningkatnya kualitas teknologi informasi, pengelolaan data, dan informasi publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
05 - Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

:4. KEGIATAN 3943 - Pengelolaan Administrasi, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) 03 - Biro Hubungan Masyarakat dan Umum

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

01 Terwujudnya pengelolaan BMN dan

pengelolaan kerumahtanggaan yang

akuntabel

242.115.267,0

01.EBA Layanan Dukungan Manajemen

Internal

242.115.267,0

01.EBA.956 Layanan BMN 000 - Bukan
Tematik

405.513,0

131 - Pengelolaan Manajemen

Barang Milik Negara (BMN)

405.513,0

Pusat Pusat 405.513,0

01.EBA.994 Layanan Perkantoran 000 - Bukan
Tematik

241.709.754,0

002 - Operasional dan

Pemeliharaan Kantor

241.709.754,0

Pusat Pusat 50.252.391,0

Provinsi Aceh Kota Banda
Aceh

5.285.570,0

Provinsi
Sumatera Utara

Kota Medan 5.486.299,0

Provinsi
Sumatera Utara

Kota
Gunungsitoli

3.028.024,0

Provinsi
Sumatera Barat

Kab. Kepulauan
Mentawai

2.289.589,0

Provinsi
Sumatera Barat

Kota Padang 3.714.161,0

Provinsi Riau Kota Pekanbaru 3.554.025,0

Provinsi Jambi Kota Jambi 3.078.352,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota
Palembang

4.482.610,0

Provinsi
Bengkulu

Kota Bengkulu 3.041.513,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Lampung

Kota Bandar
Lampung

3.425.414,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka Belitung

Kota Pangkal
Pinang

3.241.583,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kab. Natuna 2.488.852,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kota Tanjung
Pinang

3.939.956,0

Provinsi Jawa
Barat

Kab. Bogor 10.873.380,0

Provinsi Jawa
Barat

Kota Bandung 4.663.509,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kab. Cilacap 2.013.958,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kota Surakarta 223.166,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kota Semarang 5.778.033,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Kota Yogyakarta 3.179.337,0

Provinsi Jawa
Timur

Kab.
Banyuwangi

432.910,0

Provinsi Jawa
Timur

Kota Surabaya 6.525.355,0

Provinsi Banten Kab. Serang 3.113.223,0

Provinsi Banten Kota Tangerang 6.480.941,0

Provinsi Bali Kota Denpasar 5.298.399,0

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Kota Mataram 4.365.506,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kab. Sikka 2.940.222,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kota Kupang 3.156.398,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kota Pontianak 4.606.875,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kota
Palangkaraya

3.317.153,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

4.823.130,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

4.211.393,0

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kota Tarakan 3.214.492,0

Provinsi
Sulawesi Utara

Kota Manado 5.873.267,0

Provinsi
Sulawesi Tengah

Kota Palu 3.661.499,0

Provinsi
Sulawesi Selatan

Kota Makassar 6.169.085,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 5.039.974,0

Provinsi
Gorontalo

Kota Gorontalo 4.040.046,0

Provinsi
Sulawesi Barat

Kab. Mamuju 2.507.072,0

Provinsi Maluku Kota Ambon 5.051.467,0

Provinsi Maluku
Utara

Kota Ternate 3.929.804,0

Provinsi Papua
Barat

Kab. Manokwari 3.730.322,0

Provinsi Papua Kab. Jayapura 5.226.485,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Papua Kab. Biak
Numfor

5.085.094,0

Provinsi Papua
Selatan

Kab. Merauke 5.106.576,0

Provinsi Papua
Tengah

Kab. Mimika 4.658.084,0

Provinsi Papua
Barat Daya

Kota Sorong 5.105.260,0

02 Meningkatnya kualitas layanan

informasi pencarian dan

pertolongan

3.744.855,0

02.EBA Layanan Dukungan Manajemen

Internal

3.744.855,0

02.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat

dan Informasi

000 - Bukan
Tematik

2.344.000,0

131 - Pengelolaan

Dokumentasi dan Publikasi

819.000,0

Pusat Pusat 819.000,0

132 - Pengelolaan Hubungan

Antar Media

1.525.000,0

Pusat Pusat 1.525.000,0

133 - Penyelenggaraan

Kehumasan

0,0

Provinsi Aceh Kota Banda
Aceh

0,0

Provinsi
Sumatera Utara

Kota Medan 0,0

Provinsi
Sumatera Utara

Kota
Gunungsitoli

0,0

Provinsi
Sumatera Barat

Kab. Kepulauan
Mentawai

0,0

Provinsi
Sumatera Barat

Kota Padang 0,0

Provinsi Riau Kota Pekanbaru 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Jambi Kota Jambi 0,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota
Palembang

0,0

Provinsi
Bengkulu

Kota Bengkulu 0,0

Provinsi
Lampung

Kota Bandar
Lampung

0,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka Belitung

Kota Pangkal
Pinang

0,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kab. Natuna 0,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kota Tanjung
Pinang

0,0

Provinsi Jawa
Barat

Kab. Bogor 0,0

Provinsi Jawa
Barat

Kota Bandung 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kab. Cilacap 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kota Semarang 0,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Kota Yogyakarta 0,0

Provinsi Jawa
Timur

Kota Surabaya 0,0

Provinsi Banten Kab. Serang 0,0

Provinsi Banten Kota Tangerang 0,0

Provinsi Bali Kota Denpasar 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Kota Mataram 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kab. Sikka 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kota Kupang 0,0

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kota Pontianak 0,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kota
Palangkaraya

0,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

0,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

0,0

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kota Tarakan 0,0

Provinsi
Sulawesi Utara

Kota Manado 0,0

Provinsi
Sulawesi Tengah

Kota Palu 0,0

Provinsi
Sulawesi Selatan

Kota Makassar 0,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 0,0

Provinsi
Gorontalo

Kota Gorontalo 0,0

Provinsi
Sulawesi Barat

Kab. Mamuju 0,0

Provinsi Maluku Kota Ambon 0,0

Provinsi Maluku
Utara

Kota Ternate 0,0

Provinsi Papua
Barat

Kab. Manokwari 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Papua
Barat Daya

Kota Sorong 0,0

Provinsi Papua
Selatan

Kab. Merauke 0,0

Provinsi Papua Kab. Jayapura 0,0

Provinsi Papua Kab. Biak
Numfor

0,0

Provinsi Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0

02.EBA.959 Layanan Protokoler 000 - Bukan
Tematik

1.400.855,0

052 - Pelaksanaan

Keprotokoleran

1.400.855,0

Pusat Pusat 1.400.855,0

Provinsi Aceh Kota Banda
Aceh

0,0

Provinsi
Sumatera Utara

Kota Medan 0,0

Provinsi
Sumatera Utara

Kota
Gunungsitoli

0,0

Provinsi
Sumatera Barat

Kab. Kepulauan
Mentawai

0,0

Provinsi
Sumatera Barat

Kota Padang 0,0

Provinsi Riau Kota Pekanbaru 0,0

Provinsi Jambi Kota Jambi 0,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota
Palembang

0,0

Provinsi
Bengkulu

Kota Bengkulu 0,0

Provinsi
Lampung

Kota Bandar
Lampung

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kepulauan
Bangka Belitung

Kota Pangkal
Pinang

0,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kab. Natuna 0,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kota Tanjung
Pinang

0,0

Provinsi Jawa
Barat

Kab. Bogor 0,0

Provinsi Jawa
Barat

Kota Bandung 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kab. Cilacap 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kota Semarang 0,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Kota Yogyakarta 0,0

Provinsi Jawa
Timur

Kota Surabaya 0,0

Provinsi Banten Kab. Serang 0,0

Provinsi Banten Kota Tangerang 0,0

Provinsi Bali Kota Denpasar 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Kota Mataram 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kab. Sikka 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kota Kupang 0,0

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kota Pontianak 0,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kota
Palangkaraya

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

0,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

0,0

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kota Tarakan 0,0

Provinsi
Sulawesi Utara

Kota Manado 0,0

Provinsi
Sulawesi Tengah

Kota Palu 0,0

Provinsi
Sulawesi Selatan

Kota Makassar 0,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 0,0

Provinsi
Gorontalo

Kota Gorontalo 0,0

Provinsi
Sulawesi Barat

Kab. Mamuju 0,0

Provinsi Maluku Kota Ambon 0,0

Provinsi Maluku
Utara

Kota Ternate 0,0

Provinsi Papua
Barat

Kab. Manokwari 0,0

Provinsi Papua
Barat Daya

Kota Sorong 0,0

Provinsi Papua
Selatan

Kab. Merauke 0,0

Provinsi Papua Kab. Jayapura 0,0

Provinsi Papua Kab. Biak
Numfor

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0

03 Terwujudnya administrasi dan

kearsipan yang handal

1.684.349,0

03.EBA Layanan Dukungan Manajemen

Internal

304.349,0

03.EBA.962 Layanan Umum 000 - Bukan
Tematik

304.349,0

055 - Pelayanan Umum,

Pelayanan Rumah Tangga dan

Perlengkapan

0,0

Provinsi Aceh Kota Banda
Aceh

0,0

Provinsi
Sumatera Utara

Kota Medan 0,0

Provinsi
Sumatera Utara

Kota
Gunungsitoli

0,0

Provinsi
Sumatera Barat

Kab. Kepulauan
Mentawai

0,0

Provinsi
Sumatera Barat

Kota Padang 0,0

Provinsi Riau Kota Pekanbaru 0,0

Provinsi Jambi Kota Jambi 0,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota
Palembang

0,0

Provinsi
Bengkulu

Kota Bengkulu 0,0

Provinsi
Lampung

Kota Bandar
Lampung

0,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka Belitung

Kota Pangkal
Pinang

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kepulauan Riau

Kab. Natuna 0,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kota Tanjung
Pinang

0,0

Provinsi Jawa
Barat

Kab. Bogor 0,0

Provinsi Jawa
Barat

Kota Bandung 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kab. Cilacap 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kota Semarang 0,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Kota Yogyakarta 0,0

Provinsi Jawa
Timur

Kota Surabaya 0,0

Provinsi Banten Kab. Serang 0,0

Provinsi Banten Kota Tangerang 0,0

Provinsi Bali Kota Denpasar 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Kota Mataram 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kab. Sikka 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kota Kupang 0,0

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kota Pontianak 0,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kota
Palangkaraya

0,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

0,0

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kota Tarakan 0,0

Provinsi
Sulawesi Utara

Kota Manado 0,0

Provinsi
Sulawesi Tengah

Kota Palu 0,0

Provinsi
Sulawesi Selatan

Kota Makassar 0,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 0,0

Provinsi
Gorontalo

Kota Gorontalo 0,0

Provinsi
Sulawesi Barat

Kab. Mamuju 0,0

Provinsi Maluku Kota Ambon 0,0

Provinsi Maluku
Utara

Kota Ternate 0,0

Provinsi Papua
Barat

Kab. Manokwari 0,0

Provinsi Papua
Barat Daya

Kota Sorong 0,0

Provinsi Papua
Selatan

Kab. Merauke 0,0

Provinsi Papua Kab. Jayapura 0,0

Provinsi Papua Kab. Biak
Numfor

0,0

Provinsi Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0

131 - Layanan Pengadaan

Barang dan Jasa

228.099,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Pusat Pusat 228.099,0

132 - Layanan Pengadaan

Secara Elektronik

0,0

Pusat Pusat 0,0

133 - Pengelolaan Urusan

Dalam

51.250,0

Pusat Pusat 51.250,0

134 - Penatakelolaan Biro

Hubungan Masyarakat dan

Umum

25.000,0

Pusat Pusat 25.000,0

03.EBD Layanan Manajemen Kinerja

Internal

1.380.000,0

03.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan

Kearsipan

000 - Bukan
Tematik

1.380.000,0

131 - Pengelolaan Persuratan

dan Kearsipan

200.000,0

Pusat Pusat 200.000,0

132 - Pengelolaan

Ketatausahaan Pimpinan

1.180.000,0

Pusat Pusat 1.180.000,0

133 - Pengelolaan Persuratan/

Kearsipan dan Dokumen

Lainnya

0,0

Provinsi Aceh Kota Banda
Aceh

0,0

Provinsi
Sumatera Utara

Kota Medan 0,0

Provinsi
Sumatera Utara

Kota
Gunungsitoli

0,0

Provinsi
Sumatera Barat

Kab. Kepulauan
Mentawai

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sumatera Barat

Kota Padang 0,0

Provinsi Riau Kota Pekanbaru 0,0

Provinsi Jambi Kota Jambi 0,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota
Palembang

0,0

Provinsi
Bengkulu

Kota Bengkulu 0,0

Provinsi
Lampung

Kota Bandar
Lampung

0,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka Belitung

Kota Pangkal
Pinang

0,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kab. Natuna 0,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kota Tanjung
Pinang

0,0

Provinsi Jawa
Barat

Kab. Bogor 0,0

Provinsi Jawa
Barat

Kota Bandung 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kab. Cilacap 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kota Semarang 0,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Kota Yogyakarta 0,0

Provinsi Jawa
Timur

Kota Surabaya 0,0

Provinsi Banten Kab. Serang 0,0

Provinsi Banten Kota Tangerang 0,0

Provinsi Bali Kota Denpasar 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Kota Mataram 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kab. Sikka 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kota Kupang 0,0

Provinsi
Kalimantan
Barat

Kota Pontianak 0,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kota
Palangkaraya

0,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

0,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Kota
Balikpapan

0,0

Provinsi
Kalimantan
Utara

Kota Tarakan 0,0

Provinsi
Sulawesi Utara

Kota Manado 0,0

Provinsi
Sulawesi Tengah

Kota Palu 0,0

Provinsi
Sulawesi Selatan

Kota Makassar 0,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 0,0

Provinsi
Gorontalo

Kota Gorontalo 0,0

Provinsi
Sulawesi Barat

Kab. Mamuju 0,0

Provinsi Maluku Kota Ambon 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Maluku
Utara

Kota Ternate 0,0

Provinsi Papua
Barat

Kab. Manokwari 0,0

Provinsi Papua
Barat Daya

Kota Sorong 0,0

Provinsi Papua
Selatan

Kab. Merauke 0,0

Provinsi Papua Kab. Jayapura 0,0

Provinsi Papua Kab. Biak
Numfor

0,0

Provinsi Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0

Total 247.544.471,0

KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

01 Terwujudnya pengelolaan BMN dan

pengelolaan kerumahtanggaan yang

akuntabel

242.115.267,0 248.179.441,0 238.872.910,0 237.020.906,0

01.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan/ Laporan/
Dokumen/ Rekomendasi/
Unit

242.115.267,0 248.179.441,0 238.872.910,0 237.020.906,0

01.EBA.956 Layanan BMN 5 Layanan 405.513,0 31 33 33 2.034.146,0 2.075.749,0 2.083.968,0

01.EBA.956.131 Pengelolaan Manajemen Barang Milik

Negara (BMN)

5,0 Layanan 81.102,6 405.513,0 31,0 33,0 33,0 2.034.146,0 2.075.749,0 2.083.968,0

01.EBA.994 Layanan Perkantoran 47 Layanan 241.709.754,0 45 45 45 246.145.295,0 236.797.161,0 234.936.938,0

01.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan

Kantor

47,0 Layanan 5.142.760,7 241.709.754,0 45,0 45,0 45,0 246.145.295,0 236.797.161,0 234.936.938,0

02 Meningkatnya kualitas layanan informasi

pencarian dan pertolongan

3.744.855,0 23.916.378,0 24.132.917,0 24.477.679,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

02.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan/ Laporan/
Dokumen/ Rekomendasi/
Unit

3.744.855,0 23.916.378,0 24.132.917,0 24.477.679,0

02.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan

Informasi

10 Layanan 2.344.000,0 65 66 66 12.636.000,0 12.626.000,0 12.781.000,0

02.EBA.958.131 Pengelolaan Dokumentasi dan

Publikasi

7,0 Layanan 117.000,0 819.000,0 14,0 14,0 14,0 4.826.000,0 4.826.000,0 4.826.000,0

02.EBA.958.132 Pengelolaan Hubungan Antar Media 3,0 Layanan 508.333,3 1.525.000,0 7,0 7,0 7,0 5.150.000,0 5.150.000,0 5.150.000,0

02.EBA.958.133 Penyelenggaraan Kehumasan 0,0 Layanan NaN 0,0 44,0 45,0 45,0 2.660.000,0 2.650.000,0 2.805.000,0

02.EBA.959 Layanan Protokoler 5 Layanan 1.400.855,0 52 52 52 11.280.378,0 11.506.917,0 11.696.679,0

02.EBA.959.052 Pelaksanaan Keprotokoleran 5,0 Layanan 280.171,0 1.400.855,0 52,0 52,0 52,0 11.280.378,0 11.506.917,0 11.696.679,0

03 Terwujudnya administrasi dan kearsipan yang

handal

1.684.349,0 17.974.368,0 18.016.250,0 17.973.035,0

03.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan/ Laporan/
Dokumen/ Rekomendasi/
Unit

304.349,0 15.046.368,0 15.020.250,0 14.943.035,0

03.EBA.962 Layanan Umum 9 Layanan 304.349,0 65 65 65 15.046.368,0 15.020.250,0 14.943.035,0

03.EBA.962.055 Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah

Tangga dan Perlengkapan

0,0 Layanan NaN 0,0 44,0 44,0 44,0 12.703.367,0 12.677.249,0 12.600.033,0

03.EBA.962.131 Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 5,0 Layanan 45.619,8 228.099,0 15,0 15,0 15,0 1.856.709,0 1.856.709,0 1.856.710,0

03.EBA.962.132 Layanan Pengadaan Secara Elektronik 0,0 Layanan NaN 0,0 2,0 2,0 2,0 291.292,0 291.292,0 291.292,0

03.EBA.962.133 Pengelolaan Urusan Dalam 2,0 Layanan 25.625,0 51.250,0 2,0 2,0 2,0 150.000,0 150.000,0 150.000,0

03.EBA.962.134 Penatakelolaan Biro Hubungan

Masyarakat dan Umum

2,0 Layanan 12.500,0 25.000,0 2,0 2,0 2,0 45.000,0 45.000,0 45.000,0

03.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal Dokumen/ Layanan/
Laporan/ Rekomendasi

1.380.000,0 2.928.000,0 2.996.000,0 3.030.000,0

03.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 8 Layanan 1.380.000,0 55 55 55 2.928.000,0 2.996.000,0 3.030.000,0

03.EBD.974.131 Pengelolaan Persuratan dan

Kearsipan

2,0 Layanan 100.000,0 200.000,0 5,0 5,0 5,0 1.400.000,0 1.450.000,0 1.450.000,0

03.EBD.974.132 Pengelolaan Ketatausahaan Pimpinan 6,0 Layanan 196.666,7 1.180.000,0 6,0 6,0 6,0 1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0

03.EBD.974.133 Pengelolaan Persuratan/ Kearsipan

dan Dokumen Lainnya

0,0 Layanan NaN 0,0 44,0 44,0 44,0 528.000,0 546.000,0 580.000,0



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

Total 247.544.471,0 - - - 290.070.187,0 281.022.077,0 279.471.620,0

KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

01 Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang

akuntabel

242.115.267,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 242.115.267,0

01.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 242.115.267,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 242.115.267,0

01.EBA.956 Layanan BMN 405.513,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 405.513,0

01.EBA.956.131 Pengelolaan Manajemen Barang Milik Negara (BMN) Utama 405.513,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 405.513,0

01.EBA.994 Layanan Perkantoran 241.709.754,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 241.709.754,0

01.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Utama 241.709.754,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 241.709.754,0

02 Meningkatnya kualitas layanan informasi pencarian dan pertolongan 3.744.855,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.744.855,0

02.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 3.744.855,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.744.855,0

02.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 2.344.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.344.000,0

02.EBA.958.131 Pengelolaan Dokumentasi dan Publikasi Utama 819.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 819.000,0

02.EBA.958.132 Pengelolaan Hubungan Antar Media Utama 1.525.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.525.000,0

02.EBA.958.133 Penyelenggaraan Kehumasan Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.EBA.959 Layanan Protokoler 1.400.855,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.400.855,0

02.EBA.959.052 Pelaksanaan Keprotokoleran Utama 1.400.855,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.400.855,0

03 Terwujudnya administrasi dan kearsipan yang handal 1.684.349,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.684.349,0

03.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 304.349,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 304.349,0

03.EBA.962 Layanan Umum 304.349,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 304.349,0

03.EBA.962.055 Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.EBA.962.131 Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Utama 228.099,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 228.099,0

03.EBA.962.132 Layanan Pengadaan Secara Elektronik Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.EBA.962.133 Pengelolaan Urusan Dalam Utama 51.250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51.250,0

03.EBA.962.134 Penatakelolaan Biro Hubungan Masyarakat dan Umum Utama 25.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25.000,0

C. SUMBER PENDANAAN



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

03.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 1.380.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.380.000,0

03.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 1.380.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.380.000,0

03.EBD.974.131 Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan Utama 200.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200.000,0

03.EBD.974.132 Pengelolaan Ketatausahaan Pimpinan Utama 1.180.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.180.000,0

03.EBD.974.133 Pengelolaan Persuratan/ Kearsipan dan Dokumen Lainnya Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 247.544.471,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 247.544.471,0

Jakarta, 01 Agustus 2025
Sekretaris Utama

Dr. ABDUL HARIS ACHADI S.H., DESS.
NIP. 196609241992031001



REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2026 ALOKASI 2026 (RIBU)

01 Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel 0,0

01.01 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 95

Total 0,0

KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT

/ KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

01 Terwujudnya pengelolaan BMN dan

pengelolaan kerumahtanggaan yang

akuntabel

0,0

01.EBB Layanan Sarana dan Prasarana

Internal

0,0

01.EBB.951 Layanan Sarana Internal 000 - Bukan
Tematik

0,0

051 - Pengadaan Kendaraan

Bermotor

0,0

Pusat Pusat 0,0

Provinsi Aceh Kota Banda
Aceh

0,0

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN SAR NASIONAL

:2. PROGRAM WA - Program Dukungan Manajemen

:3. SASARAN PROGRAM 02 - Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

:4. KEGIATAN 3944 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) 03 - Biro Hubungan Masyarakat dan Umum

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT

/ KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Sumatera
Utara

Kota Medan 0,0

Provinsi Sumatera
Utara

Kota
Gunungsitoli

0,0

Provinsi Sumatera
Barat

Kab. Kepulauan
Mentawai

0,0

Provinsi Sumatera
Barat

Kota Padang 0,0

Provinsi Riau Kota Pekanbaru 0,0

Provinsi Jambi Kota Jambi 0,0

Provinsi Sumatera
Selatan

Kota Palembang 0,0

Provinsi Bengkulu Kota Bengkulu 0,0

Provinsi Lampung Kota Bandar
Lampung

0,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka Belitung

Kota Pangkal
Pinang

0,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kab. Natuna 0,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kota Tanjung
Pinang

0,0

Provinsi Jawa
Barat

Kab. Bogor 0,0

Provinsi Jawa
Barat

Kota Bandung 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kab. Cilacap 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kota Surakarta 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kota Semarang 0,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Kota Yogyakarta 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT

/ KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Jawa
Timur

Kab.
Banyuwangi

0,0

Provinsi Jawa
Timur

Kota Surabaya 0,0

Provinsi Banten Kab. Serang 0,0

Provinsi Banten Kota Tangerang 0,0

Provinsi Bali Kota Denpasar 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Kota Mataram 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kab. Sikka 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kota Kupang 0,0

Provinsi
Kalimantan Barat

Kota Pontianak 0,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kota
Palangkaraya

0,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

0,0

Provinsi
Kalimantan Timur

Kota Balikpapan 0,0

Provinsi
Kalimantan Utara

Kota Tarakan 0,0

Provinsi Sulawesi
Utara

Kota Manado 0,0

Provinsi Sulawesi
Tengah

Kota Palu 0,0

Provinsi Sulawesi
Selatan

Kota Makassar 0,0

Provinsi Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 0,0

Provinsi
Gorontalo

Kota Gorontalo 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT

/ KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju 0,0

Provinsi Maluku Kota Ambon 0,0

Provinsi Maluku
Utara

Kota Ternate 0,0

Provinsi Papua
Barat

Kab. Manokwari 0,0

Provinsi Papua Kab. Jayapura 0,0

Provinsi Papua Kab. Biak
Numfor

0,0

Provinsi Papua
Selatan

Kab. Merauke 0,0

Provinsi Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0

Provinsi Papua
Barat Daya

Kota Sorong 0,0

052 - Pengadaan Perangkat

Pengolah Data dan Komunikasi

0,0

Pusat Pusat 0,0

Provinsi Aceh Kota Banda
Aceh

0,0

Provinsi Sumatera
Utara

Kota Medan 0,0

Provinsi Sumatera
Utara

Kota
Gunungsitoli

0,0

Provinsi Sumatera
Barat

Kab. Kepulauan
Mentawai

0,0

Provinsi Sumatera
Barat

Kota Padang 0,0

Provinsi Riau Kota Pekanbaru 0,0

Provinsi Jambi Kota Jambi 0,0

Provinsi Sumatera
Selatan

Kota Palembang 0,0

Provinsi Bengkulu Kota Bengkulu 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT

/ KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Lampung Kota Bandar
Lampung

0,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka Belitung

Kota Pangkal
Pinang

0,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kab. Natuna 0,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kota Tanjung
Pinang

0,0

Provinsi Jawa
Barat

Kab. Bogor 0,0

Provinsi Jawa
Barat

Kota Bandung 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kab. Cilacap 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kota Surakarta 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kota Semarang 0,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Kota Yogyakarta 0,0

Provinsi Jawa
Timur

Kab.
Banyuwangi

0,0

Provinsi Jawa
Timur

Kota Surabaya 0,0

Provinsi Banten Kab. Serang 0,0

Provinsi Banten Kota Tangerang 0,0

Provinsi Bali Kota Denpasar 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Kota Mataram 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kab. Sikka 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kota Kupang 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT

/ KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kalimantan Barat

Kota Pontianak 0,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kota
Palangkaraya

0,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

0,0

Provinsi
Kalimantan Timur

Kota Balikpapan 0,0

Provinsi
Kalimantan Utara

Kota Tarakan 0,0

Provinsi Sulawesi
Utara

Kota Manado 0,0

Provinsi Sulawesi
Tengah

Kota Palu 0,0

Provinsi Sulawesi
Selatan

Kota Makassar 0,0

Provinsi Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 0,0

Provinsi
Gorontalo

Kota Gorontalo 0,0

Provinsi Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju 0,0

Provinsi Maluku Kota Ambon 0,0

Provinsi Maluku
Utara

Kota Ternate 0,0

Provinsi Papua
Barat

Kab. Manokwari 0,0

Provinsi Papua Kab. Jayapura 0,0

Provinsi Papua Kab. Biak
Numfor

0,0

Provinsi Papua
Selatan

Kab. Merauke 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT

/ KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0

Provinsi Papua
Barat Daya

Kota Sorong 0,0

053 - Pengadaan Peralatan

Fasilitas Perkantoran

0,0

Pusat Pusat 0,0

Provinsi Aceh Kota Banda
Aceh

0,0

Provinsi Sumatera
Utara

Kota Medan 0,0

Provinsi Sumatera
Utara

Kota
Gunungsitoli

0,0

Provinsi Sumatera
Barat

Kab. Kepulauan
Mentawai

0,0

Provinsi Sumatera
Barat

Kota Padang 0,0

Provinsi Riau Kota Pekanbaru 0,0

Provinsi Jambi Kota Jambi 0,0

Provinsi Sumatera
Selatan

Kota Palembang 0,0

Provinsi Bengkulu Kota Bengkulu 0,0

Provinsi Lampung Kota Bandar
Lampung

0,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka Belitung

Kota Pangkal
Pinang

0,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kab. Natuna 0,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kota Tanjung
Pinang

0,0

Provinsi Jawa
Barat

Kab. Bogor 0,0

Provinsi Jawa
Barat

Kota Bandung 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT

/ KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Jawa
Tengah

Kab. Cilacap 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kota Surakarta 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kota Semarang 0,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Kota Yogyakarta 0,0

Provinsi Jawa
Timur

Kab.
Banyuwangi

0,0

Provinsi Jawa
Timur

Kota Surabaya 0,0

Provinsi Banten Kab. Serang 0,0

Provinsi Banten Kota Tangerang 0,0

Provinsi Bali Kota Denpasar 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Kota Mataram 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kab. Sikka 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kota Kupang 0,0

Provinsi
Kalimantan Barat

Kota Pontianak 0,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kota
Palangkaraya

0,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

0,0

Provinsi
Kalimantan Timur

Kota Balikpapan 0,0

Provinsi
Kalimantan Utara

Kota Tarakan 0,0

Provinsi Sulawesi
Utara

Kota Manado 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT

/ KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Sulawesi
Tengah

Kota Palu 0,0

Provinsi Sulawesi
Selatan

Kota Makassar 0,0

Provinsi Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 0,0

Provinsi
Gorontalo

Kota Gorontalo 0,0

Provinsi Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju 0,0

Provinsi Maluku Kota Ambon 0,0

Provinsi Maluku
Utara

Kota Ternate 0,0

Provinsi Papua
Barat

Kab. Manokwari 0,0

Provinsi Papua Kab. Jayapura 0,0

Provinsi Papua Kab. Biak
Numfor

0,0

Provinsi Papua
Selatan

Kab. Merauke 0,0

Provinsi Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0

Provinsi Papua
Barat Daya

Kota Sorong 0,0

01.EBB.971 Layanan Prasarana Internal 000 - Bukan
Tematik

0,0

054 - Pembangunan/ Renovasi

Gedung dan Bangunan

0,0

Pusat Pusat 0,0

Provinsi Aceh Kota Banda
Aceh

0,0

Provinsi Sumatera
Utara

Kota Medan 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT

/ KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Sumatera
Utara

Kota
Gunungsitoli

0,0

Provinsi Sumatera
Barat

Kab. Kepulauan
Mentawai

0,0

Provinsi Sumatera
Barat

Kota Padang 0,0

Provinsi Riau Kota Pekanbaru 0,0

Provinsi Jambi Kota Jambi 0,0

Provinsi Sumatera
Selatan

Kota Palembang 0,0

Provinsi Bengkulu Kota Bengkulu 0,0

Provinsi Lampung Kota Bandar
Lampung

0,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka Belitung

Kota Pangkal
Pinang

0,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kab. Natuna 0,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kota Tanjung
Pinang

0,0

Provinsi Jawa
Barat

Kab. Bogor 0,0

Provinsi Jawa
Barat

Kota Bandung 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kab. Cilacap 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kota Surakarta 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kota Semarang 0,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Kota Yogyakarta 0,0

Provinsi Jawa
Timur

Kab.
Banyuwangi

0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT

/ KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Jawa
Timur

Kota Surabaya 0,0

Provinsi Banten Kab. Serang 0,0

Provinsi Banten Kota Tangerang 0,0

Provinsi Bali Kota Denpasar 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Kota Mataram 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kab. Sikka 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kota Kupang 0,0

Provinsi
Kalimantan Barat

Kota Pontianak 0,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kota
Palangkaraya

0,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

0,0

Provinsi
Kalimantan Timur

Kota Balikpapan 0,0

Provinsi
Kalimantan Utara

Kota Tarakan 0,0

Provinsi Sulawesi
Utara

Kota Manado 0,0

Provinsi Sulawesi
Tengah

Kota Palu 0,0

Provinsi Sulawesi
Selatan

Kota Makassar 0,0

Provinsi Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 0,0

Provinsi
Gorontalo

Kota Gorontalo 0,0

Provinsi Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT

/ KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Maluku Kota Ambon 0,0

Provinsi Maluku
Utara

Kota Ternate 0,0

Provinsi Papua
Barat

Kab. Manokwari 0,0

Provinsi Papua Kab. Jayapura 0,0

Provinsi Papua Kab. Biak
Numfor

0,0

Provinsi Papua
Selatan

Kab. Merauke 0,0

Provinsi Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0

Provinsi Papua
Barat Daya

Kota Sorong 0,0

055 - Pengadaan Tanah Untuk

Pembangunan/ Renovasi

Gedung dan Bangunan

0,0

Pusat Pusat 0,0

Provinsi Aceh Kota Banda
Aceh

0,0

Provinsi Sumatera
Utara

Kota Medan 0,0

Provinsi Sumatera
Utara

Kota
Gunungsitoli

0,0

Provinsi Sumatera
Barat

Kab. Kepulauan
Mentawai

0,0

Provinsi Sumatera
Barat

Kota Padang 0,0

Provinsi Riau Kota Pekanbaru 0,0

Provinsi Jambi Kota Jambi 0,0

Provinsi Sumatera
Selatan

Kota Palembang 0,0

Provinsi Bengkulu Kota Bengkulu 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT

/ KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Lampung Kota Bandar
Lampung

0,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka Belitung

Kota Pangkal
Pinang

0,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kab. Natuna 0,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Kota Tanjung
Pinang

0,0

Provinsi Jawa
Barat

Kab. Bogor 0,0

Provinsi Jawa
Barat

Kota Bandung 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kab. Cilacap 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kota Surakarta 0,0

Provinsi Jawa
Tengah

Kota Semarang 0,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Kota Yogyakarta 0,0

Provinsi Jawa
Timur

Kab.
Banyuwangi

0,0

Provinsi Jawa
Timur

Kota Surabaya 0,0

Provinsi Banten Kab. Serang 0,0

Provinsi Banten Kota Tangerang 0,0

Provinsi Bali Kota Denpasar 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Kota Mataram 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kab. Sikka 0,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Kota Kupang 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT

/ KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kalimantan Barat

Kota Pontianak 0,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Kota
Palangkaraya

0,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Kota
Banjarmasin

0,0

Provinsi
Kalimantan Timur

Kota Balikpapan 0,0

Provinsi
Kalimantan Utara

Kota Tarakan 0,0

Provinsi Sulawesi
Utara

Kota Manado 0,0

Provinsi Sulawesi
Tengah

Kota Palu 0,0

Provinsi Sulawesi
Selatan

Kota Makassar 0,0

Provinsi Sulawesi
Tenggara

Kota Kendari 0,0

Provinsi
Gorontalo

Kota Gorontalo 0,0

Provinsi Sulawesi
Barat

Kab. Mamuju 0,0

Provinsi Maluku Kota Ambon 0,0

Provinsi Maluku
Utara

Kota Ternate 0,0

Provinsi Papua
Barat

Kab. Manokwari 0,0

Provinsi Papua Kab. Jayapura 0,0

Provinsi Papua Kab. Biak
Numfor

0,0

Provinsi Papua
Selatan

Kab. Merauke 0,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT

/ KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Papua
Tengah

Kab. Mimika 0,0

Provinsi Papua
Barat Daya

Kota Sorong 0,0

Total 0,0

KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /

RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

01 Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan

kerumahtanggaan yang akuntabel

0,0 147.705.901,0 126.252.196,0 126.305.552,0

01.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal Unit/ m2/
Paket

0,0 147.705.901,0 126.252.196,0 126.305.552,0

01.EBB.951 Layanan Sarana Internal 0 Unit 0,0 759 736 732 24.783.388,0 23.130.976,0 21.848.583,0

01.EBB.951.051 Pengadaan Kendaraan Bermotor 0,0 Unit NaN 0,0 15,0 24,0 21,0 2.897.888,0 2.056.926,0 4.151.378,0

01.EBB.951.052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi

0,0 Unit NaN 0,0 424,0 398,0 293,0 8.450.000,0 8.922.000,0 7.294.826,0

01.EBB.951.053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 0,0 Unit NaN 0,0 320,0 324,0 418,0 13.435.500,0 12.152.050,0 10.402.379,0

01.EBB.971 Layanan Prasarana Internal 0 Paket 0,0 27233 20387 20005 122.922.513,0 103.121.220,0 104.456.969,0

01.EBB.971.054 Pembangunan/ Renovasi Gedung dan

Bangunan

0,0 Paket NaN 0,0 20.435,0 12.331,0 11.000,0 112.322.513,0 73.579.580,0 76.053.329,0

01.EBB.971.055 Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan/

Renovasi Gedung dan Bangunan

0,0 m2 NaN 0,0 6.800,0 9.556,0 9.007,0 10.600.000,0 29.541.640,0 28.403.640,0

Total 0,0 - - - 147.705.901,0 126.252.196,0 126.305.552,0

KODE SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

01 Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.EBB.951 Layanan Sarana Internal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)

C. SUMBER PENDANAAN



KODE SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

01.EBB.951.051 Pengadaan Kendaraan Bermotor Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.EBB.951.052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.EBB.951.053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.EBB.971 Layanan Prasarana Internal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.EBB.971.054 Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.EBB.971.055 Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jakarta, 01 Agustus 2025
Sekretaris Utama

Dr. ABDUL HARIS ACHADI S.H., DESS.
NIP. 196609241992031001



REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2026 ALOKASI 2026 (RIBU)

01 Tersedianya data dan informasi yang akurat 932.231,0

01.01 Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum Satu Data 100

01.02 Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat 80

02 Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan 0,0

02.01 Nilai Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Baik (2,6)

02.02 Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional 98

02.03 Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional 90

02.04 Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas 90

03 Meningkatkan kualitas Ketatausahaan Pusdatin 0,0

03.01 Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel 88

Total 932.231,0

KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

01 Tersedianya data dan informasi yang

akurat

932.231,0

01.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 932.231,0

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN SAR NASIONAL

:2. PROGRAM WA - Program Dukungan Manajemen

:3. SASARAN PROGRAM 03 - Meningkatnya kualitas teknologi informasi, pengelolaan data, dan informasi publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

:4. KEGIATAN 3945 - Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) 04 - Pusat Data dan Informasi

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

01.EBA.962 Layanan Umum 000 - Bukan
Tematik

25.149,0

141 - Pengelolaan Ketatausahaan

Pusat Data dan Informasi

25.149,0

Pusat Pusat 25.149,0

01.EBA.963 Layanan Data dan Informasi 000 - Bukan
Tematik

907.082,0

141 - Pengelolaan Aplikasi Sistem

Informasi

221.801,0

Pusat Pusat 221.801,0

142 - Pengelolaan Infrastruktur

Sistem Informasi

374.539,0

Pusat Pusat 374.539,0

143 - Pengelolaan Data dan

Informasi

117.580,0

Pusat Pusat 117.580,0

144 - Pengelolaan Penyajian

Informasi

193.162,0

Pusat Pusat 193.162,0

Total 932.231,0

KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

01 Tersedianya data dan informasi yang akurat 932.231,0 5.706.029,0 5.819.055,0 5.932.343,0

01.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan/ Laporan/ Dokumen/
Rekomendasi/ Unit

932.231,0 5.706.029,0 5.819.055,0 5.932.343,0

01.EBA.962 Layanan Umum 1 Layanan 25.149,0 4 4 4 285.548,0 290.159,0 294.863,0

01.EBA.962.141 Pengelolaan Ketatausahaan Pusat Data dan

Informasi

1,0 Layanan 25.149,0 25.149,0 4,0 4,0 4,0 285.548,0 290.159,0 294.863,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

01.EBA.963 Layanan Data dan Informasi 10 Layanan 907.082,0 12 12 12 5.420.481,0 5.528.896,0 5.637.480,0

01.EBA.963.141 Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi 3,0 Layanan 73.933,7 221.801,0 4,0 4,0 4,0 2.314.563,0 2.360.856,0 2.406.075,0

01.EBA.963.142 Pengelolaan Infrastruktur Sistem Informasi 3,0 Layanan 124.846,3 374.539,0 4,0 4,0 4,0 1.697.230,0 1.731.176,0 1.765.801,0

01.EBA.963.143 Pengelolaan Data dan Informasi 1,0 Layanan 117.580,0 117.580,0 1,0 1,0 1,0 420.415,0 428.824,0 437.401,0

01.EBA.963.144 Pengelolaan Penyajian Informasi 3,0 Layanan 64.387,3 193.162,0 3,0 3,0 3,0 988.273,0 1.008.040,0 1.028.203,0

Total 932.231,0 - - - 5.706.029,0 5.819.055,0 5.932.343,0

KODE SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

01 Tersedianya data dan informasi yang akurat 932.231,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 932.231,0

01.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 932.231,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 932.231,0

01.EBA.962 Layanan Umum 25.149,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25.149,0

01.EBA.962.141 Pengelolaan Ketatausahaan Pusat Data dan Informasi Utama 25.149,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25.149,0

01.EBA.963 Layanan Data dan Informasi 907.082,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 907.082,0

01.EBA.963.141 Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Utama 221.801,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 221.801,0

01.EBA.963.142 Pengelolaan Infrastruktur Sistem Informasi Utama 374.539,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 374.539,0

01.EBA.963.143 Pengelolaan Data dan Informasi Utama 117.580,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117.580,0

01.EBA.963.144 Pengelolaan Penyajian Informasi Utama 193.162,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 193.162,0

Total 932.231,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 932.231,0

C. SUMBER PENDANAAN

Jakarta, 01 Agustus 2025
Sekretaris Utama

Dr. ABDUL HARIS ACHADI S.H., DESS.
NIP. 196609241992031001



REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2026 ALOKASI 2026 (RIBU)

01 Meningkatnya kualitas pengawasan intern 1.159.009,0

01.01 Tingkat kapabilitas APIP Level 3

01.02 Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal Memuaskan

02 Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 0,0

02.01 Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti 70

02.02 Persentase pendampingan tindak lanjut BPK-RI 80

02.03 Persentase unit kerja dalam mengidentifikasi risiko 20

02.04 Pendampingan unit kerja dalam pembangunan zona integritas 5

02.05 Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN dan LHKASN 90

03 Meningkatnya dukungan pengawasan intern 0,0

03.01 Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat Sangat Baik

Total 1.159.009,0

KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

01 Meningkatnya kualitas pengawasan

intern

1.159.009,0

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN SAR NASIONAL

:2. PROGRAM WA - Program Dukungan Manajemen

:3. SASARAN PROGRAM 06 - Meningkatnya kualitas pengawasan intern

:4. KEGIATAN 4021 - Pengawasan dan Pembinaan Internal

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) 09 - Inspektorat

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

01.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 1.159.009,0

01.EBD.965 Layanan Audit Internal 000 - Bukan
Tematik

1.159.009,0

151 - Audit Kinerja 1.159.009,0

Pusat Pusat 1.159.009,0

152 - Reviu 0,0

Pusat Pusat 0,0

153 - Evaluasi 0,0

Pusat Pusat 0,0

154 - Pemantauan 0,0

Pusat Pusat 0,0

155 - Pengawasan Lainnya 0,0

Pusat Pusat 0,0

156 - Peningkatan Kompetensi APIP 0,0

Pusat Pusat 0,0

03 Meningkatnya dukungan pengawasan

intern

0,0

03.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 0,0

03.EBA.962 Layanan Umum 000 - Bukan
Tematik

0,0

151 - Penatakelolaan Inspektorat 0,0

Pusat Pusat 0,0

Total 1.159.009,0

KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

01 Meningkatnya kualitas pengawasan intern 1.159.009,0 8.700.000,0 9.700.000,0 10.650.000,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

01.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal Dokumen/ Layanan/ Laporan/
Rekomendasi

1.159.009,0 8.700.000,0 9.700.000,0 10.650.000,0

01.EBD.965 Layanan Audit Internal 2 Dokumen 1.159.009,0 47 18 57 8.700.000,0 9.700.000,0 10.650.000,0

01.EBD.965.151 Audit Kinerja 2,0 Dokumen 579.504,5 1.159.009,0 1,0 1,0 1,0 3.600.000,0 3.800.000,0 4.500.000,0

01.EBD.965.152 Reviu 0,0 Dokumen NaN 0,0 7,0 7,0 7,0 2.100.000,0 2.450.000,0 2.450.000,0

01.EBD.965.153 Evaluasi 0,0 Dokumen NaN 0,0 3,0 3,0 3,0 900.000,0 1.050.000,0 1.100.000,0

01.EBD.965.154 Pemantauan 0,0 Dokumen NaN 0,0 2,0 2,0 2,0 600.000,0 700.000,0 750.000,0

01.EBD.965.155 Pengawasan Lainnya 0,0 Dokumen NaN 0,0 2,0 2,0 2,0 600.000,0 700.000,0 750.000,0

01.EBD.965.156 Peningkatan Kompetensi APIP 0,0 Dokumen NaN 0,0 32,0 3,0 42,0 900.000,0 1.000.000,0 1.100.000,0

03 Meningkatnya dukungan pengawasan intern 0,0 355.000,0 355.000,0 405.000,0

03.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan/ Laporan/ Dokumen/
Rekomendasi/ Unit

0,0 355.000,0 355.000,0 405.000,0

03.EBA.962 Layanan Umum 0 Layanan 0,0 4 4 4 355.000,0 355.000,0 405.000,0

03.EBA.962.151 Penatakelolaan Inspektorat 0,0 Layanan NaN 0,0 4,0 4,0 4,0 355.000,0 355.000,0 405.000,0

Total 1.159.009,0 - - - 9.055.000,0 10.055.000,0 11.055.000,0

KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

01 Meningkatnya kualitas pengawasan intern 1.159.009,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.159.009,0

01.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 1.159.009,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.159.009,0

01.EBD.965 Layanan Audit Internal 1.159.009,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.159.009,0

01.EBD.965.151 Audit Kinerja Utama 1.159.009,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.159.009,0

01.EBD.965.152 Reviu Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.EBD.965.153 Evaluasi Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.EBD.965.154 Pemantauan Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.EBD.965.155 Pengawasan Lainnya Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.EBD.965.156 Peningkatan Kompetensi APIP Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 Meningkatnya dukungan pengawasan intern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C. SUMBER PENDANAAN



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

03.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.EBA.962 Layanan Umum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.EBA.962.151 Penatakelolaan Inspektorat Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 1.159.009,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.159.009,0

Jakarta, 01 Agustus 2025
Sekretaris Utama

Dr. ABDUL HARIS ACHADI S.H., DESS.
NIP. 196609241992031001



REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2026 ALOKASI 2026 (RIBU)

01 Meningkatnya kompetensi manajerial ASN Pencarian dan Pertolongan 2.476.799,0

01.01 Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi manajerial ASN pencarian dan pertolongan 100

01.02 Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi manajerial ASN pencarian dan pertolongan 3

Total 2.476.799,0

KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

01 Meningkatnya kompetensi manajerial

ASN Pencarian dan Pertolongan

2.476.799,0

01.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 279.500,0

01.EBA.962 Layanan Umum 000 - Bukan
Tematik

279.500,0

161 - Penatakelolaan Pusat

Pelatihan SDM Pencarian dan

Pertolongan

279.500,0

Pusat Pusat 279.500,0

01.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 2.197.299,0

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN SAR NASIONAL

:2. PROGRAM WA - Program Dukungan Manajemen

:3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

:4. KEGIATAN 6932 - Pengelolaan Diklat Aparatur

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) 12 - Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

01.EBC.968 Layanan Pendidikan Kedinasan 000 - Bukan
Tematik

244.133,0

052 - Pelaksanaan Pendidikan 244.133,0

Pusat Pusat 244.133,0

01.EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan 000 - Bukan
Tematik

1.953.166,0

052 - Pengembangan Kompetensi 1.953.166,0

Pusat Pusat 300.000,0

Provinsi Jawa
Barat

Kab. Bogor 1.653.166,0

Total 2.476.799,0

KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

01 Meningkatnya kompetensi manajerial ASN Pencarian

dan Pertolongan

2.476.799,0 7.712.774,0 8.012.774,0 8.012.774,0

01.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan/ Laporan/ Dokumen/
Rekomendasi/ Unit

279.500,0 615.000,0 615.000,0 615.000,0

01.EBA.962 Layanan Umum 5 Layanan 279.500,0 5 5 5 615.000,0 615.000,0 615.000,0

01.EBA.962.161 Penatakelolaan Pusat Pelatihan SDM

Pencarian dan Pertolongan

5,0 Layanan 55.900,0 279.500,0 5,0 5,0 5,0 615.000,0 615.000,0 615.000,0

01.EBC Layanan Manajemen SDM Internal Orang/ Layanan/ Rekomendasi 2.197.299,0 7.097.774,0 7.397.774,0 7.397.774,0

01.EBC.968 Layanan Pendidikan Kedinasan 21 Layanan 244.133,0 142 142 142 1.502.597,0 1.502.597,0 1.502.597,0

01.EBC.968.052 Pelaksanaan Pendidikan 21,0 Layanan 11.625,4 244.133,0 142,0 142,0 142,0 1.502.597,0 1.502.597,0 1.502.597,0

01.EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan 37 Layanan 1.953.166,0 9 10 10 5.595.177,0 5.895.177,0 5.895.177,0

01.EBC.996.052 Pengembangan Kompetensi 37,0 Layanan 52.788,3 1.953.166,0 9,0 10,0 10,0 5.595.177,0 5.895.177,0 5.895.177,0

Total 2.476.799,0 - - - 7.712.774,0 8.012.774,0 8.012.774,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)

C. SUMBER PENDANAAN



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

01 Meningkatnya kompetensi manajerial ASN Pencarian dan Pertolongan 2.476.799,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.476.799,0

01.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 279.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 279.500,0

01.EBA.962 Layanan Umum 279.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 279.500,0

01.EBA.962.161 Penatakelolaan Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan Utama 279.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 279.500,0

01.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 2.197.299,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.197.299,0

01.EBC.968 Layanan Pendidikan Kedinasan 244.133,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 244.133,0

01.EBC.968.052 Pelaksanaan Pendidikan Utama 244.133,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 244.133,0

01.EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan 1.953.166,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.953.166,0

01.EBC.996.052 Pengembangan Kompetensi Utama 1.953.166,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.953.166,0

Total 2.476.799,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.476.799,0

Jakarta, 01 Agustus 2025
Sekretaris Utama

Dr. ABDUL HARIS ACHADI S.H., DESS.
NIP. 196609241992031001



REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2026 ALOKASI 2026 (RIBU)

01 Terwujudnya produk hukum yang berkualitas 1.183.698,0

01.01 Persentase NSPK yang ditetapkan 80

01.02 Indeks kepuasan terhadap layanan produk hukum 4

02 Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan 1.194.130,0

02.01 Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan 80

02.02 Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti 80

Total 2.377.828,0

KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

01 Terwujudnya produk hukum yang

berkualitas

1.183.698,0

01.EBA Layanan Dukungan Manajemen

Internal

1.183.698,0

01.EBA.957 Layanan Hukum 805.276,0

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN SAR NASIONAL

:2. PROGRAM WA - Program Dukungan Manajemen

:3. SASARAN PROGRAM 04 - Meningkatnya efektivitas regulasi dan kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan

:4. KEGIATAN 6933 - Penyusunan Produk Hukum dan Kerja Sama

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) 13 - Biro Hukum dan Kerja Sama

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

171 - Penyusunan Peraturan

Perundang-undangan

702.142,0

Pusat Pusat 702.142,0

172 - Pengelolaan Jaringan

Dokumentasi dan Informasi

Hukum

103.134,0

Pusat Pusat 103.134,0

01.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum 378.422,0

052 - Pelaksanaan Bantuan

Hukum

378.422,0

Pusat Pusat 378.422,0

02 Meningkatnya kerja sama di bidang

pencarian dan pertolongan

1.194.130,0

02.AEC Kerja sama 1.194.130,0

02.AEC.001 Kerja Sama Dalam Negeri 339.040,0

171 - Penyusunan Kerja Sama

Dalam Negeri

339.040,0

Pusat Pusat 339.040,0

02.AEC.002 Kerja Sama Luar Negeri 855.090,0

172 - Penyusunan Kerja Sama

Luar Negeri

855.090,0

Pusat Pusat 855.090,0

Total 2.377.828,0

KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

01 Terwujudnya produk hukum yang

berkualitas

1.183.698,0 14.407.373,0 16.568.484,0 19.053.760,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

01.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan/ Laporan/
Dokumen/ Rekomendasi/
Unit

1.183.698,0 14.407.373,0 16.568.484,0 19.053.760,0

01.EBA.957 Layanan Hukum 8 Dokumen 805.276,0 8 8 8 10.266.815,0 11.806.842,0 13.577.871,0

01.EBA.957.171 Penyusunan Peraturan Perundang-

undangan

6,0 Dokumen 117.023,7 702.142,0 7,0 7,0 7,0 8.074.491,0 9.285.669,0 10.678.522,0

01.EBA.957.172 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum

2,0 Dokumen 51.567,0 103.134,0 1,0 1,0 1,0 2.192.324,0 2.521.173,0 2.899.349,0

01.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum 4 Dokumen 378.422,0 3 3 3 4.140.558,0 4.761.642,0 5.475.889,0

01.EBA.969.052 Pelaksanaan Bantuan Hukum 4,0 Dokumen 94.605,5 378.422,0 3,0 3,0 3,0 4.140.558,0 4.761.642,0 5.475.889,0

02 Meningkatnya kerja sama di bidang

pencarian dan pertolongan

1.194.130,0 16.420.910,0 18.884.057,0 21.716.663,0

02.AEC Kerja sama Kesepakatan/ Dokumen/
Kegiatan

1.194.130,0 16.420.910,0 18.884.057,0 21.716.663,0

02.AEC.001 Kerja Sama Dalam Negeri 4 Dokumen 339.040,0 4 4 4 7.782.535,0 8.949.923,0 10.292.407,0

02.AEC.001.171 Penyusunan Kerja Sama Dalam

Negeri

4,0 Dokumen 84.760,0 339.040,0 4,0 4,0 4,0 7.782.535,0 8.949.923,0 10.292.407,0

02.AEC.002 Kerja Sama Luar Negeri 4 Dokumen 855.090,0 4 4 4 8.638.375,0 9.934.134,0 11.424.256,0

02.AEC.002.172 Penyusunan Kerja Sama Luar Negeri 4,0 Dokumen 213.772,5 855.090,0 4,0 4,0 4,0 8.638.375,0 9.934.134,0 11.424.256,0

Total 2.377.828,0 - - - 30.828.283,0 35.452.541,0 40.770.423,0

KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

01 Terwujudnya produk hukum yang berkualitas 1.183.698,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.183.698,0

01.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1.183.698,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.183.698,0

01.EBA.957 Layanan Hukum 805.276,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 805.276,0

01.EBA.957.171 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Utama 702.142,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 702.142,0

01.EBA.957.172 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Utama 103.134,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103.134,0

C. SUMBER PENDANAAN



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

01.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum 378.422,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 378.422,0

01.EBA.969.052 Pelaksanaan Bantuan Hukum Utama 378.422,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 378.422,0

02 Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan 1.194.130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.194.130,0

02.AEC Kerja sama 1.194.130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.194.130,0

02.AEC.001 Kerja Sama Dalam Negeri 339.040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 339.040,0

02.AEC.001.171 Penyusunan Kerja Sama Dalam Negeri Utama 339.040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 339.040,0

02.AEC.002 Kerja Sama Luar Negeri 855.090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 855.090,0

02.AEC.002.172 Penyusunan Kerja Sama Luar Negeri Utama 855.090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 855.090,0

Total 2.377.828,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.377.828,0

Jakarta, 01 Agustus 2025
Sekretaris Utama

Dr. ABDUL HARIS ACHADI S.H., DESS.
NIP. 196609241992031001



 BERITA ACARA TRILATERAL MEETING

LEMBAR CATATAN HASIL PERTEMUAN TIGA PIHAK RENJA K/L

Kementerian/Lembaga :  107 - BADAN SAR NASIONAL

1. Tanggal dan Waktu Pelaksanaan

a. Tanggal Pelaksanaan :  30 Jul 2025

b. Waktu Pelaksanaan :  02:48

2. Tempat Pelaksanaan : Zoom Meeting Video Conference

3. Pimpinan Rapat

Nama : Handhi Setiawan Adiputra

Jabatan : Perencana Ahli Muda/Koordinator Transportasi Darat dan Perkeretaapian

4. Peserta Pertemuan

a. Kementerian PPN/Bappenas

1) Nama : Zahra Zakiyya Mustaqima

Jabatan : Konsultan Junior Transportasi Perkotaan

Penugasan : Penelaah

2) Nama : Moh. Aditya Pratama Syarief

Jabatan : Perencana Ahli Pertama

Penugasan : Penelaah

3) Nama : M. Iqbal Habibi Kamal

Jabatan : Konsultan Junior Sistem Keselamatan Transportasi

Penugasan : Penelaah

b. Kementerian Keuangan

1) Nama : Tri Budhianto

Jabatan : Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

Penugasan : Penelaah

2) Nama : Ardiansjah

Jabatan : Analis Keuangan Negara Ahli Muda

Penugasan : Penelaah

3) Nama : Ebo Sunandar

Jabatan : Analis Keuangan Negara Ahli Madya

Penugasan : Penelaah

4) Nama : Indah Prasetyawati

Jabatan : Analis Keuangan Negara Ahli Pertama

Penugasan : Penelaah

c. Kementerian/Lembaga

1) Nama : Gusti Agung Wiryawinaka

Jabatan : Perencana Ahli Madya

Penugasan : Penelaah

2) Nama : Yanto Hadi Putro

Jabatan : Perencana Ahli Muda

Penugasan : Penelaah

3) Nama : M. Muchlis Usman

Jabatan : Perencana Ahli Muda

Penugasan : Penelaah

1. Pembahasan Umum Kementerian/Lembaga

1. Pembahasan Umum Kementerian/Lembaga



a. Catatan Kementerian/Lembaga

Berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) Nomor: S-505/MK.03/2025 dan B-621/ D.9/PP.04.03/07/2025 tanggal 24 Juli 2025, Basarnas
mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp1.409.675.969.000 yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp826.739.984.000 dan belanja non
operasional sebesar Rp582.935.985.000 Adapun alokasi pagu anggaran termasuk: Belanja Operasional Pegawai (Komponen 001) sebesar
Rp578.354.190.000, Belanja Operasional Barang (Komponen 002) sebesar Rp153.756.184.000 dan Belanja Dukungan Operasional Tugas dan
Fungsi Unit (Komponen 005) Rp278.714.145.000. Di dalam SBPA tersebut Basarnas mendapatkan alokasi belanja tambahan dengan rincian
sebagai berikut :Belanja Operasional sebesar Rp94.629.610.000 dan Komponen 005: Belanja Dukungan Operasional Tugas dan Fungsi Unit
sebesar Rp203.278.000.000.

 

Basarnas mengusulkan perubahan Visi, Misi, Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran kegiatan berikut indikatornya dalam Sistem
Informasi Krisna-Renja TA 2025 dan TA 2026.

b. Catatan Kementerian PPN/Bappenas

Forum Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) antara Basarnas, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan; ini mengacu pada
Ketentuan Penyusunan Renja K/L TA 2026 dalam Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor S-505/MK.03/2025 dan Nomor B-621/D.9/PP.04.03/07/2025 yang mengamanatkan:

1. Pemanfaatan Belanja K/L sesuai dengan Tema dan Arah kebijakan RKP serta Tema Kebijakan Fiskal tahun 2026;
2. Menjaga kebutuhan minimum Belanja Operasional pemerintahan, arahan Presiden, Prioritas Nasional dan belanja yang bersifat wajib dan/atau

mandatory;
3. Memprioritaskan agenda Presiden dengan menjaga mandatory spending, dengan tetap melakukan langkah antisipasi dalam hal diperlukan

penataan ulang/revisi belanja agar lebih efisien dan efektif dengan menggunakan basis kebijakan efisiensi 2025;
4. Menjadikan intervensi belanja sebagai stimulus/dukungan fasilitasi kebijakan untuk beberapa kegiatan yang bernilai tambah tinggi dan mampu

menjaga ketahanan ekonomi karena memiliki karakteristik skala ekonomi yang luas, beragam, tersebar berkelanjutan, dan melibatkan sektor
swasta;

5. Menjaga harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan Belanja K/L dengan TKD serta komponen APBN yang lain;
6. Mengoptimalkan penggunaan komponen/produk dalam negeri (TKDN), terutama dalam pengadaan barang/jasa dalam negeri;
7. Menyelesaikan kegiatan prioritas Presiden Tahun 2025; dan
8. Memanfaatkan sumber dana RM dan Non RM yang bersifat saling melengkapi dan merupakan bagian dari strategi pendanaan dalam APBN

untuk mencapai target Prioritas Nasional.

Basarnas menyampaikan Surat Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor B/4384/PR.01.04/VII/BSN-2025 tanggal 28 Juli 2025
perihal Permohonan Updating Rancangan Renstra Basarnas pada Sistem Informasi Krisna-Renja TA 2025 dan TA 2026. Basarnas mengusulkan
untuk dilakukan perubahan narasi atau nomenklatur dan penambahan yang disesuaikan dengan dokumen rencana strategis Basarnas Tahun
2025-2029 yang paralel sedang dalam proses penyusunan. Tabel semula-menjadi perubahan tersebut disampaikan pada dokumen lampiran
sebagaimana terlampir.



c. Catatan Kementerian Keuangan

1. Pagu Anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah sesuai dengan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor: S-505/MK.03/2025 tanggal 24 Juli 2025 hal Pagu ANggaran
Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2026 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA
2026, yaitu sebesar Rp1.409.675.969.000,-

2. Rincian Anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berdasarkan sumber dana adalah sebagai berikut: Rupiah Murni (RM) sebesar
Rp1.408.732.129.000,- dan PNBP sebesar Rp943.840.000,-.

3. Rincian Anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

a)      Belanja Operasional Rp826.739.984.000,-

b)     Belanja Non Operasional Rp582.935.985.000,-

1. Dalam hal pengamanan program/kegiatan tertentu, dapat disampaikan bahwa: 1) Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(SDI), dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital nasional, maka
kegiatan atau proyek Kementerian/Lembaga harus mendapatkan rekomendasi (clearance) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Bersama 3 (Tiga) Menteri; 2) K/L agar memastikan
keselarasan rumusan informasi kinerja dalam Renja K/L dengan target-target kinerja di dalam rancangan RKP; 3) Dalam rangka mendukung
efektivitas belanja dan proses evaluasi kebijakan penganggaran perubahan iklim yang lebih baik serta dalam rangka mendukung
keberlangsungan pembiayaan APBN melalui green sukuk, K/L agar secara disiplin melakukan penandaan anggaran perubahan iklim sesuai
Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim; 4) Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator penurunan ketimpangan gender,
pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, K/L agar mengintegrasikan perspektif gender dalam menyusun perencanaan dan
penganggaran program/kegiatan/rincian output serta menyusun Gender Action Budget (GAB) dan melakukan penandaan Anggaran Responsif
Gender (ARG) secara konsisten; 5) Dalam rangka mendukung pemanfaatan dan penggunaan anggaran pendidikan di K/L, pada pelaksanaan
Trilateral Meeting kegiatan terkait anggaran pendidikan akan melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

2. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan agar mempersiapkan sejak dini untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan data dukung dari pihak
eksternal, antara lain sebagai berikut: (a. Melengkapi RKBMN di DJKN Kemenkeu. b. Surat Persetujuan dari Presiden untuk pembangunan gedung
kantor baru, c. Kegiatan yang memerlukan ijin dari instansi lain agar disiapkan sejak awal, misalnya rekomendasi dari Kementerian PUPR untuk
kegiatan renovasi Gedung, reviu BPKP untuk pembayaran tunggakan, dll. d. Dalam rangka mendukung Digitalisasi Nasional, kegiatan/proyek
berupa: (i) pembangunan/pengadaan sistem IT baru atau aplikasi baru yg bersifat umum, dan (ii) pengadaan server baru dan/atau Data Center
baru, harus mendapat clearance dari Kominfo. e. Serta untuk SPBE ada clearance dari Menpan RB).

3. Selanjutnya Belanja Barang agar Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memperhatikan hal sebagai berikut: a) Penajaman belanja barang
seiring dengan digitalisasi birokrasi; b) Pelaksanaan efisiensi belanja barang melalui penghematan belanja barang non operasional dan belanja
perjalanan dinas serta penajaman belanja barang yang diserahkan (bantuan pemerintah) dan sinergi dengan belanja Pemda; c) Penajaman
struktur biaya dan penguatan standar biaya dalam rangka efisiensi pengalokasian anggaran; d) Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
(TKDN) dalam rangka pengadaan barang dan jasa. Dan untuk Belanja Modal, agar BPSDM memperhatikan hal sebagai berikut: a) Mendukung
penguatan infrastruktur pendukung transformasi dan industrialisasi; b) Realokasi dari belanja peralatan dan mesin ke belanja untuk
pembangunan jalan, irigasi dan jaringan yang berdampak lebih kuat terhadap pertumbuhan; c) Mengutamakan belanja modal dengan TKDN
tinggi untuk mendorong kemandirian industri dalam negeri

4. Dengan adanya penyesuaian pola kerja yang flexible, perlu dilakukan efisiensi dalam pengalokasian belanja perjalanan dinas, paket meeting
maupun honorarium.

5. Agar alokasi anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, prioritas perencanaan anggaran yang telah disusun sebelumnya agar
dipilah-pilah kembali, mana yang benar-benar prioritas dan harus segera dilaksanakan di TA 2026 dan mana yang bisa ditunda pelaksanaannya
ke tahun-tahun berikutnya, pengalokasian anggaran agar dapat dilihat terkait prioritas dari kegiatan yang dilakukan.

d. Kesepakatan

1. Kementerian/Lembaga dapat melakukan penyesuaian atas nomenklatur referensi Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen berdasarkan hasil
kesepakatan melalui Sistem Informasi KRISNA Renja K/L sampai dengan tanggal 1 Agustus 2025 pukul 18.00 WIB, untuk selanjutnya menjadi
referensi RKA-KL pada Modul Anggaran SAKTI.

2. Jika terdapat pelaksanaan TM pasca 1 Agustus 2025, hanya dapat mengubah yang berada di level KRO-RO ke bawah dan perubahan akan
dilakukan pada modul sinkronisasi, bukan dalam Krisna Renja K/L.

3. Perubahan Visi, Misi, Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, beserta seluruh Indikator Kinerja hingga level Komponen dapat
dilakukan pembaruan dan disesuaikan dengan Rancangan Rencana Strategis Basarnas Tahun 2025-2029 pada Sistem Informasi Krisna-Renja TA
2025 dan TA 2026.

e. Tindak Lanjut

Basarnas melakukan penyesuaian dalam aplikasi Krisna Renja K/L.

2. Program: WA - Program Dukungan Manajemen

1. Tambahan Anggaran

a. Catatan Kementerian/Lembaga

Basarnas saat ini sedang menyusun usulan tambahan anggaran untuk Program Dukungan Manajemen yang belum terakomodir seluruhnya dari
alokasi belanja tambahan SBPA. Harapannya usulan tambahan tersebut dapat terpenuhi pada tahap Pagu Alokasi Anggaran TA 2026. Tambahan
anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan protokol, kehumasan, serta penyelesaian temuan  BPK berupa KDP di UPT. 



b. Catatan Kementerian PPN/Bappenas

Mengacu pada Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri
Keuangan Nomor S-505/MK.03/2025 dan Nomor B-621/D.9/PP.04.03/07/2025, total pagu anggaran Basarnas TA. 2026 sebesar Rp
1.409.675.969.000, dengan anggaran untuk Program Dukungan Manajemen adalah Rp 844.993.881.000, yang sebelumnya sebesar Rp
732.110.374.000 dalam pagu indikatif. Terdapat penambahan sebesar Rp 112.883.507.000, dengan rincian RO yang terdapat penambahan
sebagai berikut:

1. 3941.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor penambahan sebesar Rp 1.720.880.000;
2. 3941.EBA.962 Layanan Umum penambahan sebesar Rp 75.000.000;
3. 3941.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran penambahan sebesar Rp 1.416.650.000;
4. 3941.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi penambahan sebesar Rp 660.201.000;
5. 3941.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan penambahan sebesar Rp 1.747.500.000;
6. 3942.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal penambahan sebesar Rp 252.818.000;
7. 3942.EBC.954 Layanan Manajemen SDM penambahan sebesar Rp 986.400.000;
8. 3942.EBC.968 Layanan Pendidikan Kedinasan penambahan sebesar Rp 198.200.000;
9. 3942.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja penambahan sebesar Rp 136.544.000;

10. 3943.EBA.956 Layanan BMN penambahan sebesar Rp 405.513.000;
11. 3943.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi penambahan sebesar Rp 2.344.000.000;
12. 3943.EBA.959 Layanan Protokoler penambahan sebesar Rp1.400.855.000;
13. 3943.EBA.962 Layanan Umum penambahan sebesar Rp 304.349.000;
14. 3943.EBA.994 Operasional dan Pemeliharaan Kantor penambahan sebesar Rp 92.908.730.000;
15. 3943.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan penambahan sebesar Rp 1.380.000.000;
16. 3945.EBA.962 Layanan Umum penambahan sebesar Rp 25.149.000;
17. 3945.EBA.963 Layanan Data dan Informasi penambahan sebesar Rp 907.082.000;
18. 4021.EBD.965 Layanan Audit Internal penambahan sebesar Rp 1.159.009.000;
19. 6932.EBA.962 Layanan Umum penambahan sebesar Rp 279.500.000;
20. 6932.EBC.968 Layanan Pendidikan Kedinasan penambahan sebesar Rp 244.133.000;
21. 6932.EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan penambahan sebesar Rp 1.953.166.000;
22. 6933.EBA.957 Layanan Hukum penambahan sebesar Rp 805.276.000;
23. 6933.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum penambahan sebesar Rp 378.422.000;
24. 6933.AEC.001 Kerja Sama Dalam Negeri penambahan sebesar Rp 339.040.000; dan
25. 6933.AEC.002 Kerja Sama Luar Negeri penambahan sebesar Rp 855.090.000.

Usulan tambahan untuk Belanja Pegawai belum dapat diakomodir dalam pembahasan TM, dikarenakan untuk usulan belanja pegawai dapat
diusulkan pada pelaksanaan tahun berjalan, di mana harus dipastikan jumlah dan siapa saja yang mendapatkan SK pegawai dalam instansi
tersebut.

c. Catatan Kementerian Keuangan

Agar dilakukan penajaman penghitungan alokasi belanja operasional, jangan sampai kurang maupun berlebih. Alokasi belanja pegawai agar
dialokasikan hanya untuk pegawai existing dan tidak termasuk belanja untuk rencana penambahan pegawai di TA 2026. Usulan tambahan
Belanja Pegawai di 2026 dapat diusulkan apabila pegawai sudah diangkat, sehingga apabila baru rencana penanbahan CPNS di 2026 belum dapat
dialokasikan.

d. Kesepakatan

Disepakati besaran anggaran untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 844.993.881.000 dengan tabel semula menjadi dijelaskan dalam
lampiran.

e. Tindak Lanjut

Basarnas melakukan penyesuaian dalam aplikasi Krisna Renja K/L 2026.

3. Program: BM - Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana

1. Tambahan Anggaran

a. Catatan Kementerian/Lembaga

Basarnas saat ini sedang menyusun usulan tambahan anggaran untuk Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana yang
belum terakomodir seluruhnya dari alokasi belanja tambahan SBPA. Harapannya usulan tambahan tersebut dapat terpenuhi pada tahap Pagu
Alokasi Anggaran TA 2026. Tambahan anggaran tersebut untuk pemenuhan infrastruktur Basarnas yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029. 



b. Catatan Kementerian PPN/Bappenas

Mengacu pada Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri
Keuangan Nomor S-505/MK.03/2025 dan Nomor B-621/D.9/PP.04.03/07/2025, total pagu anggaran Basarnas TA. 2026 sebesar Rp
1.409.675.969.000, dengan anggaran untuk Program Dukungan Manajemen adalah Rp 564.792.088.000, yang sebelumnya sebesar Rp
279.657.985.000 dalam pagu indikatif. Terdapat penambahan sebesar Rp 285.134.103.000. Rincian RO Prioritas Nasional yang terdapat
penambahan anggaran adalah sebagai berikut:

1. 3946.RCM.001 Pemeliharaan Sarana SAR (Prioritas Nasional) penambahan sebesar Rp 173.173.333.000;
2. 3946.RDH.001 Pemeliharaan Prasarana SAR (Prioritas Nasional) penambahan sebesar Rp 1.820.299.000;
3. 3948.QHC.001 Pelaksanaan Operasi SAR (Prioritas Nasional) penambahan sebesar Rp 47.828.224.000;
4. 3948.QHC.002 Dukungan Operasi SAR (Prioritas Nasional) penambahan sebesar Rp 2.500.000.0000;
5. 3949.RCL.001 Pemeliharaan Peralatan Sistem Komunikasi SAR (Prioritas Nasional) penambahan sebesar Rp 22.620.040.000; dan
6. 7065.RCL.001 Pemeliharaan Peralatan Teknologi Informasi SAR (Prioritas Nasional) penambahan sebesar Rp 5.664.328.000.

c. Catatan Kementerian Keuangan

Sesuai dengan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional nomor: S-505/MK.03/2025 tanggal 24 Juli 2025 hal Pagu ANggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2026 dan
Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2026, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mendapatkan
alokasi tambahan sebesar Rp397.907.610.000,-. Sehubungan dengan masih terbatasnya anggaran di TA 2026 ini, Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan perlu membuat daftar urutan prioritas terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di TA 2026 tersebut, serta perlu
disusun strategi untuk pemenuhan kebutuhan ideal secara bertahap antara alokasi anggaran dengan target-target kegiatan Prioritas Nasional
agar tidak menganggu penyediaan anggaran prioritas lainnya.

d. Kesepakatan

Disepakati besaran anggaran untuk Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana sebesar Rp 564.792.088.000 dengan
tabel semula menjadi dijelaskan dalam lampiran. Besaran untuk RO Prioritas Nasional dalam Pagu Anggaran TA. 2026 Basarnas adalah sebesar
Rp 532.320.369.000.

e. Tindak Lanjut

Basarnas melakukan penyesuaian dalam aplikasi Krisna Renja K/L 2026.

Catatan

Pihak-pihak yang bersepakat:

Direktorat Konektivitas dan Infrastruktur Logistik
Kementerian PPN/Bappenas

Dail Umamil Asri, S.T., M.Eng.
( Direktur Konektivitas dan Infrastruktur Logistik )

Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
Kementerian Keuangan

Tri Budhianto
( Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman )

Biro Perencanaan dan Keuangan
BADAN SAR NASIONAL

Siswanta
( Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan )

Keterangan:

1. Pokok
Bahasan

:  Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen/Lokasi dan struktur di bawahnya termasuk sasaran dan indikatornya

2. Catatan :  Catatan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan/atau kementerian/lembaga

3. Tindak
Lanjut

:  Tindak lanjut untuk diakomodasi dalam perbaikan Rancangan Renja K/L, baik berupa tindak lanjut untuk disepakati (diakomodasi),
diakomodasi dengan perubahan/persyaratan/catatan tertentu, atau belum dapat diakomodasi di dokumen Renja K/L

4. Catatan ditandatangani oleh pejabat eselon II (Kepala biro perencanaan/unit kerja/satuan kerja kementerian/lembaga, Direktur di Kementerian
PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan).

5. Apabila catatan tidak dapat diakomodasi dalam format tersebut, maka dapat dijabarkan dalam format lain (misalnya: diagram, gambar, dan
sebagainya).



LAMPIRAN A - ALOKASI ANGGARAN

RINCIAN PAGU PER PROGRAM KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2026

(RIBU RUPIAH)

KODE NAMA PROGRAM/SUMBER PENDANAAN

ALOKASI ANGGARAN TA 2026

OPERASIONAL NON OPERASIONAL JUMLAH

107.01.BM Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana 0,0 564.682.088,0 564.682.088,0

1. Rupiah 0,0 563.738.248,0 563.738.248,0

2. PNBP 0,0 943.840,0 943.840,0

3. BLU 0,0 0,0 0,0

4. PLN 0,0 0,0 0,0

5. Rupiah Murni Pendamping (RMP) 0,0 0,0 0,0

6. PDN 0,0 0,0 0,0

7. Hibah 0,0 0,0 0,0

8. Pendamping Hibah 0,0 0,0 0,0

9. SBSN 0,0 0,0 0,0

10. Hibah dalam Negeri 0,0 0,0 0,0

107.01.WA Program Dukungan Manajemen 826.739.984,0 18.253.897,0 844.993.881,0

1. Rupiah 826.739.984,0 18.253.897,0 844.993.881,0

2. PNBP 0,0 0,0 0,0

3. BLU 0,0 0,0 0,0

:BAGIAN ANGGARAN (BA) 107
:KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN SAR NASIONAL

RINCIAN PAGU ANTAR PROGRAM:



KODE NAMA PROGRAM/SUMBER PENDANAAN

ALOKASI ANGGARAN TA 2026

OPERASIONAL NON OPERASIONAL JUMLAH

4. PLN 0,0 0,0 0,0

5. Rupiah Murni Pendamping (RMP) 0,0 0,0 0,0

6. PDN 0,0 0,0 0,0

7. Hibah 0,0 0,0 0,0

8. Pendamping Hibah 0,0 0,0 0,0

9. SBSN 0,0 0,0 0,0

10. Hibah dalam Negeri 0,0 0,0 0,0

1. Rupiah 826.739.984,0 581.992.145,0 1.408.732.129,0

2. PNBP 0,0 943.840,0 943.840,0

3. BLU 0,0 0,0 0,0

4. PLN 0,0 0,0 0,0

5. Rupiah Murni Pendamping (RMP) 0,0 0,0 0,0

6. PDN 0,0 0,0 0,0

7. Hibah 0,0 0,0 0,0

8. Pendamping Hibah 0,0 0,0 0,0

9. SBSN 0,0 0,0 0,0

10. Hibah dalam Negeri 0,0 0,0 0,0

TOTAL 826.739.984,0 582.935.985,0 1.409.675.969,0

1. Belanja Operasional Pegawai (komponen 001) Rp. 578.354.190,0
2. Belanja Operasional Barang (komponen 002) Rp. 248.385.794,0
3. Belanja Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (komponen 003) Rp. 0,0
4. Belanja Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (komponen 004) Rp. 0,0
5. Belanja Dukungan Operasional Tugas dan Fungsi Unit (komponen 005) Rp. 481.992.145,0

ALOKASI (*) TERMASUK:



LAMPIRAN B - ALOKASI ANGGARAN

RINCIAN PRIORITAS NASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2026

(RIBU RUPIAH)

KODE

NAMA

PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT/RINCIAN

OUTPUT

TARGET SATUAN PAGU LOKASI
PROYEK

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROGRAM

PRIORITAS
PRIORITAS NASIONAL

107.BM
Program Pencarian dan

Pertolongan pada Kecelakaan dan

Bencana

532.320.369,0

107.3946
Pengelolaan Sarana dan

Prasarana SAR
419.507.864,0

107.RAP
Sarana Bidang Pencarian,

Pertolongan, dan Penanganan

Bencana

0 Unit 0,0

107.003
Sarana SAR Kapal Kelas V

(Prioritas Nasional)
0 Unit 0,0 Pusat

01-Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi

:BAGIAN ANGGARAN (BA) 107
:KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN SAR NASIONAL

RINCIAN PAGU PRIORITAS NASIONAL:



KODE

NAMA

PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT/RINCIAN

OUTPUT

TARGET SATUAN PAGU LOKASI
PROYEK

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROGRAM

PRIORITAS
PRIORITAS NASIONAL

107.004
Sarana SAR Landing Craft

(Prioritas Nasional)
0 Unit 0,0 Pusat

01-Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi

107.005
Sarana SAR Rafting Boat

(Prioritas Nasional)
0 Unit 0,0 Pusat

01-Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi



KODE

NAMA

PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT/RINCIAN

OUTPUT

TARGET SATUAN PAGU LOKASI
PROYEK

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROGRAM

PRIORITAS
PRIORITAS NASIONAL

107.010
Sarana SAR Rescue Car

Tipe II (Prioritas Nasional)
0 Unit 0,0 Pusat

01-Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi

107.001
Sarana SAR Helikopter

(Prioritas Nasional)
0 Unit 0,0 Pusat

01-Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi



KODE

NAMA

PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT/RINCIAN

OUTPUT

TARGET SATUAN PAGU LOKASI
PROYEK

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROGRAM

PRIORITAS
PRIORITAS NASIONAL

107.002
Sarana SAR Kapal Kelas II

(Prioritas Nasional)
0 Unit 0,0 Pusat

01-Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi

107.006
Sarana SAR Rescue Water

Craft (Prioritas Nasional)
0 Unit 0,0 Pusat

01-Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi



KODE

NAMA

PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT/RINCIAN

OUTPUT

TARGET SATUAN PAGU LOKASI
PROYEK

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROGRAM

PRIORITAS
PRIORITAS NASIONAL

107.007
Sarana SAR Rescue Truck

Tipe I (Prioritas Nasional)
0 Unit 0,0 Pusat

01-Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi

107.008
Sarana SAR Rescue Truck

Tipe II (Prioritas Nasional)
0 Unit 0,0 Pusat

01-Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi



KODE

NAMA

PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT/RINCIAN

OUTPUT

TARGET SATUAN PAGU LOKASI
PROYEK

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROGRAM

PRIORITAS
PRIORITAS NASIONAL

107.009
Sarana SAR Rescue Car

Tipe I (Prioritas Nasional)
0 Unit 0,0 Pusat

01-Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi



KODE

NAMA

PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT/RINCIAN

OUTPUT

TARGET SATUAN PAGU LOKASI
PROYEK

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROGRAM

PRIORITAS
PRIORITAS NASIONAL

107.011
Peralatan SAR (Prioritas

Nasional)
0 Unit 0,0

Provinsi Aceh, Provinsi Bali,
Provinsi Banten, Provinsi
Bengkulu, Provinsi DI
Yogyakarta, Provinsi Gorontalo,
Provinsi Jambi, Provinsi Jawa
Barat, Provinsi Jawa Tengah,
Provinsi Jawa Timur, Provinsi
Kalimantan Barat, Provinsi
Kalimantan Selatan, Provinsi
Kalimantan Tengah, Provinsi
Kalimantan Timur, Provinsi
Kalimantan Utara, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung,
Provinsi Kepulauan Riau,
Provinsi Lampung, Provinsi
Maluku, Provinsi Maluku Utara,
Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Provinsi Papua, Provinsi Papua
Barat, Provinsi Papua Barat
Daya, Provinsi Papua Selatan,
Provinsi Papua Tengah, Provinsi
Riau, Provinsi Sulawesi Barat,
Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi Tengah,
Provinsi Sulawesi Tenggara,
Provinsi Sulawesi Utara,
Provinsi Sumatera Barat,
Provinsi Sumatera Selatan,
Provinsi Sumatera Utara, Pusat

01-Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi



KODE

NAMA

PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT/RINCIAN

OUTPUT

TARGET SATUAN PAGU LOKASI
PROYEK

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROGRAM

PRIORITAS
PRIORITAS NASIONAL

107.012
Sarana SAR Kapal Kelas I

(Prioritas Nasional)
0 Unit 0,0 Pusat

01-Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi

107.RBH
Prasarana Bidang Pencarian,

Pertolongan, dan Penanganan

Bencana

0 unit/Kawasan 0,0

107.001
Prasarana SAR (Prioritas

Nasional)
0 unit 0,0

Provinsi Aceh, Provinsi Banten,
Provinsi Bengkulu, Provinsi DI
Yogyakarta, Provinsi Gorontalo,
Provinsi Jambi, Provinsi Jawa
Barat, Provinsi Jawa Tengah,
Provinsi Kalimantan Timur,
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, Provinsi Kepulauan
Riau, Provinsi Lampung,
Provinsi Maluku, Provinsi Nusa
Tenggara Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, Provinsi Papua,
Provinsi Papua Barat Daya,
Provinsi Papua Selatan, Provinsi
Papua Tengah, Provinsi
Sulawesi Barat, Provinsi
Sulawesi Selatan, Provinsi
Sulawesi Tengah, Provinsi
Sulawesi Utara, Provinsi
Sumatera Barat, Provinsi
Sumatera Selatan, Provinsi
Sumatera Utara, Pusat

01-Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi



KODE

NAMA

PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT/RINCIAN

OUTPUT

TARGET SATUAN PAGU LOKASI
PROYEK

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROGRAM

PRIORITAS
PRIORITAS NASIONAL

107.RCM
OM Sarana Bidang Pencarian,

Pertolongan, dan Penanganan

Bencana

2642 Unit 416.329.887,0

107.001
Pemeliharaan Sarana SAR

(Prioritas Nasional)
2642 Unit 416.329.887,0

Provinsi Aceh, Provinsi Bali,
Provinsi Banten, Provinsi
Bengkulu, Provinsi DI
Yogyakarta, Provinsi Gorontalo,
Provinsi Jambi, Provinsi Jawa
Barat, Provinsi Jawa Tengah,
Provinsi Jawa Timur, Provinsi
Kalimantan Barat, Provinsi
Kalimantan Selatan, Provinsi
Kalimantan Tengah, Provinsi
Kalimantan Timur, Provinsi
Kalimantan Utara, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung,
Provinsi Kepulauan Riau,
Provinsi Lampung, Provinsi
Maluku, Provinsi Maluku Utara,
Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Provinsi Papua, Provinsi Papua
Barat, Provinsi Papua Barat
Daya, Provinsi Papua Selatan,
Provinsi Papua Tengah, Provinsi
Riau, Provinsi Sulawesi Barat,
Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi Tengah,
Provinsi Sulawesi Tenggara,
Provinsi Sulawesi Utara,
Provinsi Sumatera Barat,
Provinsi Sumatera Selatan,
Provinsi Sumatera Utara, Pusat

01-Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi

107.RDH
OM Prasarana Bidang

Pencarian, Pertolongan, dan

Penanganan Bencana

120 unit/Pos 3.177.977,0



KODE

NAMA

PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT/RINCIAN

OUTPUT

TARGET SATUAN PAGU LOKASI
PROYEK

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROGRAM

PRIORITAS
PRIORITAS NASIONAL

107.001
Pemeliharaan Prasarana

SAR (Prioritas Nasional)
120 unit 3.177.977,0

Provinsi Aceh, Provinsi Bali,
Provinsi Banten, Provinsi
Bengkulu, Provinsi DI
Yogyakarta, Provinsi Gorontalo,
Provinsi Jambi, Provinsi Jawa
Barat, Provinsi Jawa Tengah,
Provinsi Jawa Timur, Provinsi
Kalimantan Barat, Provinsi
Kalimantan Selatan, Provinsi
Kalimantan Tengah, Provinsi
Kalimantan Timur, Provinsi
Kalimantan Utara, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung,
Provinsi Kepulauan Riau,
Provinsi Lampung, Provinsi
Maluku, Provinsi Maluku Utara,
Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Provinsi Papua, Provinsi Papua
Barat, Provinsi Papua Barat
Daya, Provinsi Papua Selatan,
Provinsi Papua Tengah, Provinsi
Riau, Provinsi Sulawesi Barat,
Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi Tengah,
Provinsi Sulawesi Tenggara,
Provinsi Sulawesi Utara,
Provinsi Sumatera Barat,
Provinsi Sumatera Selatan,
Provinsi Sumatera Utara, Pusat

01-Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi

107.3947 Pembinaan Tenaga SAR 0,0

107.SCK
Pelatihan Bidang

Penanggulangan Bencana
0 Orang 0,0



KODE

NAMA

PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT/RINCIAN

OUTPUT

TARGET SATUAN PAGU LOKASI
PROYEK

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROGRAM

PRIORITAS
PRIORITAS NASIONAL

107.001
Sertifikasi Tenaga Awak

Laut (Prioritas Nasional)
0 Orang 0,0 Pusat

02-Peningkatan
SDM Pencarian
dan Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi

107.002
Sertifikasi Tenaga Medis

(Prioritas Nasional)
0 Orang 0,0 Pusat

02-Peningkatan
SDM Pencarian
dan Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi



KODE

NAMA

PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT/RINCIAN

OUTPUT

TARGET SATUAN PAGU LOKASI
PROYEK

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROGRAM

PRIORITAS
PRIORITAS NASIONAL

107.003
Sertifikasi Tenaga Operator

Komunikasi (Prioritas

Nasional)

0 Orang 0,0 Pusat

02-Peningkatan
SDM Pencarian
dan Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi

107.3948 Pengelolaan Operasi SAR 50.328.224,0

107.QHC
Operasi Bidang Pencarian,

Pertolongan, dan Penanganan

Bencana

46 operasi 50.328.224,0



KODE

NAMA

PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT/RINCIAN

OUTPUT

TARGET SATUAN PAGU LOKASI
PROYEK

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROGRAM

PRIORITAS
PRIORITAS NASIONAL

107.001
Pelaksanaan Operasi SAR

(Prioritas Nasional)
45 operasi 47.828.224,0

Provinsi Aceh, Provinsi Bali,
Provinsi Banten, Provinsi
Bengkulu, Provinsi DI
Yogyakarta, Provinsi Gorontalo,
Provinsi Jambi, Provinsi Jawa
Barat, Provinsi Jawa Tengah,
Provinsi Jawa Timur, Provinsi
Kalimantan Barat, Provinsi
Kalimantan Selatan, Provinsi
Kalimantan Tengah, Provinsi
Kalimantan Timur, Provinsi
Kalimantan Utara, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung,
Provinsi Kepulauan Riau,
Provinsi Lampung, Provinsi
Maluku, Provinsi Maluku Utara,
Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Provinsi Papua, Provinsi Papua
Barat, Provinsi Papua Barat
Daya, Provinsi Papua Selatan,
Provinsi Papua Tengah, Provinsi
Riau, Provinsi Sulawesi Barat,
Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi Tengah,
Provinsi Sulawesi Tenggara,
Provinsi Sulawesi Utara,
Provinsi Sumatera Barat,
Provinsi Sumatera Selatan,
Provinsi Sumatera Utara

03-Pelaksanaan
Operasi
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi



KODE

NAMA

PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT/RINCIAN

OUTPUT

TARGET SATUAN PAGU LOKASI
PROYEK

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROGRAM

PRIORITAS
PRIORITAS NASIONAL

107.002
Dukungan Operasi SAR

(Prioritas Nasional)
1 operasi 2.500.000,0 Pusat

03-Pelaksanaan
Operasi
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi

107.3949
Pengelolaan Sistem Komunikasi

SAR
50.611.251,0

107.RAN
Sarana Bidang Teknologi

Informasi dan Komunikasi
0 Unit 0,0

107.001
Peralatan Sistem

Komunikasi SAR (Prioritas

Nasional)

0 Unit 0,0 Pusat

01-Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi

107.RCL
OM Sarana Bidang Teknologi

Informasi dan Komunikasi
72 Unit 50.611.251,0



KODE

NAMA

PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT/RINCIAN

OUTPUT

TARGET SATUAN PAGU LOKASI
PROYEK

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROGRAM

PRIORITAS
PRIORITAS NASIONAL

107.001
Pemeliharaan Peralatan

Sistem Komunikasi SAR

(Prioritas Nasional)

72 Unit 50.611.251,0

Provinsi Aceh, Provinsi Bali,
Provinsi Banten, Provinsi
Bengkulu, Provinsi DI
Yogyakarta, Provinsi Gorontalo,
Provinsi Jambi, Provinsi Jawa
Barat, Provinsi Jawa Tengah,
Provinsi Jawa Timur, Provinsi
Kalimantan Barat, Provinsi
Kalimantan Selatan, Provinsi
Kalimantan Tengah, Provinsi
Kalimantan Timur, Provinsi
Kalimantan Utara, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung,
Provinsi Kepulauan Riau,
Provinsi Lampung, Provinsi
Maluku, Provinsi Maluku Utara,
Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Provinsi Papua, Provinsi Papua
Barat, Provinsi Papua Barat
Daya, Provinsi Papua Selatan,
Provinsi Papua Tengah, Provinsi
Riau, Provinsi Sulawesi Barat,
Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi Tengah,
Provinsi Sulawesi Tenggara,
Provinsi Sulawesi Utara,
Provinsi Sumatera Barat,
Provinsi Sumatera Selatan,
Provinsi Sumatera Utara, Pusat

01-Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi

107.3971 Pembinaan Potensi SAR 0,0

107.QDD
Fasilitasi dan Pembinaan

Kelompok Masyarakat
0

Kelompok
Masyarakat

0,0



KODE

NAMA

PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT/RINCIAN

OUTPUT

TARGET SATUAN PAGU LOKASI
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PRIORITAS

PROGRAM

PRIORITAS
PRIORITAS NASIONAL

107.001

Pemberdayaan Kelompok

Masyarakat di Bidang

Pencarian dan Pertolongan

(Prioritas Nasional)

0
Kelompok
Masyarakat

0,0

Provinsi Banten, Provinsi
Bengkulu, Provinsi Jawa Barat,
Provinsi Jawa Tengah, Provinsi
Jawa Timur, Provinsi Kepulauan
Riau, Provinsi Maluku, Provinsi
Nusa Tenggara Barat, Provinsi
Papua, Provinsi Papua Barat
Daya, Provinsi Papua Selatan,
Provinsi Papua Tengah, Provinsi
Sulawesi Selatan, Provinsi
Sulawesi Utara, Provinsi
Sumatera Utara, Pusat

02-
Pemberdayaan
komunitas
masyarakat
untuk
pengurangan
risiko bencana

04-
Peningkatan
Resiliensi
Masyarakat
Terhadap
Bencana

04-Pengelolaan
Risiko Bencana
yang Efisien dan
Tepat Guna

08-Memperkuat
Penyelarasan
Kehidupan yang
Harmonis dengan
Lingkungan Alam dan
Budaya, serta
Peningkatan Toleransi
Antarumat Beragama
untuk Mencapai
Masyarakat yang Adil
dan Makmur

107.6931 Pengelolaan Diklat SAR 0,0

107.QDC
Fasilitasi dan Pembinaan

Masyarakat
0 Orang 0,0

107.U01

Pelatihan Teknis Potensi

SAR di Permukaan Air

untuk Wilayah Barat (72 JP)

(Prioritas Nasional)

0 Orang 0,0

Provinsi Aceh, Provinsi Banten,
Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi
Jawa Barat, Provinsi Jawa
Tengah, Provinsi Jawa Timur,
Provinsi Kalimantan Tengah,
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, Provinsi Kepulauan
Riau, Provinsi Sumatera
Selatan, Provinsi Sumatera
Utara, Pusat

02-Peningkatan
SDM Pencarian
dan Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi



KODE

NAMA

PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT/RINCIAN
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PROGRAM
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107.U02

Pelatihan Teknis Potensi

SAR di Permukaan Air

untuk Wilayah Tengah (72

JP) (Prioritas Nasional)

0 Orang 0,0

Provinsi Bali, Provinsi
Kalimantan Selatan, Provinsi
Kalimantan Timur, Provinsi
Nusa Tenggara Barat, Provinsi
Nusa Tenggara Timur, Provinsi
Sulawesi Selatan, Provinsi
Sulawesi Tengah, Provinsi
Sulawesi Tenggara, Pusat

02-Peningkatan
SDM Pencarian
dan Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi

107.U03

Pelatihan Teknis Potensi

SAR di Permukaan Air

untuk Wilayah Timur (72 JP)

(Prioritas Nasional)

0 Orang 0,0

Provinsi Maluku, Provinsi Papua
Barat Daya, Provinsi Papua
Selatan, Provinsi Papua Tengah,
Pusat

02-Peningkatan
SDM Pencarian
dan Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi
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107.U08

Pelatihan Teknis Potensi

SAR di Gunung dan Hutan

untuk Wilayah Tengah (72

JP) (Prioritas Nasional)

0 Orang 0,0

Provinsi Bali, Provinsi
Gorontalo, Provinsi Kalimantan
Selatan, Provinsi Kalimantan
Timur, Provinsi Nusa Tenggara
Barat, Provinsi Sulawesi Barat,
Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi Tengah,
Provinsi Sulawesi Tenggara,
Pusat

02-Peningkatan
SDM Pencarian
dan Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi

107.U09

Pelatihan Teknis Potensi

SAR di Gunung dan Hutan

untuk Wilayah Timur (72 JP)

(Prioritas Nasional)

0 Orang 0,0
Provinsi Maluku, Provinsi Papua
Selatan, Pusat

02-Peningkatan
SDM Pencarian
dan Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi



KODE

NAMA
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RINCIAN OUTPUT/RINCIAN
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PROGRAM

PRIORITAS
PRIORITAS NASIONAL

107.U04

Pelatihan Teknis Potensi

SAR di Ketinggian untuk

Wilayah Barat (72 JP)

(Prioritas Nasional)

0 Orang 0,0

Provinsi Aceh, Provinsi Banten,
Provinsi Jambi, Provinsi Jawa
Tengah, Provinsi Kepulauan
Riau, Provinsi Riau, Provinsi
Sumatera Barat, Provinsi
Sumatera Utara, Pusat

02-Peningkatan
SDM Pencarian
dan Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi

107.U05

Pelatihan Teknis Potensi

SAR di Ketinggian untuk

Wilayah Tengah (72 JP)

(Prioritas Nasional)

0 Orang 0,0

Provinsi Gorontalo, Provinsi
Kalimantan Selatan, Provinsi
Kalimantan Timur, Provinsi
Kalimantan Utara, Provinsi
Nusa Tenggara Barat, Provinsi
Nusa Tenggara Timur, Provinsi
Sulawesi Barat, Provinsi
Sulawesi Selatan, Provinsi
Sulawesi Tengah, Provinsi
Sulawesi Tenggara, Pusat

02-Peningkatan
SDM Pencarian
dan Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi
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107.U06

Pelatihan Teknis Potensi

SAR di Ketinggian untuk

Wilayah Timur (72 JP)

(Prioritas Nasional)

0 Orang 0,0

Provinsi Maluku, Provinsi
Maluku Utara, Provinsi Papua,
Provinsi Papua Selatan, Provinsi
Papua Tengah, Pusat

02-Peningkatan
SDM Pencarian
dan Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi

107.U07

Pelatihan Teknis Potensi

SAR di Gunung dan Hutan

untuk Wilayah Barat (72 JP)

(Prioritas Nasional)

0 Orang 0,0

Provinsi Banten, Provinsi
Bengkulu, Provinsi Jawa Barat,
Provinsi Jawa Tengah, Provinsi
Kepulauan Riau, Provinsi Riau,
Provinsi Sumatera Selatan,
Provinsi Sumatera Utara, Pusat

02-Peningkatan
SDM Pencarian
dan Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi
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107.U10

Pelatihan Teknis Potensi

SAR Medical First

Responder untuk Wilayah

Barat (72 JP) (Prioritas

Nasional)

0 Orang 0,0

Provinsi Aceh, Provinsi Banten,
Provinsi Bengkulu, Provinsi Jawa
Barat, Provinsi Jawa Tengah,
Provinsi Jawa Timur, Provinsi
Kalimantan Barat, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung,
Provinsi Kepulauan Riau,
Provinsi Riau, Provinsi Sumatera
Selatan, Provinsi Sumatera
Utara, Pusat

02-Peningkatan
SDM Pencarian
dan Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi

107.U11

Pelatihan Teknis Potensi

SAR Medical First

Responder untuk Wilayah

Tengah (72 JP) (Prioritas

Nasional)

0 Orang 0,0

Provinsi Bali, Provinsi
Kalimantan Selatan, Provinsi
Kalimantan Timur, Provinsi
Kalimantan Utara, Provinsi
Nusa Tenggara Barat, Provinsi
Nusa Tenggara Timur, Provinsi
Sulawesi Barat, Provinsi
Sulawesi Selatan, Provinsi
Sulawesi Tenggara, Pusat

02-Peningkatan
SDM Pencarian
dan Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi
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107.U12

Pelatihan Teknis Potensi

SAR Medical First

Responder untuk Wilayah

Timur (72 JP) (Prioritas

Nasional)

0 Orang 0,0

Provinsi Maluku, Provinsi
Papua, Provinsi Papua Barat,
Provinsi Papua Selatan, Provinsi
Papua Tengah, Pusat

02-Peningkatan
SDM Pencarian
dan Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi

107.RBH
Prasarana Bidang

Pengendalian Bencana
0 unit 0,0

107.001
Prasarana Pelatihan SDM

Pencarian dan Pertolongan

(Prioritas Nasional)

0 unit 0,0 Pusat

01-Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi

107.7065
Pengelolaan Teknologi Informasi

SAR
11.873.030,0

107.RAN
Sarana Bidang Teknologi

Informasi dan Komunikasi
0 Unit 0,0
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107.001
Peralatan Teknologi

Informasi SAR (Prioritas

Nasional)

0 Unit 0,0 Pusat

01-Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi

107.RCL
OP Sarana Bidang Teknologi

Informasi dan Komunikasi
3 Unit 11.873.030,0
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107.001
Pemeliharaan Peralatan

Teknologi Informasi SAR

(Prioritas Nasional)

3 Unit 11.873.030,0

Provinsi Aceh, Provinsi Bali,
Provinsi Banten, Provinsi
Bengkulu, Provinsi DI
Yogyakarta, Provinsi Gorontalo,
Provinsi Jambi, Provinsi Jawa
Barat, Provinsi Jawa Tengah,
Provinsi Jawa Timur, Provinsi
Kalimantan Barat, Provinsi
Kalimantan Selatan, Provinsi
Kalimantan Tengah, Provinsi
Kalimantan Timur, Provinsi
Kalimantan Utara, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung,
Provinsi Kepulauan Riau,
Provinsi Lampung, Provinsi
Maluku, Provinsi Maluku Utara,
Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Provinsi Papua, Provinsi Papua
Barat, Provinsi Papua Barat
Daya, Provinsi Papua Selatan,
Provinsi Papua Tengah, Provinsi
Riau, Provinsi Sulawesi Barat,
Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi Tengah,
Provinsi Sulawesi Tenggara,
Provinsi Sulawesi Utara,
Provinsi Sumatera Barat,
Provinsi Sumatera Selatan,
Provinsi Sumatera Utara, Pusat

01-Penyediaan
Infrastruktur
Pencarian dan
Pertolongan
(SAR)

08-
Peningkatan
Layanan
Pencarian
dan
Pertolongan
Kecelakaan
Transportasi

01-
Pengembangan
Konektivitas dan
Layanan
Transportasi
Multimoda

03-Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri
di Sentra Produksi
melalui Peran Aktif
Koperasi

Total 532.320.369,0


